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ABSTRAK 

Nama 	 Siti Setia Annisa 
Program Studi 	: Magister Kenotariatan 

Judul 	: Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Di 
Ikatan Notaris Indonesia Dan Diluar Ikatan Notaris Indonesia 

Perilaku Notaris yang baik dapat diperoleh dengan berlandaskan antara lain 
pada Kode Etik Notaris. Dengan demikian, maka Kode Etik Notaris mengatur 
mengenai hal-hal yang hams ditaati oleh seorang Notaris didalam menjalankan 
jabatannya dan juga di luar menjalankan jabatannya. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) telah mengatur bahwa Organisasi 
Notaris bertugas untuk menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris. Pasal 82 
UUJN mengatur bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah Notaris. Ikatan Notaris 
Indonesia (1NI) adalah satu-satunya Organisasi Profesi Notaris yang diakui Pemerintah 
berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-PR.08. 10 
tahun 2004. Sampai saat mi belum terwujud satu wadah Organisasi Notaris, karena 
masih ada beberapa Organisasi Notaris diluar 1NI. Hal tersebut menjadi hambatan bagi 
INI untuk melakukan penegakkan hukum terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris 
diluar 1NII. Tujuan penelitian mi adalah untuk mengetahui bagaimana jika ada 
pelanggaran Kode Etik Notaris yang terjadi diluar M. Tulisan mi menggunakan 
metode penelitian kepustakaan, dengan alat pengumpul datanya adalah studi dokumen 
dan metode penelitian lapangan, dengan alat pengumpul datanya adalah melalui 
wawancara terstruktur dengan para narasumber yang memberikan informasi yang 
diperlukan. Setelah melakukan penelitian dan analisa maka penulis menyimpulkan 
bahwa penegakkan hukum terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris di iN! tidak 
menemukan hambatan karena berjalan sesuai dengan ketentuan UUJN. Tetapi 
penegakkan hukum terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris diluar iN! mempunyai 
hambatan, karena 1NI tidak punya kewenangan untuk menangani kasus pelanggaran 
Kode Etik Notaris diluar NI. Jalan keluar untuk hambatan tersebut dapat dilakukan 
dengan penegakkan hukum yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat (MPP) atas 
saran dan pendapat dari 1NI. MPP dapat menerapkan pasal 17 huruf i UUJN terhadap 
kasus yang menyangkut perilaku Notaris yang bertentangan dengan Norma Agama, 
Kesusilaan atau Kepatutan. 

Kata Kunci: 
Kode Etik Notaris, Ikatan Notaris Indonesia 
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ABSTRACT 

Behavior of good Notary can be obtained base with Code of Ethic Notary. Thereby, hence 
Ethic Code of Notary arrange to regarding things which must adhere by a Notary in 
running its occupation as well as outside running its occupation. Section 83 Law Number 
30 Year 2004 about Code Of Notary have arranged that Notary Organization undertake to 
specify and uphold Ethic Code of Notary. Section 82 Code Of Notary arrange that Notary 
congregate in one Notary Organization. Indonesian Notary Bond (1NI) is the single 
Organization Profession of Notary that Legalize by Government, pursuant to Regulation of 
Law and Human Right Minister Number M.02-Pr.08.10 year 2004. Now The Organization 
profession of Notary are not in one place of Organization yet, because there is still some 
Organization of Notary beside INI. The other Organization of Notary beside INI become a 
resistance to INI to enforcer law to collision of Ethic Code of Notary outside INI. The 
purpose of this research is to know how to enforce law to collision of Ethic Code of Notary 
that happened outside INI. This article use bibliography method research, by means of 
gathering data by document study and field method research, by means of gathering data 
through interview with all guest speaker who give the information. Research have taken 
steps and analysis hence writer conclude that enforce law to collision of Ethic Code of 
Notary in INI do not find a resistance because it is walking pursuant to Coe of Notary. But 
enforce law to collision of Ethic Code of Notary outside INI have a resistance, because INI 
have no authority to handle case of collision of Ethic Code of Notary outside 1NT. Way out 
for the resistance can be conducted by enforcer of law that done by Central Supervisor 
Court (MPP) at the instance and opinion from INI. MPP can apply section 17 letter i of 
Code of Notary to case which concerning behavior of Notary which oppose against norm 
religion, ethics or making proper. 
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BABI 

PENDAIIULUAN 

A. 	LATAR BELAKANG 	 - 

Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan Negara di 

bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta otentik yang 

mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Notaris merupakan salah satu profesi 

yang menjalankan pelayanan hukum kepada masyarakat luas. Peranan dan kewenangan 

Notaris sangat penting bagi lalu lintas hukum di masyarakat. 

Jabatan yang. diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan 

oleh undang-undang dan masyarakat dan oleh karena jabatan Notaris merupakan 

jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris hams mempunyai perilaku yang baik. 

Perilaku Notaris yang baik. dapat diperoleh dengan berlandaskan pada Kode Etik 

Notaris. Dengan demikian, maka Kode Etik Notaris mengatur mengenai hal-hal yang 

hams ditaati oleh seorang Notaris didalam menjalankan jabatannya dan juga di luar 

menjalankan jabatannya. 	 - 

Kode Etik bagi para Notaris telah diatur baik dalam staatblad 1860 Nomor 3 

maupun dalam Pasal 89, Undang-Undang Nomôr 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris, dan juga oleh organisasi notaris melalui Kongresnya, seperti I Orgañisasi 

Profesi Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang Kode iEtiknya disahkan melalui 

Kongres 1NI di Bandung, tanggal 27 Januari 2005. 	-. 	- 
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Ruang lingkup Kode Etik Notaris adalah mencakup seluruh anggota 

perkumpulan maupun orang lain diluar anggota perkumpulan yang memangku dan 

menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan 

sehari-hari. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 2 Kode Etik Notaris. 

Dalam Kode Etik Notaris pengertian sariksi adalah suatu hukuman yang 

dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota 

perkumpulan • maupun: orang lain, yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris. 

Dalam menegakkan Kode Etik Notaris dan disiplin organisasi INI, dan sanksinya diatur 

dalam Pasal 6 ayatl.Kode Etik Notaris yaitu: 	'. 

:ã. Teguran;  

b. 	Peringatan; i.. 

c. - Schorsing (pemecatan sementara) dan L keanggotaan Ikatan Notaris 

-. 	.. 	. Indonesia; 	. 	 -. 

d. 	Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia; 

e.. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan •Ikatan Notaris 

Indonesia. 	 -. 	-, 	 - 

t. Dalam Pasal -83 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris diatur bahwa organisasi notaris menetapkan dan menegakkan. Kode Etik 

.Notaris. Ikatan Notaris.. Indonesia, menurut. Keputusan Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia tanggal 23 Januari 1995 Nomor C24022.1-IT.0106, yang telah diumumkan 

dalam;Berita Negara--Republik Indonesia pada tanggal 7 April 1995 No.28 Tambahan 

.Nomor .1IP/-1995, adalah merupakan satu-satunya wadnh pemersatu bagi semua dan 

setiap orang yang memangku danmenjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di 

2 

Penegakan Hukum..., Siti Setia Annisa, FH UI, 2008 



Indonesia. INI memiliki Dewan Kehormatan sebagai alat perlengkapan Perkumpulan 	4 

sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan. dalam 

perkumpulan yang salah satu tugasnya adalah untuk 'melakukan pembinaan, 

bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi KOde Etik 

Notaris. . - 	 • 	 I 

Pada kenyataannya, walaupun 1NT merupakan satu-satunya organisasi profesi 

Notaris yang diakui oleh Pemerintah Indonesia,' tidak semua Notaris di Indonesia 

merupakan anggota dari 1NI, masih ada Organisasi Notaris selain TNT yaitu Persatuan 

Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI) dan Himpunan Notaris Indonesia (HINI), 

untuk selanjutnya PERNORI dan HNI, disebut juga organisasi Notaris diluar INI. 

1 . 	Organisasi-organisasi Notaris diluar. 1NI tersebut masing-masing memiliki kode etiknya 

sendiri. Dengan diakuinya 1NI sebagai organisasi. profesi Notaris satu-satunya di 

Indonesia maka timbul permasalahan dalam pelaksanaan pengawàsan terhadap Notaris 

diluar organisasi INI tersebut. •. 	
-. 

IN! diakui keberadaannya oleh .pemerintah sebagai' organisasi profesi jabatan 

notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor.30 tahun '2004 .tentang Jabatan Notaris, 

karena berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum (berdasarkan Gouverment 

Besluit tanggal 5 September 1908 nomor 9), sedangkan organisasi atau perkumpulan 

yang dibentuk para notaris diluar 1NI diakui keberadaannya oleh pemerintah sebagai 

Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang tentang Organisasi 

Kemasyarakatan nomor 8 tahun 1985 dan memenuhi Pasal 13 Undang-Undang nomor 

8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 
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.Keabsahan tentang. keberadaan satu organisasi profesi notaris, berdasarkan 

... Undang-Undang nomor30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dapât dilihat dan tugas 

dan wewenang Notaris itu sendiri dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 

Berdasarkan :pasal 28 huruf J Undang-Undang Dasar 1945, kebebasan berkumpul 

(seperti membentuk suatu organisasi), dapat diatur dan dibatasi oleh ketentuan undang-

undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan 

atas hak dan kebebasan orang lain .dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai. dengan 

pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum. 

Keberadaan satu organisasi Notaris diperlukan dalam rangka untuk menjaga 

ketertiban umum dan hak-hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan 

kepastian hukum.yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum karena Notaris 

adalah pejabat umum yang diberi tugas dan wewenang tertentu oleh Negara dalam 

rangka melayani kepentingan hukum masyarakat atau publik. 

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti 

tentang bagaimana pelaksanaan penegakkan hukum terhadap pelanggaran Kode Etik 

Notaris yang dilakukan oleh Notaris yang berada di INT maupun yang. diluar Organisasi 

ThU; 	•.•• 	 - 
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B. POKOK.PERMASALAHAN 	 . 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasikan masalah 

sebagai berikut:  

Bagaimanakah penegakkan hukum terhadap pelanggaran Kode 

Etik Notaris di Ikatan Notaris Indonesia dan diluar Ikatan Notaris 

Indonesia? 	. 

Bagaimanakah jalan keluar dan hambatan penegakkan hukum 

terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris.' di Ikatan. Notaris 

Indonesia dan di luar Ikatan Notaris Indonesia? 

C. 	METODE PENELITIAN : .. 

Penulisan .tesis mi . sebagal .salah satu béntuk karyá tulis ilmiah yang 

membutuhkan data yang. mempunyai nilai kebënaran yang dipercaya. Untuk 

memperoleh data tersebut maka dilakukan suatu metode penelitian hukum. Fungsi dan 

metode . tersebut adalah menemukan, merumuskan, .mengánalisis' dan memecahkan 

masalah-masalah tertentu untuk mengungkapkan suatukebenarandirnána secara umum 

penelitian ini :dibagi menjadi dua yaitu metode penelitian -.lapangan dan metode 

penelitian kepustakaan. 	. . ..... 	.. 	;. 	..: 

Metode penelitian lapangan (field research) adalah metode untuk memperoleh 

data secara langsung dari anggota organisasi profesi Notaris ikatan Notaris Indonesia 

dan selain ikatan.Notaris -Indonesia. Alat pengumpulan data yang diperoleh dan 

penggunaan metode mi disebut data primer atau data dasar (primary data/basic data). 

5 

Penegakan Hukum..., Siti Setia Annisa, FH UI, 2008 



Selanjutnya, data primer juga diperoleh langsung dan lapangan melalui 

.wawancara secara .terstruktur dengan para informan. Informan di sini adalah orang 

yang memberikan informasi berupa keterangan-keterangan yang diperlukan. Dalam hal 

mi yang akan menjadi pihak informan tersebut terdiridari: 

Anggota Ikatan Notaris Indonesia; 	a - 

Anggota Persatuan Reformasi Notaris Indonesia; 

Anggota Himpunan Notaris Indonesia, dan;. 

Majelis Pengawas Pusat. 

Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara menganalisis bahan-

bahan tertulis. Penulisan tesis mi hanya menggunakan data yang berupa data primer 

dan data sekunder. Bahan hukum primer yang diperoleh ialah berupa: 

Pasal 83 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; 

Kode .Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar, Biasa, 

Bandung, 27 Januari 2005; 	 - 

.- Keputusan. Menteri. Kehakiman Republik Indonesia tanggal 23 Januari 

1995 Nomor C2-1022.HT.0106. 

Bahan hukum sekunder yang diperoleh ialah berupa kasus pelanggaran Kode 

Etik Notaris yang diperoleh dari Majelis Pengawas Pusat. 	 - 

Tindakan selanjutnya adalah pengolahan kedua data, yaitu dengan 

menggunakan metode kualitatif. Semua data yang telah dikumpulkan disusun kembali 

secara sistematis dan. disajikan dalam bentuk .tesis yang kemudian diambil suatu 

kesimpulan. 	 - 
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D. 	SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika dalam penulisan tesis mi adalah terdiri dari 3 bab dengan rincian 

sebagai berikut: 

BAB I : PENDABIULUAN 

BAB I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok 

permasalahan, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB 11 	: PEMBAHASAN 

Dalam BAB II disajikan mengenai teori-teori hukum yang memiliki hubungan 

dengan penelitian seperti pengertian, asas, konsep-konsep yang terkait dengan 

penerapan Kode Etik Notaris serta analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian. 

BAB ifi 	PENUTUP 

Bab mi merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang mungkin dapat 

bermanfaat bagi perkembangan Kode Etik Notaris. 
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BAR II 

Penegakkan Hukum Terhadap Pelauggaran Kode Etik Notaris di Ikatan Notaris 

Indonesia Dan Diluar Ikatan Notaris Indonesia 

A. TINJAUAN TEORI 

1. 	Sejarah Notaris 

Berdasarkan Pasal 1868 KTJH Perdata juncto Pasal 1 dan Pasal 15 

Undang-Undang Nomor.  30 Tahun 2004, Notaris adalah pejabat umum yang 

berwenang untuk membuat akta otentik' mengenai semua perbuatan, perjanjian, 

dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan dan 

/atau yangdikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu 

akta. otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, meñyimpan akta, 

memberikan g1osse, salman, dan kutipannya. Semuanya .sepanjang pembuatan 

akta itu tidak juga ditugaskan kepada pejabat lain atau orang lain yang 

itetapkan oleh Undang-Undang. 

Sejarah Lembaga Notariat dimulaipada abad ke 11 atau :ke 12 di daerah 

pusat perdagangan Italia. Pada abad ke .13. lembaga Notaris mencapai puncak 

perkembangannya, setelah itu pada abad ke 14 terjadilah kemerosotan di bidang 

Notariat hal mi disebabkan tindakan dan penguasa pada waktu.itu yang seolah-

olah .menjual jabatan-jabatap Notaris kepada orang-orang tanpa mengindahkan 
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apakah orang tersebut memiliki keahlian atau tidak, sehingga menimbulkan 

banyak keluhan dan masyarakat. 

Pada permulaan abad ke 19 lembaga notariat mi meluas ke negara-

negara sekitamya bahkan ke negara-negara lainnya. Pada saat puncak 

perkembangannya dan setelah terjadinya pelembagaan Notariat lembaga mi 

dibawa ke Belanda dengan dua buah Dekrit Kaisar yaitu pada tanggal 8 

Nopember 1810 dan tanggal 1 Maret 1811 yang dinyatakan berlaku di seluruh 

Negeri Belanda. 

Perundang-undangan Notariat Perancis yang diberlakukan di Negeri 

Belañda tidak segera hilang walaupun negara itu telah lepas dari kekuasaan 

Perancis, setelah berulang kali adanya desakañ dari rakyat Belanda untuk 

membentuk suatu perundang-undangan nasional yang sesuai dengan aspirasi 

rakyat di bidang Notariat maka pada tanggal 9 juli tahun 1842 dikeluarkan 

Undang-Undang tentang jabatan Notaris, yaitu Nederland Staatblad Nomor 20. 

perkembangan sejarah Notariat di negeri Belanda sangat penting artinya bagi 

Notariat di Indonesia. Notariat di zaman Republik der verenigde nederlanden 

mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke 17. pada tahun 1860 

peraturan-peraturan mengenai Jabatan Notaris di Indonesia disesuaikan dengan 

Undang-Undang yang berlaku di Negara Belanda dengan diundangkannya 

staathlad Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris pada tanggal 26 Januari 

1860 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860, dengan diundangkannya 

"Notaris Reglemen" mi maka diletakkanlah dasar yang kuat bagi pelembagaan 

Notariat di Indonesia. 
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Seiring dengan perkembangan jaman, tuntutan terhadap suatu pelayanan 

publik yang baik dan profesional, balk terhadap kewenangan maupun tanggung 

.jawab dari jabatan Notaris semakin tinggi, maka untuk memenuhinya 

diperlukan suatu Undang-Undang yang dapat mengaspirasikan kebutuhan 

Notaris dan masyarakat yang dilayaninya maka pada tanggal 6 Oktober tahun 

2004 diundangkan dan' disahkan Undang-Undang Nomor '30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris yang disebut juga Undang-Undang Jabatan Notaris 

(UUJN). 	•;., 

Dengan kehadiran UUJN tersebut merupakan satu-satunya Undang-
Undang yang mengatur Notaris Indonesia, yang berarti telah terjadi unifikasi 
hukum dalam bidang pengaturan notaris. Sehingga UUJN dapat disebut sebagai 
penutup (pengaturan) masa lalu dunia notaris Indonesia dan pembuka 
(pengaturan) dunia notaris Indonesia masa datang. Sekarang UUJN saja yang 
merupakan "rule of law" untuk dunia notaris Indonesia! 

Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan kepada para Notaris 

untuk berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris sesuai dengan Pasal 82 

ayat 1 UUJN yang berbunyi sebagai berikut ; "Notaris berhimpun dalam satu. 

wadah organisasi Notaris,".  

2. 	Tinjauan Umum Tentang Organisasi Notaris 

Dengan semakin penting dan strategisnya tugas dan fungsi Notaris 

sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik tentang 

semua perbuatan hukum di bidang keperdataan sepanjang Undang-Undang 

tentang kewenangan pembuatannya itu tidak menetapkan orang lain atau 

'Habib adjie, "Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris," 
Renvol 28 (September 2005) :38. 
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pejabat lain (vide pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Juncto 

Pasal 1 dan PasalA5 Undang-Undang. Jabatan Notaris dahulu staatblad 1860 

nomor3 tentang Peraturan Jabatan. Notaris), disebabkan salah satunya karena 

meningkatnya'kuantitas. dan.kualitas. transaksi domestik maupun transaksi 

bisnis internasional, yang kesemuanya itu membutuhkan peran dan jasa Notaris 

sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta oteñtik, sebagai buktl 

yang terkuat dan terpenuh, disamping itu juga notãris adalah aparatur hukum, 

oleh karenanya mutlak harus memenuhi dua persyaratan pokokyaitu: 

-Profesional; dan 

.-Jntegritas,moral.yang tidak boleh diragukan.. 

. 	;LJntuk menjaga, kadar prOfesiOnal dan integritas moral mi maka para 

Notaris hams dan perlu belajar secara terus menerus hal-hal yang berkaitan 

dengan profesionalisme. dan •yang berkaitan,. dengan integritas moralnya. 

Demikian juga sebagai aparatur hukum maka setiap gerak dan langkah Notaris, 

lebih-lebih disaat pelaksanaan tugas jabatannya haruslah disiplin menerapkan 

dan melandasi geraknya dengan landasan hukum positif, terutama terhadap 

Undang-Undang Jabatan Notaris (dahulu staatblad 1860 nomor 3 tentang 

Jabatan Notaris), guna senantiasa menjunjung. tinggi keluhuran martabat 

Notaris berdasarkan Kode Etik Profesi Notaris. Jika hal tersebut dapat 

diterapkan secara maksimal maka dapat mewujudkan pelayanan dan 

perlindungan kepastian hukum yang .lebih balk bagi masyarakat. 

.. Untuk dapat menerapkan hal tersebut tugas dan peranan organisasi 

Notaris dalam hal mi sangat dibutuhkan, terutama terwujudnya keberadaan 
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organisasi Notaris yang solid, yang mampu membawa dan menjaga para 

anggotanya bersifat profesional dalam menjalankan jabatannya. Maka oleh 

sebab itu, dalam bagian mi penulis akan membahas tentang pengertian 

organisasi Notaris, tugas dan peranan organisasi Notaris. 

2.1 Pengertian Organisasi Notaris 

Pengertian organisasi Notaris secara implisit telah dirumuskan pada 

Pasal 1 angka 5 UUJN yaitu: "Organisasi Notaris adalah organisasi profesi 

jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum."2  

Dari pengertian di atas dapat diuraikan sebagai berikut: 

2.1.1 	Organisasi profesi jabatan notaris 

Dari perkataan tersebut, dapat diartikan bahwa organisasi 

Notaris merupakan organisasi profesi karena organisasi Notaris 

dibentuk atas dasar kesamaan profesi jabatan. Organisasi profesi 

jabatan Notaris tidak dapat disamakan dengan organisasi masyarakat 

(ORMAS) berdasarkan pada Pasal 1 Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, 

yang berbunyi: 

"Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh 
anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela 
atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi agama, dan kepercayaan 
terhada Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan seth dalam 
pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila,"3  

2  Indonesia, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, LN No. 117 
tahun 2004, Tambahan Lembar Negara No. 4432, Ps. 82 ayat (1). 

Indonesia, Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985, 
Lembar Negara N6.44 tahun 1985, Tambahan Lembar Negara No. 3298, ps.1. 
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Karena organisasi masyarakat atas dasar kesamaan profesi 

yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang 

Organisasi Kemasyarakatan tidak mengharuskan bahwa organisasi 

berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum sedangkan organisasi 

profesi Notaris berdasarkan UUJN, mengharuskan organisasi profesi 

berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum, yang akan dijelaskan 

dibawah mi. 

2.1.2 Berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum 

Perkumpulan dalam pengertian yang umum lazimnya meliputi 

semua bentuk perkumpulan balk perkumpulan dalam bidang hukum 

perdata, hukum dagang, hukum tata pemerintahan, hukum adat dan 

sebagainya. Tetapi perkumpulan yang dimaksud dalam pengertian 

organisasi Notaris di atas ialah perkumpulan yang terdapat dalam 

bidang hukum perdata. 

Selanjutnya mengenai pengesahan perkumpulan sebagai badan 

hukum, pengesahan itu dilakukan dengan menerima baik anggaran 

dasar, yang memuat maksud dan tujuan, asas-asas, lapangan pekerjaan 

dan aturan-aturan lain bagi perkumpulan itu. Hal pengakuannya hanya 

akan ditolak, jika ada alasan yang bertentangan dengan kepentingan 

umum: Jika ada perubahan' atau r  penggantian pada anggaran dasar 

yang tadinya telah diterima balk, diharuskan pula ada pengesahan 

baru Anggaran dasar yang telah disahkan, demikian pula pengesahan 
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perubahan atau- penggantian pada anggaran dasar diumumkan dalam 

.. 	•. . 	• Berita Negara (pasal 2-5 stb.1870-64).4  . 

Kalau sudah mendapat pengakuan sebagai badan hukum maka 

.,perkumpplan tersebut diperlakukah sebagai subjek dalam lalu lintas 

..........hukurn, •schingga.. dapat.; memiliki kekayaan sendiri, melakukan 

.. 

	

	•. : :perbuatan perdata, dapat menggugat dan. digugat di muka pengadilan, 

yang •bertindak keluar.. adalab ;pengurusnya dan perkumpulan 

beanggungjawab-atas :perbuatan organnya 5  

...; 	. 	Yang menjadi latar:: belakang alãsahr  organisasi Notaris 

. 

	

	• : . .....diwajibkan berbentak. prkumpu1an. :yang berbadan hukum, 

berdasarkan kutipan keterangan dari pemerintah yang diwakili oleh 

Menteri Hukum dan flak Asasi Manusia Republik Indonesia Hamid 

:: 

	

	•. Awluddin, S. H., (berdasarkan surat :kuasa.. khusüs tanggal 14 Juni 

2005 bertindak :untuk. dan atas nama Presiden Republik Indonesia), 

.dalam PutusanMahkarnah Konstitusi Nomor 009-014IPUU-11h12005 

tentang pengqjian_Undang-wUndang Nomor 304ahun 2004 tentang 

jabatan Notaris terhadap Undang-Undang•Dasar Repub1ik Indonesia 

tahun 1945, menerangkan bahwa profesi jabatan Notaris 

berkedudukan sebagai< pejabat.: umum; yaitu pejabat yang 

rnelaksanakan sebagian. tugas pemrintahkhususnya dalam bidang 

. hukurn perdata (viig PtuSan Mahkarnah :Konstitusi atas perkara 

Nornor 0661PUU1112004,: . tentang :pengüjiafl ..:.Undang-Undang 

Ali Rido, S. H., Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan',Perkumpulän; koperasi; Yayasth, 
Wakaf, (Bandung: ALUMNI, 1986), hal., 101-102. 	• 	: 	. . • 	,• • , 	. •• . ........ 

Au, S. H., op. cit., hal. 123. 	 :. •' 	 •. 	.•• 	;. 	.., 	.' ••,• 
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Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1987 

tentang kamar dagang dan industri), oleh sebab itu profesi jabatan 

Notaris memiliki sifat-sifat yang spesifik dan berbeda dengan 

organisasi profesi atau organisasi kemasyarakatan Iainnya. Oleh 

karena itu jika organisasi yang lain sebagai organisasi kemasyarakatan 

dapat mendasarkan ijin pendirian dan operasionalnya dari instansi 

terkait lainnya saja (antara lain departemen perdagangan dan 

perindustrian) tanpa mendapat pengesahan sebagai perkumpulan yang 

berbadan hukum, maka untuk organisasi profesi jabatan Notaris 

mewajibkan adanya organisasi yang berbentuk perkumpulan badan 

hukum.6  

Dengan demikian bedasarkan keterangan tersebut, bahwa 

Notaris adalah suatu profesi dan sekaligus pejabat umum yang 

melaksanakan sebagian tugas pemerintah, sebagaiinana diatur dalam 

Bab IH UUJN yang meliputi kewenangan, kewajiban dan larangan 

bagi notaris, dipersyaratkannya organisasi Notaris sebagai badan 

hukum merupakan hal yang sudah semestinya. 

3. 	Keberadaan Organisasi Notaris Di Indonesia 

Dalam sejarahnya Notaris Indonesia punya pengalaman cukup panjang 

dengan organisasi yang bersifat tunggal, yaitu pada masa Ikatan Notaris 

Indonesia sejak tahun 1908 sampai dengan 1998, kurang lebih 90 tahun 

6 
 Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945, Putusan no. 009-014/PUTJ-I1J/2005, hal. 87. 
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lamanya. Tetapi sekarang mi organisasi Notaris di Indonesia terdapat 3 

organisasi Notaris yang jumlah anggotanya terhitung paling banyak diantara 

organisasi Notaris yang lain, yang selanjutnya akan dijelaskan dibawah mi. 

3.1 	Organisasi Profesi Notaris Ikatan Notaris Indonesia 

Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut INT) adalah organisasi 

Notaris tertua di Indonesia, berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908 (menurut 

anggaran dasar ex Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 4 Desember 1958 

nomor J. A. -5/1 17/6) dengan nama "de nederlansch-indisce notarieele 

vereeniging". Setelah Indonesia merdeka, -para notaris Indonesia yang 

tergabung dalam perkumpulan gaya lama tersebut, dengan diwakili oleh 

ketuanya yaitu Notaris Eliza Pondaag, telah mengajukan permohonan 

kepada Pemerintah c.q Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan 

suratnya tertanggal 17 Nopember 1958 untuk mengubah Anggaran Dasar 

perkumpulan itu, dan dengan Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 4 

Desember 1958 nomor J.a.5/117/6, perubahan Anggaran Dasar 

perkumpulan tersebut dinyátakan sah, dan sejak hari pengumumannya 

dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Maret 1959 

nomor 19, nama "de nederlansch-indische notarieele vereeniging" diubah 

menjadi "Ikatan Notaris Indonesia", berkedudukan di Jakarta.7  

Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia tersebut dan Anggaran 

Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia sampai dengan sekarang telah 

Komar Andasasmita, Notaris Selayang Pandang, (Bandung: ALUMNI, 1983), hal.3. 
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mengalami beberapa kali perubahan. Anggaran Dasar yang terakhir 

.adalah Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia hasil Kongres Luar Biasa 

IkatanNO.taris Indonesia di Bandung 'pada tanggal 27 Januari 2005 

sedangkan untuk Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia yang 

terakhiradalah. Anggaran Rurnah Tangga Ikatan NOtaris Indonesia hasil 

rapat pleno pengurus pusat yang diperluas Ikatan Notaris Indonesia di 

Medan, pada tanggal 29 Maret 2007: 	- 

'Ikatan Notaris Indonesia diakui sebagai •'.badan hukum 

(rechtspersôon) pertama kali berdasarkan •' GOuverment Besluuit 

(Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 4908 nomor 9,8  dan terakhir 

berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 

23 Januari 1995 nomor C2.1022.HT.01.06tahun 1995 yg telah 

• 	diumumkan .dalam Berita Negara Republik Indoñesiatanggal 7 April 

- :1995 nomor 28- Tambahan - no. 1/8-1995. Persetujuan pengesahan 

perkumpulan INT sebagai badan hukum yang diberikan oleh Departemen 

Kehakiman (sekarang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia), 

karena INI .telah memenuhi kriteria sebagai .organisasiprofesi jabatan 

Notaris. Kemudian 1NI rnempunyai anggota yang meliputi 90% (sembilan 

puluh persen) lebih dari jümlah Notaris yang ada diseluruh Indonesia; NI 

juga mempunyai struktur kepengurusan di tingkat pusat, tingkat Propinsi 

maupun tingkat Kabupaten atau Kotamadya - di seluruh Indonesia atau 

- 	setidak-tidaknya pada sebagian besar. • Wilayah Republik Indonesia. 

Ibid 
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Disamping itu JNI secara tberkala. mengadakan pelatihan-pelatihan untuk 

meningkatkan kualitas kemampuan anggotanya. Pengakuan tersebut 

diatas lebih dikukuhkan lagi dengan adanya Surat Edaran Menteri 

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 

• 
	 C.T.W.0 1. 10.02 tanggaL29 Juni 2002 bahwa tentang surat rekomendasi 

r 	 untuk pindah wilayah kerja Notaris :dan hasil ujian Kode Etik Notaris 

hanya dari organisasi 1NE, juga dengan dikeluarkannya Surat Keputusan 

• Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 

M-01.HT.03.01 tahun 2003 tentang Kenotarisan, kemudian 

diundangkannya Undang-Undang Jabatan Notaris serta Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi •Manusia Nomor M.02-PR.08.10 tahun 2004 

tentang tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, susunan 

organisasi, tata kerja, dan tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris 

(merupakan peraturan pelaksanaan ketentuan Pasal 81 UUJN). 

Struktur organisasi, INT berdasarkan Pasal 10 Mggaran Dasar NI 

yang terbaru tersebut di atas, terdiri dan rapat anggota (berupa kongres 

dan koferensi wilayah dan daerah), pengurus (yang terdiri dari pengurus 

pusat, wilayah dan daerah), dan Dewan Kehormatan (terdiri dari dewan 

kehormatan pusat, wilayah dan daerah). Dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawab organisasi, maka jajatan organisasi NI tersebut yaitu 

pengurus pusat 1NF . 	• 

- ( PP-NI), majelis kehormatan pusat (MKP) yang berkedudukan di ibu 

kota, 19 pengurus daerah dan majelis kehormatan daerah (MKD) yang 
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berkedudukan di Propinsi; serta 134 pengurus cabang yang berkedudukan 

di KabupatenlKotamadya, selalu menampung dan menyalurkan aspirasi 

anggotanya; 	 . 

INI mempunyai tujuan berdasärkan Pasal 7 Anggaran Dasar NI 

yang terbaru tersebt diatas, yaitu : meñjunjung tinggi kebenaran dan 

keadilan  serta mengupayakan• terwujudnya kepastian hukum; memajukan 

dan mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu serta 

pengetahuan dalam bidang notariat pada khususnya; menjaga keluhuran 

martabat serta meningkatkan mutu Notaris selaku pejabat umum dalam 

rangka pengabdiannya pada Tuhan Yang Maha.Esa, bañgsa dan Negara; 

memupuk dan mempererat hubungan silahturahini dan rasa persaudaraan 

serta rasa kekeluargaan antara sesama anggota untuk menunjukkan 

persatuan.dan kesatuan serta kesejahteraan segenap anggotanya9  

3.2 	Organisasi Notaris Diluar Ikatan Notaris Indonesia 

(dalam hal mi penulis hanya membahas dua organisasi notaris 

diluar IN!, tidak termasuk Assiasi Notaris Indonesia (AN!)) 

3.2.1. Himpunan Notaris Indonesia (HNI) 

Himpunan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut HNT) 

dibentuk pada tanggal 3 Juni 1998 (dalam suatu notulen rapat dibuat 

dibawah tangan), berkedudukan di Jakarta yang mempunyai 

Anggaran Dasar yang dibuat deñgan Akta Notaris dihadapan Teddy 

9 ikatan Notaris Indonesia, Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Hasil Kongres Luar Biasa INI Bandung, 
27 Januari 2005, Ps. 7. 
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Anwar S. H., pada tanggal 11 Desember 1998, nomor 48, berupa 

- Pernyataan Keputusan Rapat yang telah diumumkan dalam Berita 

Negara Republik Indonesia, tanggal 26 Oktober 1999, nomor 86, 

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1999, 

dan telah mendapat pengakuan dari pemerintah sebagai berupa: 

1. Surat Keterangan Nomor 35 tahun 1998, tanggal 12 Juli 

1998 dari Departemen Dalam Negeri Cq. Dirjen Sosial, 

- 	Politik, Direktur Pembinaan Masyarakat sebagai organisasi 

. 

	

	- kemsyarakatan atas dasar kësamaan profesi yang pada 

prinsipnya telah sesuai dengan Undang-Undang tentang 

Organisasi Kemasyarakatan nomor 8 tahun 1985; 

.2. Surat Keterangan No. C-HT.03.10-02, tanggal 23 Mei 2000 

dan Departemen Hukiim dan Perundang-undangan 

Republik Indonesia; 

3 K1arifikasiOranisasi Profesi .Notaris, No.C-UM.02.02.219, 

tanggal 13 September 2000, dan Menteri kehakiman dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 

Organisasi HNI terbentuk, déngan alasan bahwa setelah era 

reformasi mi; sudah saatnya organisasi Notanis.tidak ditampung lagi 

dalam  suatu wadah tunggal organisasi,2seperti halnya keberadaan 

Partai Politik di Negara kita mi sètelah reformasi ditemukan lebih 

• dari 10 partai politik yang terbentuk. Sudah saatnya para Notaris 

dapat menyuarakan aspirasi dan .pandangan mereka yang beragam 
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.. 	tersebut ( dalam ai bemgam tapi tetap sata), melihatjumlah Notaris 

. 	yang. selalu meningkat tiap tahunnya, HNT mengharapkan dapat 

. . 	..meinbuat suatu perubahan kearah yang Iebih baik dari organisasi 

yang telah. ada, terutama rnenghilangkan. tradisi perkumpulan yang 

:. •: cenderung di dalamnya terdapat suatu power dari kelompok- 

. 	. 	kelompok elite yang ingin lebih menonjol dan para Notaris lainnya, 

.dengan kata' lain kedudukan Notaris yang satu dan yang lainnya 

tidak seimbang dalam organisasi. Kegiatan yang pemah di1akan 

1I selama mi adalah membenkan jian kode etik pada kandidat 

	

.; 	• ,., • .Notaris, .,• mcmbuat . kode .etik Notaris sendiri, melakukan kegiatan 

diskusi atau.. perternuan antar. . anggota untuk membahas 

. .peasa1ahan yang. dihadapi anggota juga sating bertukar pikiran 

....ntuk•.para Notaris lebih bia rnelaksanakan tugas sebagai pejabat 

umum menjadi lebih, balk. . 

'•. . 	: 	•. . Berlakunya UU,  ;. otornati menggangu keberadaan BM 

untuk melakukan aifitas organisasi, sampai dengan sekaing 

,banyak 'sekali anggota HNI .,secara terpaksa meninggalkan HNT 

(tetarna Notaris . yang berada. .di . aerah) karena takut dlkucilkan 

dan .teman-teman . seprofesi lainnya, dan takut menghambat karir 

mereka .da1m mengemban sebagai pejaba umum untuk membuat 

.. 	., aa otentlk?. Menrut pendapat bapak H. Teddy Anwar, S. H., 

. 	.sebagai. Ketua Umum Organisasi 1-INI,, beliau setuju dengan 

'0  Berdasarkan wawancara dengan bpk..H. Teddy Anwar, SH (Ketua UmumHNI), di kantor notaris H. 
Teddy Anwar, SH., Tanggal 17 Juni 2008 
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diundangkannya UUJN terutama tentang ketentuan Pasal 1 ayat (5) 

dan Pasal 82 ayat (1). Berkumpul dalam satu wadah itu bagus, tetapi 

tolong pengertian "wadah tunggal" tersebut jangan diartikan 

organisasi yang tunggal. Seperti halnya tentang advokat mengatur 

juga tentang ."wadah tunggal" tersebut tetapi tidak langsung 

menunjuk salah satu organisasi advokat yang ada menjadi satu-

satunya dan mematikan organisasi -advokat yang lainnya. Tetapi 

Undarig-Undang Advokat membéntuk KKAI (Komite Kerja 

- 	Advokat Indonesia) yang didalamnya terdapat 8 organisasi advokat 

untuk menjadi .fasilitator .yang netral bagi pembentukan lembaga 

peakiian5 advokat. Beliau lebih memilih jalan keluar kenapa tidak 

membentuk forum komunikasi atau federasi sebagai satu wadah 

tunggallNL" 

Organisasi Himpunan.Notaris Indonesia untuk menjalankan 

Kode Etiknya mempunyai perangkat Dewan Kehormatan di dalam 

Organisasinya, Sesuai dengan Anggaran Dasamya Pasal 15 ayat 1 

yang berbunyi: 

"Himpunan mempunyai Dewan Kehormatan pada tingkat 

Pusat dan sedapat-dapatnya pada tingkat daerah, masing-masing 

- 	 disebut Dewan Kehormatan Pusat dan Dewan Kehonnatan Daerah" 

' Ibid 
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Kode TEtik, TINI, yang berlaku. adalah Kode Etik yang 

ditetapkan dan. diputuskan padaV  Rapat Pengurus Pusat HNI di 

Jakarta, padatanggal 3 Juni 19.98. 

3.2.2 Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI) 

Persatüan Notaris reformasi indonesia (selanjutnya disebut 

PERNORI) dibentuk pada tanggal 14 :April 2001, berkedudukan di 

Jakarta berdasarkan Anggaran Dasar PERNORI yang telah diakui 

...kebemdaannya. sebagaiV  organisai' kemasrakatan atas dasar 

kesamaan . profesi. oleh Departthen Dalarn Negeri dan Otonomi 

Daerah sebagaimãna ternyata dari surat. Direktur Hubungan antar 

V 	V 	V  :Lembaga, Direktorat. Jenderal :Bina Kesatuan Bangsa, Departemen 

Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal .8 Mel 2001, sesuai 

. 	dengan .Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan nomor 

V 	

V 	V  .8tahun.1985. 	V 	
V 	

V 	 V •  V. 	 V ,  V  

. Organisasi PERNORI. didikan para anggotanya, dengan 

alasan bahwa sampal dengan tahun :1998 para Notaris, para mantan 

Notaris, dan para kandidat Notaris di tampung dalam suatu wadah 

V 	
tunggal, warisan dari suatu rezim dan sistem yang telah usang, dan 

karena reformasi ;serta tidak adanya lagi  kewajiban profesi untuk 

tunduk pada wadah tunggal, maka sejak tahun 1998 muncullah satu 

lagi organisasi Notaris yang semula diharapkan dapat menampung 

aspirasi para Notaris yang sudah tidak kerasan bernaung diwadah 
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tunggal, tetapi harapan tinggal harapan, sebagaimana juga reformasi 

yang sebagian besar belum terlaksana, maka keberadaan wadah 

kedua dari para Notaris ternyata belum bisa juga menampung 

aspirasi sebagian para Notaris. Karena itulah mereka menganggap 

perlunya dibentuk lagi suatu wadah Notaris yang mereka beri nama 

PERNORL 

Struktur organisasi PERNORI berdasarkan Pasal 7 juncto bab 

IX (lain-lain) Anggaran Dasar PERNORI, yang baru terbentuk 

adalah pengurus pusat dan anggota pengurus pusat sedangkan dewan 

kehormatan pusat, para pengurus wilayah dan dewan kehormatan 

wilayah, para pengurus cabang dan dewan kehormatan cabang 

PERNORI akan dibentuk kemudian, pada saat di mungkinkan. 

Tujuan utama dari organisasi PERNORI adalah untuk 

mengadakan pemerataan pekerjaan diantara para Notaris dengan 

mengadakan pembatasan jumlah akta yang dapat dibuat Notaris 

setiap bulannya, pembatasan honorarium Notaris untuk kepentingan 

negara dan Badán Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya 

minimal 35% (tiga puluh lima persen) dimiliki negara, persaudaraan 

dan saling pengertian diantara para Notaris termasuk yang bukan 

menjadi anggota persatuan dan para abdi hukum Iainnya.12  

Organisasi PERNORI memiliki perangkat Dewan Kehormatan 

di dalam organisasinya yang berfungsi untuk membimbing dan 

12 pEOffl Anggaran Dasar Persatuan Notaris Reformasi Indonesia yang disingkat PERNORI, bag. 
Memperhatikan. 

24 

Penegakan Hukum..., Siti Setia Annisa, FH UI, 2008 



mengawasi pelaksanaan Kode Etik, berdasarkan Pasal 15 ayat I dan 

2 Anggaran Dasar PERNORI yang berbunyi sebagai berikut: 

Persatuan mempunyai Dewan Kehormatan pada 

tingkat Pusat dan sedapat-dapatnya path tingkat 

Wilayah, masing-masing disebut Dewan Kehormatan 

Pusat dan Dewan Kehormatan Wilayah; 

Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan 

Persatuan yang berdiri sendiri, dalam arti tidak ada 

dibawah tetapi juga tidak diatas Pengurus Pusat dan 

yang mempunyai tugas untuk membimbing dan 

mengawasi pelaksanaan Kode Etik Notaris dan lain-

lainnya. 

4. 	LandasanTeorj Kode Etjk Notaris 

4.1 Pengertian Etika Dan Etika Profesi 

Etika menuntun seseorang untuk dapat membedakan yang baik dan 

yang buruk sehingga selalu mengutamakan kejujuran dan kebenaran dalam 

menjalankan jabatannya. 

Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang 

membedakan yang balk dari yang buruk)3  

Kata "etika" yang secara etimologis berasal dari kata Yunani "ethos". 
Di dalam pengertian harafiah "etika" dimaknai sebagai "adat kebiasaan", 
"watak", atau "kelakuan manusia". Tentu saja sebagai suatu istilah yang 

13 
 Rafik Isa Beekurn, Etika Bisnis Islarni (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), hal.3. 
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cukup banyak dipakai dalam hidup sehari-hari, kata "etika" tersebut 
memiliki arti yang lebih luas dari hanya sekedar arti etimoligis harafiah.'4  

Dalam pemakaian sehari-hari, sekurang-kurangnya dapat dibedakan tiga 
arti kata "etika", yaitu: pertama, sebagai "sistem nilai". Berarti nilai-nilai 

-' 	dan norma-norma moral yang menjadi pedoman perilaku manusia, kedua, 
etika adalah "kode etik", maksudnya, kumpulan norma dan nilai moral yang 

- 	wajib diperhatikan oleh pemegang profesi tertentu, ketiga, etika adalah ilmu 
yang melakukan refleksi kritis dan sistematis tentang moralitas. Etika dalam 
arti mi sama dengan filsafat moral." 

Dalam Ensiklopedia Indonesia, terbitan ikhtisar baru, tahun 1984, 

dijelaskan bahwa etika berasal dari Bahasa Inggris ethics yang berarti ilmu 

tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana seharusnya manusia hidup 

dalam masyarakat. 

Berdasarkan pengertian etika yang telah dirumuskan dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
tahun 1998, maka dapat dirumuskan pengertian etika, yaitu: 

1.. Nilai-nilai dan norma-norma moral dipegang oleh seseorang atau 
sekelompok orang dalam masyarakat untuk mengatur tingkah 

j lakuhya; 
Etikajuga berarti kumpulan asas atau nilai moral. 
Etika bisa puladipahami sebagai ilmu tentang yang baik dan yang 
buruk.'6  

Etika berupaya menyadarkan manusia akan tanggungjawab sebagai 

makhluk sosial yang tidak hánya mengutamakan kepentingan pribadi tapi 

juga menjunjung tinggi nilai-nilai dan penghargaan terhadap pihak lain. 

Sistem nilai merupakan bagian yang penting dalam kehidupan manusia 

karena dengan nilai manusia mempunyai landasan, alasan atau motivasi 

14 Bbang Widjojanto, "Etika Profesi Suatu Kajian Dan Beberapa Masalah Pokok", (makalah disampaikan 
fada pendidikan khusus profesi advokat angkatan I, Depok, April-Juni 2005), hal. 1. 

Ibid 
16 EY Kanter, Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Sosio-religius, (Jakarta:Storia Grafika,2001), 
hal. 12 
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dalam bersikap dan bertingkah laku, selanjutnya nilai dan norma berkaitan 

erat dengan moral dan etika. 

Etika dan moral senantiasa .beikaitan dengan. kebebasan dan tanggung 

jawab yang hanya membebaninya dengan kewajiban moral sehingga 

penerapannya tidak dapat dipaksakan, oleh karena itu organisasi atau 

perkumpulan profesi menerapkan sanksi bagi pelanggaran etika atau kode 

etik profesi agar setiap profesional senantiasa menjunjung tinggi kode etik 

profesi dalam menjalankanjabatannya. 

Seorang profesional yang mencintai profesinya sebagai jabatan mulia 

senantiasa menjalankan jabatannya dengan penuh tanggungjawab dan 

pengabdian terhadap kepentingan umum yang berakar pada penghormatan 

terhadap martabatkemanusiaan serta senantiasa mematuhi kode etik profesi 

sehingga ia dipercaya dan dihormati bukan karena kemainpuan 

intelektualnya semata tapi juga karena memiliki integritas diri dan 

komitmen moral atasjabatan yang disandangnya. 

Etika profesi adalah nonna-norma, syarat-syarat, dan ketentuan-
ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut sebagai 
kalangan profesional. 'Profesi", secara wnum, dimaknai sebagai bentuk 
dari suatu pekerjaan atau keseluruhan kelompok di dalam suatu pekerjaan 
tertentu. Profesi bisa juga dimaknai pekerjaan tetap untuk melaksanakan 
fungsi kemasyarakatan yang pelaksanaannya dilakukan secara mandiri 
dengan komitmen dan keahlian yang tinggi dalam bidang tertentu. Di dalam 
profesi itu juga terdapat semangat pengabdian terhadap kemanusiaan dan 
demi kepentingan umum serta berakar pada penghormatan terhadap 
martabat kemanusiaan.17  

Profesi adalah sebutan atas jabatan bagi orang yang memiliki 

pengetahuan khusus yang dengan pengetahuannya tersebut dapat 

17 Ibid 
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membimbing. atau .. memberi saran atau juga melayani orang lain, 

diantaranya adaiah profesi Notaris yang. dengan pengetahuan hukum yang 

dimilikinya dapat memberikan pelayanan hokum kepada masyarakat. 

Namun dalam menjalankan profesinya seorang profesional harus 

memperhatikan etika profesi. 

Etika profesi adalah bagian dari etika sosial, yaitu filsafat atau 
pemikiran .kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia 
sebagai umat manusia.18  

Setiap profesi yang dijalankán dengan landasan moral baik dan 

senantiasa. menj.unjung tinggi etika profesi akan menciptakañ . .penghargaan 

dan kepercayaan .terhadap penyandang profesi tersebut dari masyarakat 

yang dilayaninya. 	. 	. . 	.. 

4.2 Kode Efik Profesi Jabatan Notaris 	. 

Dengan adanya kode etik kepercayaan, masyarakat akan suatu 

profesi dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa 

kepentingannya akan terjamin. Kode etik profesi juga penting sebagai 

sarana control social. 

Kode etik adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang wajib 

diperhatikan dan dijalankan oleh profesional hukum.19  

Agar kode etik profesi dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka 
paling tidak ada dua syarat yang mesti dipenuhi. Pertama, kode etik itu 
hams dibuat oleh profesi itu sendiri. Kode etik tidak akan efektif, kalau 
diterima begitu saja dan atas, dari instansi pemerintah atau instansi lain, 

18
Mais Suseno, et al., Etika Sosial, Buku Panduan Mahasiswa, (Jakarta:APTIK Gramedia, 1991), hal.9. 

19 K Bertens, Etika, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1997), hal. 113. 
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karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam 
kalangan profesi itu sendiri. Kedua, agar kode etik berhasil dengan baik 
adalah bahwa pelaksanaannya diawasi terus-menerus.20  

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum adalah merupakan salah satu 

organ Negara yang mendapat amanat dan sebagian tugas dan kewenangan 

Negara yaitu berupa tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab 

dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum di bidang 

keperdataan. 

Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang 

diamanatkan oleh Undang-Undang dan masyarakat, untuk itulah seorang 

Notaris bertanggungjawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan 

kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta 

keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang 

Notaris maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya. 

Daläm menjalankan jabatannya Notaris harus .mematuhi seluruh kaedah 

moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Selain dan adanya 

- 

	

	tanggung jawab dan etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik 

merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang Notaris. 

Oleh karena itu Notaris harus senantiasa menjalankan jabatannya 

menurut kode etik Notaris yang ditetapkan dalam Kongres INI yang telah 

mengatur mengenai kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh 

Notaris dalam menegakkan kode etik Notaris dan mematuhi Undang- 

20  Ibid., hal.282-283 
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Uñdang yang: meñgatur tentang jabatan Notaris yaitu Uridang-Undang 

nornor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 

Kode etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh 
perkumpulan INT yang selanjutnya akan disebut "perkumpulan" berdasar 
keputusan kongres perkumpulan danlatau:yang ditentukan oleh dan diatur 
dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan 
yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota 
perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai 
notaris, termasuk di dalamnya pam 

1
ejabat sementara notaris, notaris 

pengganti dan notaris pengganti khusus.  

Organisasi profesi mempunyai peranan yang bsar dalam mengarahkan 

perilaku. anggotanya untuk mematuhi nilai-nilai etis oleh karena itu kongres 

luar biasa 1NI. di BandUng pada tanggal 28 Januari 2005 telah menetapkan 

kode etik 1NI mengenai kewajiban, larangandan pengecualian bagi Notaris 

dalam bab III yang berbunyi sebagai berikut: 

a.KEWAJTBAN.: 

Pasal 3 Kode Etik Notaris mengatur mengenai kewajiban Notaris. 

SeorangNotaris mempunyai kewajiban sebagai berikut: 

1. Merniliki moral, akhlak serta kepnbadian yang baik; 

Seorang Notaris harus mempunyai moral, akhlak serta kepribadian 

yang baik, karena Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara di 

bidang Hukum Privat, merupakan jabatan kepercayaan dan jabatan 

terhormat. 

21  Kode Etik Notaris lNlbabl,pasal 1,hal.1 
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Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris. 

a. Notaris harus menyadari bahwa perilaku din dapat mempengaruhi 

jabatan yang diembannya. 

.b. Harkat dan martabat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan 

darijabatan. 

Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan. 

a. Sebagai anggota yang merupakan bagian dari perkumpulan, maka 

seorang Notaris harus dapat menjaga kehormatan perkumpulan. 

b.. Kehormatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan 

perkumpulan. 

Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab 

berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpahjabatan Notaris. 

Jujur terhadap diri sendiri, terhadap klien dan terhadap profesi. 

Mandiri dalam arti dapat menyelenggarakan kantor sendiri, tidak 

bergantung pada orang atau pihak lain serta tidak menggunakan jasa 

pihak lain yang dapat mengganggu kemandiriannya. 

Tidak berpihak berarti tidak membela/menguntungkan salah satu 

pihak dan selalu bertindak untuk kebenaran dan keadilan. 

Penuh nasa tanggung jawab dalam arti selalu dapat 

mempertanggungjawabkan seinua tindakannya, akta yang dibuathya 

dan bcrtanggung jawab terhadap kepercayaan yang diembannya. 
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Meningkatkan ilmu pengetahuan.yang telah dimiliki tidak terbatas pada 

ilmüpengetahuan hukum dan kenotariatan. 

a.. Menyadari. Ilmu selalu berkembáng. 

b. Hukum tumbuh dan berkembang. bersama dèngan perkembangan 

masyarakat. 	•: 	:. : 

Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan 

Negara.  

Notaris diangkat bukanuntuk kepentingan indi.vidu Notaris, jabatan 

Notaris adalàh jabatan pengabdian, oleh karena . itu Notaris hans selalu 

mengutamâkan kepentingan masyarakat dan negara. 

Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotarisan lainnya untuk 

masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium. 

Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kepédulian (rasa sosial) 

Notaris terhadàp lingkungaiinya dan merupakàn bentuk pengabdian 

Notaris terhadap masyarakat, bangsa dan Negara.. 

Menetapkan satu kantor; di tempat kedudukan dan kantor tersebut 

merupakan satusatunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam 

..melaksatiakan tugasjabatan sehari-hati. 

a. Notaris tidak boleh mernbüka kantor cabang, kantor tersebut harus 

benar-benar menjadi tempat ia menyelenggarakan kantomya. 
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b. Kantor Notaris dan PPAT hams berada di satu kantor. 

9. Memasang .1 (satu) buah papan nama di depan/di lingkungan kantomya 

dengan pilihan ukuran, yaitu 100 cm x 40 cm; 150 cm x 60 cm atau 

- 	200 cm x 80 cm, yang memuat: 

Nama lengkap dan gelar yang sah; 

Tanggal dan Nomor Surat Keputusan; 

Tempat kedudukan; 

Alamat kantor dan Nomor telepon/fax. 

,Papan nama bagi kantor Notaris adalah Papan Jabatan yang dapat 

V 	 - menunjukkan kepada masyarakat bahwa di tempat tersebut ada 

Kantor Notaris, bukan tempat promosi. 	V 

Papan jabatan tidak boleh bertendensi promosi seperti jumlah lebih 

V 	 dan satU atau ukuran tidak sesuai dengan standar. 

- 	V 10.  Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang 

diselenggarakan oleh perkumpulan;  menghormati, mematuhi, 

melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan. 

a. Aktivitas dalam berorganisasi dianggap dapat 

- 	 . rnenumbuhkembangkan rasa persaudaraan profesi. 

V 

	

	b. Mematuhi dan melaksanakan keputusan  organisasi adalah 

keharusan yang merupakan tindak lanjut dari kesadaran dan 

V 	 kemauan untuk bersatu dan bersama. 
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Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib. 

Memenuhi.. kewajibän finansial adalah bagian dari kebersamaan 

untuk .menanggung biaya, organisasi secara bersama dan tidak 

membebankan pada salah seórang au sebagian orang. 

Membayar uang duká untuk membantu ahli -waris teman sejawat yang 

meninggal dunia. 	. 	 I  

Meringankan .beban ahli waris rekan serofesi mepakan wujud 

kepedulian dan rasa kasih antar rekan. 

Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang 

ditetapkan perkumpu1a. 

Hal tersebut adalah untuk menghindari persaingan tidak sehat, 

menciptakan peluang yang sama dan mengUpayakan kesejahteraan 

bagi seluruh Notaris. 	. 

Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan 

dan penandatanganan akta dilakukan di kantomya, kecuali karena 

: alasan-alasan-  yang sah. 	r 

Akta dibuat dan diselesaikan di Kantor Notaris, diluar kantor pada 

dasarnya merupakan pengecualian. 

Di luar kantor harus dilakukan dengan tetap mengingat Notaris 

hanya boleh mempunyai satu kantor. 
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15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam 

melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling 

- memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, 

saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin 

komunikasi dan tali silaturahim. 

Dalam berhubungan antar sesama rekan dilakukan dengan sikap 

-• 

	

	dan perilaku yang baik dengan saling menghormati dan 

menghargai atas dasar saling bantu membantu. 

Tidak boleh saling menjelekkan apalagi dihadapan klien. 

Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak 

membédakan status ekonomi dan/atau status sosialnya. 

Memperlakukan dengan baik hams diartikan tidak saja Notaris 

bersikap baik tetapi juga tidak membuat pembedaan atas dasar suku, 

ras, agama serta status sosial dan keuangan. 

Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai 

kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak 

terbatas pada ketentuan yang tercantum daläm UUJN, Penjelasan 

Pasal 19 ayat (2) UUJN, Isi Sumpah Jabatan Notaris, Anggaran Dasar 

dan Rumah tangga INL 
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b: LiR.A.14Gi\.1'4- 	 - 

Pasal 4 Kode Etik Notarismengatur mengenai larangan.' Larangan tersebut 

- meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Mempunyai lebih dan 1 (satu) kantor, baik kantor cabang maupun kantor 

perwakilan.  

a. Larangan mi diatur pula dalam Pasal 19 HUJN sehingga pasal 

mi dapat diartikan pulasebagai penjabaran UUJN. 

- 	 b. Mempunyai satu kantor.harus diartikantermasuk kantor PPAT 

Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor 

Notaris" di luar lingkungan kantor. 

Larangan mi berkaitan dengan kewajiban yang terdapat dalam 

Pasal 3 ayat (9) Kode Etik Notaris sehingga tindakannya dapat dianggap 

sebagai pelanggaran atas kewajibannya. 

Melakukan publikasi atau promosi diii, baik sendiri maupun secara 

bersama-sama dengan mencantumkan nania dan jabatannya, 

menggunakan sarana media cetak dan atau elektronik dalam bentuk 

ikian, ucapan selamat, ucapan bela sungkawa, ucapan terima kasih, 

kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor baik dalam bidang sosial, 

keagamaan maupun olah raga. 
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larangan mi merupakan konsekuensi logis dan kedudukan 

Notaris sebagai Pejabat Umum dan bukan sebagai Pengusaha/Kantor 

Badan Usaha sehingga publikasi/promosi tidak dapat dibenarkan. 

4. Bekerjasama dengan birojasa/orang/Badan Hukum yang pada hakikatnya 

bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien. 

Notaris adalah Pejabat Umum dan apa yang dilakukan merupakan 

- 

	

	pekerjaan jabátan dan bukan dengan tujuan pencarian uang atau 

keuntungan sehingga penggunaan biro jasa/orang/badan hukum sebagai 

perantara pada hakikatnya merupakan tindakan pengusaha dalam 

pencarian keuntungan yang tidak sesuai dengan kedudukan peran dan 

fungsi Notaris. 

5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah disiapkan 

oleh pihak lain. 

• Jabatan Notaris hams mandiri, jujUr dan tidak berpihak sehingga 

peinbuatan ininuta yang telah dipersiapkan oleh pihak lain tidak 

memenuhi kewajiban Notaris yang terdapat dalam Pasa! 3 ayat (4) Kode 

Elik Notaris. 
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6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani. 

Penandatanganan akta Notaris merupakan bagian dari keharusan 

agar aktá tersebut dikatakan sebagai akta otentik. Selain hal tersebut, 

Notaris menjamin kepastian tanggal penandatanganan. 

7. Berusáha atau berupaya dengan jalan apapün .agar seseorang berpindah 

• dari Notaris lain kepadañya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada 

klien yang bersangkutanmaupun melalui perantara orang lain. 

Berperilaku baik dan menjaga hubungan baik dengan sesama rekan 

diwujudkan antara lain dengan tidak nielakukan upaya baik langsung 

maupun tidak langsung mengambil klien rekan. 

' •. • 8 Melakukan pernáaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-

dokumenyang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis 

dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya. 

Pada dasamya setiap pembuatan ak hams dilakukañ dengan tanpa 

adanya paksaan dari siapapun termasuk dan 'Notanis. Kebebasan 

.membuat ata merupakan hak daniklien itu: 	.' 

¶. 	,•..,., 	..- 	.......'. 	• 	•• 

.9. Melakukan usaha-usaha baik langsung .-rnaupun 7 tidak langsung yang 

menjurus ke arah...bulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama 

rekan Notaris. 	. 	•. . 	. 	• . 
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Persaingan yang tidak sehat merupakan pelanggaran terhadap Kode 

Etik sehingga upaya yang dilakukan baik secaraiangsung maupun tidak 

langsung hams dianggap sebagai pelanggaran Kode Etik. 

Menetapkan honorarium yang hams dibayar oleh Mien dengan jumlah 

- 	lebih rendab dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan. 

Penetapan honor yang iebih rendah dianggap telah melakukan 

persaingan yang tidak sehat yang dilakukan melalui penetapan honor. 

-- 

Mempekeijakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan 

kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari. Notaris yang 

bersangkutan. 

Mengambil karyawan rekan Notaris dianggap sebagai tindakan tidak 

terpuji yang dapat mengganggu jalannya kantor Rekan Notaris. 

Menjelekkan daulatau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang 

dibuat olehnya. 

Dalam ha! seorang Notaris menghadapi danlatau menemukan suatu 

akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang temyata didalamnya terdapat 

kesalaban-kesalahan yang serius danlatau membahayakan Mien, maka 

Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang 

bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cam yang tidak 

bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal 
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yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan 

sejawat tersebut. 

13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif 

dengan tujuan •untuk rnëlayani kepentiñgan suatu instansi atau 

lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk 

berpartisipasi. 

Notaris wajib memperlakukan rekan Notaris sebagai keluarga 

- seprofesi, sehingga diantara -sesama rekan Notaris harus saling 

menghormati, saling membantu serta selalu berusaha menjalin 

kornunikasi dan taii silaturahim. 

14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Mencantumkan gelar yang tidak sah merupakan tindak pidana, 

sehingga Notaris dilarang menggunakan gelar-gelar tidak sah yang 

dapat merugikan masyarakat dan Notaris itu sendiri. 

15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai 

pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain narnun tidak 

terbatas pada peianggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan 

dalam UUJN; Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UUJN; Isi Sumpah Jabatan 

Notaris; Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran 
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I - 	 -Rumah Tangga danlatau keputusan-keputusan lain yang sudah 

ditetapkan organisasi INT yang tidakboleh dilakukan anggota. 

c. PENGECU.N 	 -. - 

Pasal , •Kode Etik Notaris mengatur mengenai hal-hal yang 

merupakan- pengecualian, sehingga tidak termasuk pelanggaran. Hal 

tersebut meliputi:  

-, 	A. Memberikan ucapan selamat, ucapan duka cita dengan menggunakan 

kartu ucapan, - surat,;  karangan bunga ataupun media lainnya 

dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi banya nama saja. 

Yang dibolehkan sebagai pribadi dan tidak dalam jabatan. 

Tidak dimaksudkan scbagai promosi tetapi upaya menunjukkan 

kepedulian social dalarn pergaulan. 	- 

2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, 

fax dan telex yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau 

instansi-instansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya. 

Hal tersebut dianggap tidak lagi sebagai media promosi tetapi lebih 

bersifat pemberitahuan. 	 - 

3. Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 

20 x 50 cm, dasar bcrwarna putili, huruf berwarna hitam, tanpa 
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mencantumkan nama Notaris seth dipasàng dalam radius maksimum 

100 meter dari Kantór Notaris-. Dipergunakan' sebagai papan petunjuk, 

bukan papanpromosi. 

B. 	ANALISA HUKUM 

.1.. Penegakan Hukurn Terhadap PelanggaranKode Etik Notaris. 

Kode etik profesi merupakan hal yang penting bagi Notaris untuk 

menjalankan jabatannya. Kode etik profesi tersebut bertujuan untuk menjaga 

kehormatan jabatan notanis, karena Notaris adalah pejabat urnum satu-satunya 

yang mendapat kehormatan dengan memperoleh mandat secara langsung dan 

Negara. Kehormatan tersebut harus dijaga dengan menjaga perilaku Notaris 

dalam menjalankan jabatannya maupun perilaku dalam kesehaniannya. Notaris 

dalam menjalankan jabatannya harus sesual dengan Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), sedangkan perilaku 

kesebariannya harus sesuai dengan kode etik profesi Notaris. 

LI Penegakan Hukum Terhadap Pelauggaran kode etik Notaris di IN!. 

INII mempunyai perangkat dalam organisasinya untuk menegakkan 

kode letik yaitu Dewan Kehormatan M. Pasal 1 ayat 8 Kode Etik Notaris 

IN! menyatakan bahwa Dewan Kehormatan IN! adalah lembaga yang 

mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan yang bertugas 

untuk: 
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Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan 

anggota dalam menjunjung tinggi kode etik; 

Memeriksa dan mengambil keputusan atas dügaan pelanggaran 

ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak 

mempunyal kaitan dengan kepentingan masyarakat secara 

langsung; 

c) Memberikan saran dan pendapat pada Majelis Pengawas atas 

dugaan pelanggaran kode etik atau jabatan Notaris. 

Dewan Kehormatan NI terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

T 

1). Dewan kehormatan Pusat adalah Dewan Kehormatan pada tingkat 

nasional dan yang bertugas untuk: 

Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan 

anggota dalam menjunjung tinggi kode etik; 

Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran 

ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi yang bersifat 

internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan 

masyarakat secara langsung, pada tingkat akhir dan bersifat 

final; 

Memberikan saran dan pendapat pada Majelis Pengawas atas 

dugaan pelanggaran kode etik atau jabatan Notaris. 
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Dewan Kehormatan;Wilayah adalah Dewan Kehormatan tingkat 

- wilayah yaitupada tingkat Propinsi atau yang setingkat dengan itu, 

yang bertugas untuk,: 	-: 

a). Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan 

• 	 .anggota dalammenjunjung tinggi kode eti; 

b). Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran 

ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi yang bersifat 

internal atau yang tidak rnempunyai kaitan dengan kepentingan 

masyarakat secara iangsung, pada tingkat banding dan dalam 

keadaan tertentu pada tingkat pertarna; 

c).Memberikan saran dan pendapat pada Majelis Pengawas wilayah 

dan/atau Majelis Pengawas Daerah atas dugaan pelanggaran 

kode etik atau jabatan Notaris. 

3). Dewan Kehormatan Daerah yaitu Dewan Kehorniatan tingkat 

Daerah, yaitu path tingkat Kota alan Kabuaten yang bertugas 

untuk: 

a). Melakukan pernbinaan, binibingan, pengawasan, pembenahan 

anggota dalam menjunjung tinggi kode etik; 

b). Merneriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran 

ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi yang bersifat 
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internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan 

rnasyarakat secara Iangsung, path tingkat pertama; 

c). Memberikan saran dan pendapat pada. Majelis Pengawas Daerah 

atas dugaan pelanggaran kode etik ataujabatan Notaris. 

Tata cara penegakan Kode Etik Notaris 1N1 diatur dalam Pasal 7 Kode 

Etik Notaris IN!, yaitu bahwa pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik itu 

dilalthkan dengan cara berikut: 

Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris 

Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah; 

Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris 

Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayab; 

C. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris 

Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat. 

Dewan Kehormatan menurut Pasal 8 Kode Etik Notaris NI 

merupakan alat perlengkapan Perkumpulan yang berwenang melakukan 

pemeriksaan alas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi 

kepada pelanggamya sesuai dengan kewenangan masing-masiing. 

Putusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Pusat akan 

dilaksanakan oleh Pengurus Daerah, menurut Pasal 12 Kode Etik Notaris 
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Organisasi Profesi Notaris 1NI dalam menjalankan tugasnya untuk 

menegakkan Kode Etik Notaris, mengalami hambatan karena belum 

tercapainya satu wadah organisasi Notaris sesuai dengan yang dikehendaki 

dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Beberapa 

organisasi Notaris selain INI yaitu Himpunan Notaris Indonesia (HNI) dan 

Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI). Kedua organisasi 

tersebut masing-masing memiliki Kode etik Notaris yang berlaku bagi 

organisasinya masing-masing. Hal tersebut menjadi hambatan bagi 

organisasi INT dalam menegakkan Kode Etik Notaris M. 

Menurut Pasal 89 UUJN, pada saat Undang-Undang Jabatan Notaris 

tersebut berlaku, Kode Etik Notaris yang sudah ada tetap berlaku sampai 

ditetapkan Kode Etik Notaris yang baru berdasarkan Undang-Undang 

tersebut, dengan kata lain bahwa Kode Etik Notaris masing-masing 

organisasi berlaku bagi anggotanya masing-masing. Organisasi 1NI tidak 

mempunyai kewenangan untük menegakkan Kode Etik Notarisnya terhadap 

Notaris anggotaorganisasi selain organisasi 1N122  

22  Berdasarkan wawancara dengan Bpk. H. Teddy Anwar, SH. (Ketua Umum HNI), di kantor Notaris H. 
Teddy Anwar, Jakarta, tanggat 17 Juni 2008. 
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1.2 Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris 

diluarINI. 

1.2.1 HIMPUNAN NOTARIS INDONESIA (HNI) 

Himpunan Notaris Indonesia memiliki Kode Etik Notarisnya 

- 	.- 	sendiri. Kode Etik Notasnya ditetapkan pada Kongrës di Jakart 

tanggal 3Juni 1998. Penegakan Kode Etik Notaris HNI. secara rinci 

juga diatur dalam.Anggaran Dasarnya 

Pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris HNI 

diatur dalam Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut: 

Pengawasan atas pelaksanaan dan putusan dari Kode Etik 

Notaris mi dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah. 

Seorang Notaris yang telah ditetapkan dalam putusan oleh 

Dewan Kehormatan Daerah sebagai te!ah melanggar kode 

etik dapat mengajukan banding dan merupakan putusan yang 

terakhir kepada Dewan Kehormatan Pusat. 

Segala sesuatu yang tidak diatur dan/atau belum cukup diatur 

dalam Kode Etik Notaris mi akan ditetapkan oleh Pengurus 

Pusat bersama dengan Dewan Kehormatan Pusat, yang 

merupakan lampiran dari Kode Etik Notaris mi. 
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Meñurut Pasal 6 Kode Etik Notaris HNI, penegakan terhadap 

pelanggaran Kode Etik Notaris HNI dan ketentuan dalam Peraturan 

Jabatan Notaris serta sumpah Jabatan Notaris, dikenakan sanksi-sanksi 

oleh Rapat Pengurus Pusat dengan meminta dan memperhatikan 

masukan dari Rapat Dewan Kehormatan Notaris. 

Dalam Pàsãl 7 Kode Etik Notaris HNI, sanksi-sanksi 

terhadap pelanggaran tersebut dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris HNI 

yaitu berupa: 

Peringatan dan/atau teguran; 

Pemberhentian sementara; 

Mengusulkan kepada Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia, untuk mencabut Surat Keputusan Pengangkatan 

dari Notaris yang bersangkutan; 

Kemudian dalam Pasal 9 Kode Etik Notaris HNI, ditegaskan 

kembali bahwa semua anggota Himpunan Notaris Indonesia (HNI) 

wajib rnengetahui dan mematuhi Kode Etik Notaris mi. 

Menurut Pasal 4 ayat 1 Arggaran Dasar UNI, yaitu tentang 

tata cara pemecatan anggota, berbunyi: 
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i) Seorang langgota dapat diberhentikan sementara dan 

.1 	keanggotaannya oleh Péngurus Pusat karena melakukan 

salah satu pelanggaran di bawah mi: 

a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan 

ketentuan dalam Aggaran Dasar, Anggaran Rumah 

Tangga, Kode Etik dan keputusan-keputusan yang sah 

dari Pengurus Himpunan; 

Melakukan perbuatan yang mencemarkan, merugikan 

atau merendahkan nama baik Himpunan; 

Menyalahgunakan nama bimpunan untuk kepentingan 

pnibadi. 

Keputusan pemberhentian sementara yang dirnaksud diatas 

kemudian diatur dalain Pasal 4 ayat 3, 4, 5 dan 6 Anggaran Dasar 

1-INT, yang berbunyi sebagai benikut: 

3) Peniberhentiar, sementara itu oleh Pengurus diajukan pada 

IT 	 1.. __ 	_4.J- 	 1-._ .1 1. 1. - i'wugrcs y4ng ue 	4uLuSI'u wu iOigTS; 

4) .pa1a kongres men]batkan keputusan itu, niaka Pengurus 

Pat hsiru ticr !aflftr 	trccut dJn- 	u- g 

- -' 	
- \_•___J 	 - 
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Apabila pemberhentian sementara itu dikuatkan oleh 

Kongres maka keanggotaan tersebut berakhir untuk 

seterusnya; 

Pengurus 	Pusat 	wajib 	melaporkan 	adanya 

pemberhentian/pemecatan tersebut kepada instansi yang 

berwenang yang ada hubunganriya dengan jabatan Notaris, 

termasuk tetapi tidak terbatas pada Pengadilan Negeri tempat 

Notaris tersebut menjalankan jabatannya, Pengadilan Tinggi 

Notaris tersebut menjalankan j abatannya, Mahkamah Agung 

dan Departemen Kehakiman. 

Organisasi HNI memiliki alat perlengkapan dalam 

menjalankan pengawasan Kode Etiknya, sesuai dengan Pasal 15 ayat 

1 dan 2 Anggaran dasar, yang berbunyi: 

1-limpunan mempunyai Dewan Kehormatan pada tingkat 

Pusat dan sedapat-dapatnya pada tingkat Daerah, masing-

masing disebut Dewan Kehormatan Pusat dan Dewan 

Kehormatan Daerah 

Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Himpunan 

yang berdiri sendiri, dalam arti tidak ada di bawah tetapi juga 

tidak di atas Pengurus Pusat dan yang mempunyai tugas 
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untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik 

Notaris dan lain-lainnya. 

Men urut Pasal 15 ayat 3 Anggaran Dasar HNI, Dewan 

Kehormatan merupakan badan yang bersifat otonom di dalam 

mengambil keputusan-keputusan pada tingkat masing-masing, tetapi 

dalam lain-lain hal harus bekeja sama dengan Pengurus Himpunan. 

Kewenangan Dewan Kehormatan organisasi HNI diatur 

dalam Pasal 15 ayat 13 huruf a, b, dan c Anggaran dasar HNI, 

berbunyi sebagai berikut: 

"Dalam rangka menjalankan dan me!aksanakan tugasnya, Dewan 

Kehormatan Daerah berwenang untuk: 

Memberikan dan menyampaikan usul-usul dan saran-saran 

yang ada hubungannya dengan masalah Kode Etik Notaris 

termasuk tentang masalah keluhuran martabat dan jabatan 

Notaris, kepada Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Pusat, 

baik diminta maupun tidak diminta; 

Memberikan peringatan atau teguran, baik secara tertulis 

atau dengan lisan kepada anggota Himpunan yang 

melakukan peianggaran atau melakukan perbuatan yang 

tidak sesuai dengan Kode Etik; 
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c) Mengusulkan kepada Pengurus Pusat untuk memberhentikan 

sementara anggota Himpunan yang melakukan pelanggaran 

terhadap Kode Etik sebagai anggota Himpunan." 

1.2.2 PERSATUAN NOTARIS REFORMASI INDONESIA 

(PERNORI) 

Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI) Juga 

merupakan Organisasi Notaris yang memiliki Kode Etiknya sendiri, 

seperti Organisasi Notaris HNI. 

Menurut Pasal 4 ayat I Huruf a Anggaran Dasar PERNORI, 

seorang anggota dapat diberhentikan sementara dari keanggotaanya 

oleh Pengurus Pusat karena melakukan perbuatan yang bertentangan 

dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, 

Kode Etik dan keputusan-keputusan yang sah dari pengurus Persatuan. 

Keputusan tersebut menurut Pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar 

PERNORI, oleh Pengurus Pusat akan diajukan pada kongres yang 

berikut untuk diputuskan oleh kongres. 

Menurut Pasal 4 ayat 4 dan 5 anggaran Dasar PERNORI, 

apabila kongres membatalkan keputusan tersebut maka Pengurus Pusat 

harus merehabilitir anggotanya dalam tenggang waktu 2 (dua) rninggu 
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setelah berakhirnya kongres, tetapi apabila pemberhentian sementara 

tersebut dikuatkan oleh Kongres maka keanggotaan tersebut berakhir 

untuk seterusnya. 

Dalam melaksanakan tugasnya menegakkan Kode Etik, 

pengurus pusat dibantu oleh Dewan Kehormatan, sesuai dengan Pasal 

15 ayat I dan 2 Anggaran Dasar PERNORI, yaitu: 

I) Persatuan mempunyai Dewan Kehormatan pada tingkat Pusat 

dan sedapat-dapatnya pada tingkat Wilayah, masing-masing 

disebut Dewan Kehormatan pusat dan Dewan Kehormatan 

Wilayah; 

2) Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Persatuan yang 

berdiri sendiri, dalam arti tidak ada dibawah tetapi juga tidak 

di atas Pengurus Pusat dan yang mempunyai tugas untuk 

membimbing dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Notaris 

dan lain-lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 

ayat 3 anggaran dasar. 

Menurut Pasal 15 ayat 3 Anggaran Dasar PERNORI, Dewan 

Kehormatan merupakan badan yang bersifat otonom didalam 

mengambil keputusan-keputusan pada tingkat masing-masing, tetapi 

dalam lain-lain hal harus bekerjasama dengan Pengurus Pusat. 
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Kewenangan Dewan Kehormatan Wilayah diatur dalam Pasal 

15 ayat 13 Anggaran Dasar PERNORI, yaitu: 

Dalam rangka menjalankan tugasnya Dewan Kehormatan 

Wilayah berwenang untuk: 

Memberikan dan menyampaikan usul-usul dan saran-saran 

yang ada hubungannya dengan masalah kode etik Notaris 

termasuk tentang masalah dan Jabatan Notaris, kepada 

Pengurus Wilayah dan/atau Pengurus pusat, baik diminta 

maupun tidak dim inta; 

Memberikan peringatan atau teguran, baik secara tertulis atau 

lisan kepada anggota Persatuan yang melakukan pelanggaran 

atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kode etik 

Notaris; 

N4engusulkan kepada Pengurus Pusat untuk memberhentikan 

sementara anggota Persatuan yang melakukan pelanggaran 

terhadap Kode Etik sebagai anggota Persatuan. 

mi 
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2. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik 

Notaris 

2.1 Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Petanggaran Kode Etik 

Notaris di INI 

Kode etik profesi Notaris ditetapkan oleh organisasi profesi notaris. 

Dalam Pasal 82 UUJN, diatur bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah 

Organisasi Notaris. Pasal 83 UUJN menyatakan bahwa organisasi Notaris 

menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris. Dua pasal tersebut dapat 

diartikan bahwa hanya ada satu Kode Etik Notaris yang berlaku bagi semua 

Notaris, yaitu yang berasal dari satu wadah Organisasi Notaris. 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M-02 PR-

08-10 tahun 2004 tentang tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian 

anggota, susunan organisasi, tata kerja Majelis Pengawas, menyatakan 

bahwa Organisasi profesi notaris satu-satunya yang diakui oleh pemerintah 

sebagai satu wadah Organisasi Notaris adalah [katan Notaris Indonesia 

(INI). 

Hambatan dalam menegakkan Kode Etik Notaris di INI tidak ada, 

karena INI adalab Organisasi Profesi yang telah diakui oleh Pemerintah 

sebagai Organisasi Profesi Notaris sesuai dengan Pasal 82 IJUIN. 

Penegakkan Hukum terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris oleh INI 
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dilakukan berdasarkan Kode Etik Notaris INI, sesuai dengan Pasal 83 

UUJN. 

2.2 Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode 

Etik Notaris diluar INI 

Bagaimana j ika terjadi pelanggaran Kode Etik Notaris diluar INI? 1-lal 

tersebut merupakan Hambatan bagi INI dalam penegakkan Hukum terhadap 

pelanggaran Kode Etik Notaris diluar INI, karena tidak sesuai dengan 

UUJN yang menyebutkan bahwa seharusnya hanya ada satu wadah 

organisasi profesi Notaris dan hanya berlaku satu Kode Etik Notaris yaitu 

Kode Etik Notaris INI. Pada faktanya ada HNI dan PERNORI yang 

merupakan tempat berkumpu!nya para Notaris yang tidak diakui oleh 

Pemerintah sebagai Organisasi Profesi Notaris sesuai dengan UUJN, tetapi 

diakui oleh Pemerintah sebagai Organisasi Kemasyarakatan. HNI dan 

PERNORI memiliki Kode Etik Notaris sendiri, Kode Etik Notaris INI tidak 

berlaku bagi mereka. [Ni juga tidak mempunyai kewenangan untuk 

menegakkan Kode Etik Notaris INI terhadap mereka. 

Menurut pendapat Sekretaris Majelis Péngawas Notaris, Apabila ada 

pelaporan tentang pelanggaran Kode Etik Notaris diluar INI ke Organisasi 

INI, maka Organisasi ff11 dapat memberikan saran dan pendapat mengenai 

pelanggaran tersebut ke Majelis Pengawas Notaris, agar dapat 

ditindakianjuti oleh Majelis Pengawas Notaris. Organisasi ff11 dapat 

bekerjasama dengan Majelis Pengawas Notaris untuk menindakianjuti 
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pelanggaran Kode Etik tersebut, karena perilaku keseharian Notaris selain 

diatur dalam Kode Etik Notaris INI juga diatur dalam UUIN, yang 

merupakan kewenangan Majelis Pengawas Notaris. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur larangan bagi Notaris untuk 

melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, 

kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan 

martabat jabatan Notaris23. 

Tata cara pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris dalam pasa! 20 

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

nomor: M.02.PR.08.I0 tahun 2004, yaitu: 

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, ketua Majelis 

Pengawas Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis 

Pemeriksa Wilayah, dan Majelis Pemeriksa Pusat dari masing-

masing unsur yang terdiri atas I (satu) orang ketua dan 2 (dua) 

orang anggota Majelis Pemeriksa. 

Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat 

berwenang memeriksa dan memutus laporan yang diterima. 

Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu 

oleh I (satu) orang sekretaris. 

23  Berdasarkan wawancara dengan Bpk. Batubara (Sekretaris Majelis Pengawas Notaris), di Departemen 
Hukum dan Hak asasi Manusia, Jakarta, tanggal 27 Juni 2008. 
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Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakuan paling lambat 5 (lima) 

hari kerja setelah laporan diterima. 

Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

menolak untuk merneriksa Notaris yang mempunyai hubungan 

perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke 

bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping 

sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris. 

Dalam hal Majelis Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana 

dimaksud, pada ayat. (5), ketua Majelis Pengawas Notaris 

men unj uk penggantinya. 

Pengajuan laporan pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris 

diatur dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia nomor: M.02.PR.08.10 tahun 2004, yaitu sebagai 

berikut: 

I) Laporan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan. 

Laporan harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia 

disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungj awabkan. 

Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris 

atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris disampaikan kepada 

Majelis Pengawas Daerah. 
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Laporan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah. 

Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah, maka Majelis 

Pengawas Wilayahmeneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah 

yang berwenang. 

Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, maka Majelis 

Pengawas Pusat meneruskannya kepada Majelis Pengawas Daerah 

yang berwenang. 

59. 

Penegakan Hukum..., Siti Setia Annisa, FH UI, 2008 



BABLH 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penegakkan hukum terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris di INI dilakukan 

Oleh Dewan Kehormatan [NI. Dewan Kehormatan INI adalah perangkat INI 

berupa lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam 

perkumpulan yang bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, 

pengawasan Kode Etik Notaris INI, dan memeriksa serta mengambil 

keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik. Pasal 82 UUJN 

menyebutkan bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi 

Notaris, yaitu INI. Pasal 83 UUJN menyatakan bahwa Organisasi Notaris 

menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris. Penegakan hukum terhadap 

pelanggaran Kode Etik Notaris di INI tidak mengalami hambatan, karena INI 

menegakkan Kode Etik Notaris sesuai dengan Pasal 82 dan 83 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). 

Penegakkan hukum terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris diluar INI, tidak 

dapat dilakukan oleh INI, yang berarti tidak dapat dilakukan sesuai dengan 

Pasal 82 dan 83 UUJN. INI tidak rnempunyai kewenangan untuk melakukan 

pengawasan, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran 
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ketentuan Kode Etik Notaris diluar INI. Organisasi Notaris diluar INI 

memiliki Kode Etik Notaris sendiri. Hal tersebut yang menjadi liambatan bagi 

INI untuk mengawasi dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran 

Kode Etik Notaris diluar INI. 

3. Penegakan hukum terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris diluar INI dapat 

dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat dengan menggunakan Undang-

Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), atas saran 

dan pendapat dari INI. Pelanggaran Kode Etik Notaris dapat melanggar juga 

Pasal 17 huruf i UUJN, yang mengatur tentang larangan prilaku Notaris yang 

bertentangan dengan Norma agama, kesusilaan dan kepatutan yang dapat 

mempengaruhi kehormatan dan martabat Jabatan Notaris. UUJN tersebut 

berlaku untuk semua Notaris tanpa melihat Notaris tersebut anggota INI 

maupun bukan anggota INI. 

B. Saran 

1. Notaris dalam menjalankan Jabatannya juga sekaligus menjalankan amanat dan 

Negara, harus menjadi lebih solid dengan mewujudkan berkumpulnya Notaris 

dalam satu wadah organisasi profesi Notaris. Satu wadah Organisasi Profesi 

Notaris memudahkan untuk pengawasan juga pembinaan Kode Etik Notaris. 

Pengawasan bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan ketertiban 

hukum bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya, sedangkan pembinaan 

bertuj uan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas Notaris dalam memberikan 

pelayanan terhadap masyarakat. 
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Sehubungan dengan itu sebaiknya INI secara berkala dan teratur mengadakan 

pertemuan-pertemuan anggota guna mengkaji ulang (refreshing) Kode Etik 

Notaris termasuk yang tersimpul dalam UUJN. 

Hendaknya Anggota HNI dan PERNORI berbesar hati dan bergabung kembali 

dengan INI. 
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PENGURUS PUSAT 

HIMPUNAN NOTARIS INDONESIA (HNI) 

Papa Perigurij:; Pusai: HfliPUNN NOTiRIS INDONESIA (HN1 ) 
ilEatapkan dan rnemui:.uskan 

KODE ETIK NOTARIS 

NoLan is sej.aI(L! Pej abat Urrium yang dlangkat oleh Negara 
unt 	ne.nj alankan tugas dibidang hukurn sebagairnana 
ditatapkan m niurut peraturan dan perundarig-undangan 
yan 	ban la.ku antar a ia.i n Peraturan Jabat.an Notaris 
Sunpati Ja.batsni dan Kode Eti I; Notari S., yang 
profes5on&l darigan rnenj unj ung tinggi keluhuran 
mal i:abat dan khorrnatari 5 abatannya - 

San-aug NotarIs aj lb berpegang teguh pada surripah-
.5 aba La nnya de ngan penuh rasa 1:&nggung 5 a'ab dan 
tdak berplhak sen-ta tanpa tekanan dan-i pihak 
'ia. niapun .5 uga denigan memper LEihankani kebehasan - 
r o if as I di cia lam pe ngabd Ian nys kepada kepe nt I riga n - 

n-aan-a dan rnasy akat.. 
Saorajig Notar- is dalarn rnenj alanikani 5 abatannya '.a5 lb 
hanya nanlpunya]. -.atu kantor di tempat kedudukan 
IiayaIi <er- j anya sesuai derigari Sun-at Keputusani 

Pangargkatannya. 
-1. $sr ca.n•j Nol:arrs dajarri rnelaksanaka.n .j a.batannya. 

!i,n-i 	ri ii iiani a1.'anErn c:an :aniiJ.uhani hij-<ijir, 
kapa iasya d<a-L yang. berkal t&ri dengan tugasnya. 
Sac n.-iaq Notar is La.j lb rn€rnber I ka n 5 asa sacs n-a cuma- 

urn; kepada anggo La masyanaka. L yang kurang mampu 
:..esual dengan Pasal. S Peraturan Jabatan Notaris 
dui . asal 875 KI Lab Undang--Uridarig Hukurii Acrara 

r:Jata. atau menL!rut pendapatnya. 

Pasal 3.. 

Not;ani.a a5ib 
.1., sail nq menj aga dan membela kehorrnatari korpa 

Notan- is 
2. 	A rtara.ses ama Notan- is sail ng berhuhungan imnighar--- 

gal 	menighor- mati 	memper-caya.i. dan selal i. 
rna.rnbr n-i <a. ii ban t;u.a ii a tau pendapat sen-ta kri ti k 
membarigun baik diminta maupun tidak diminita 
1:ermasuk cPJarn hal kepn-:iba.diani secranig Notsris 
I imu dan pengetalhuani dibidang hukL.!m dan perundang--
uridangan • maupuni apabi la ditemukani SUatLI is1 a.kta--
yang LidaI-< memenuhi persyaratan hukurn 
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* 
PENGURUS PUSAT 

HIMPUNAN NOTARIS INDONESIA (HNI) Ztfoo*  

Pasal 4. 

Notar'is dalarn rnen.j a.iankari jabatannya, dl larang 

bCrt1Jga5 d:i ivar wilayah kerjanya 
b, membuka caL)&rIg/per'ak1ian 
C.. ruernasang :iRian dai.arn mass rriedla (ceLak dan 

aiekl:ci ron k) yang. bersl rat: promosi , (kecual I 
yelic.'u% pagcs) 

d nieiakukan )er5&i gan yang tldak sehat terhadap 
sesarna Notaris • balk Larl f/honorarium maupu....... 
memberi Ran keterangan yang rnempersaiahkan atau 
merghi na derigan mnempengaruh:i kilen agar p1 ndah 
Nol:ar- ls --- 

e .. ireriahan berkas Ri ieri 	kecuai i Ri len belurri rrierrienuhl 
(?. t .ij ibaririya iiiiernbayar blaya Ionorar1 urn menurut 
Reset:akaI:an,,--------------------------------------

--------------------- Pasal .5. 

.1 • Pengawasan atas pe_iaksanaari dan putusan C13.1 I Kode-
Ei:lR Notaris I ni dl lakukan oieh Dean Kehormatan - 
Daerah.. 	 ..... ................ 

2 Seorang t!otarls yang teiah dltetapkan daiarn---
putusan o ich Deari Kehormatan Daerah dapat ------- 
mengajukan band I ncj dan fl(( r L Ran put usa n yang .... 
terakhl r kepada Dewan Kehormatan Pusat 

3 .. SegJ a sesuatu yang tldak dl atur dan/at;au bel urn 
cuk;..p di.akt.ji- dalam Kode Et:lR Notars ml akan 
ditai:.a.pR n oJh Periqurus Pusat bersama d.c ngan 
Deiani Kehormatan PL.!sat, yang merupakan Larnl::.irari 
darl Kode Etik Notarjs ml, -------- ....... 

Pasal 6 

Peiarigg&rarrpai anggarai yang dl ],akukan c'ieh Noianls 
.te.r hadap Kode E LI k NotarIs :1 nI dan kete ntuari dalarri 
Peraturani .Jab1:ar1 Notar is seri:a surnpah 5 abatan 
Notaris oike.nakan sanksi•sariksi oieh Rapat Pengurus--
Pusat dengari merninta, dan rnernperhati;kan masukan dan 
Rapat De'A'arl Kehormatan Notar5:s., 

Pasal 7 

i .. Sanksi-:sank.si yang dlrnaksud Pasal 6 diatas, 
.......... 

a.. 	peringat.&n dan/atau tegurani, --- -- 	--.-.---- .... 
h. pemberhentian seinentara ----------------------
61 mengusuikan kepada Menteni Kehak:irnari Repubi I k 

. 	Indonesia • untuk mencabut Surat Keputusai'i ............ 
PenlgangRatEr1 darl Notarls yang hersanigRutin 

Penegakan Hukum..., Siti Setia Annisa, FH UI, 2008 



* 
PENGURUS PUSAT 

HIMPUNAN NOTARIS INDONESIA (HNI) 

Pencahutan atas perrberhentian semeritara  seba.gai 
keanggotaan Notaris dllakUkafl oleh Rapat Perigurus-
Pusat. --- --------' --------- 
Segaia sanksi-sarksi yang d:ikenakani oleh Notarjs 
yang bersangkutan diberikan hak untuk nieinbela din 
dhadapan rapat PengurUs Pusat dalam waktu yang 
d.itetapkan oleh Pengi.irUS PUsat 
Seg .la sesuatu rrierigerlai ayat 1 dan 2 pasal ml 
Pengur- us Pusat 	i' membenitahukan kepada Menteni 
K&'iakirriani P.epubi. I <. :r. rdc'resia dengan  terrihu;ai-
Mahkaniah Agung Repub] I k I ndonesia Penigadi i,n 
TInggi setempat, Pen,g.-3dilan Negenl setempat, 
Pengurus Daerah dan PengurUs Cabang, 

... ................p;sa1. 8.. 

Pengur J: Pusat dapat rnengadakafl segala  peruhahan 
Kode Etik Not:anis ird aesUai denugan pasa]. .5 ayat 3 --
diatas sebelurn diadakaru Kongres.. 

-- pasa19- 

1.. Semua anggota Himpurian Notanis I ndonesia (HNI) 
waj lb rnengetahu i d a n merriatuhi K o d e EtI k Notanis --
1 ru 

2. 	Kode Etik N o t. anis iri rr,ulai berlaku Pada t;anggai - 
03 	Juni 1996 ..-.--•--- ---*-----.*-.------- .........- ------ 

Dltetapkafl di 	Jakarta. 
Pada tanggal. 	03 Juni 1998. 

PENOURUS PUSAT 
HIMPUNAi4 NOTARi. 	SIA (HNI) 

Kei:ua Limum 	 * 	' 	Sekretar is Lirnurn 

lj 

H. ANTON 	 TEDDY ANWAR • SH .. SpN 
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No.6 	 1999 

HIMP.UNAN 

Tambahan Bcrita-Ncgara R.I. Tanggal 26/10 	1999 No. 86. 

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT 

(ANGGARAN DASAR HIMPUNAN 

NOTARIS INDONESIA [UN! 1) 
Nomor; 48. 

Pada hari mi, Jum'at, Langgal sebelas Dcscmber scnibu sembilan ratus 
sembilan puluh delapan (1 1.121998). 

Menghadap kepada saya, Tcddy Anwar, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, 
Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan 
akan disebutkan pada bahagian akhir akta mi: 
- tuan Raden Mas Soediarto Soenarto, Sarjana t-Iukurn, Spesialis Notariat, 

Notaris di Jakarta; berkantor Jakarta Pusat, Pusat Perkantoran Roxy Mas, 
Blok B, Nomor 18; 

menurut keterangannya dalam hal mi bertindak atas kckuatan kuasa yang 
diberikan padanya sebagaimana tcrnyata dalam Notulen Rapat yang akan 
discbut di bawah mi. 
Penghadap saya, Notaris kenal. 

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas mencrangkan terlehih 
dahulu 

- hahwa pada tanggal tiga Juni scrihu sembilan ratus sembilan pulub dclapan 
(03-06-1998), jam 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia bagian Barat) 
hertempat di Jakarta Pusat, Jalan Bendungan Hilir Raya, Nornor 80, dengan 
acara rapat mendirikan Himpunan Notaris Indonesia, sebagaimana ternyata 
dalam Notulen Rapat Para Pcndiri Himpunan Notaris Indonesia (UN!) 
berikut Lampirannya, tanggal 03 Juni 1998, dibuat di bawah tangan bermeterai 
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6 	 HIMPUNAN 

cukup dan dilekatkan pada minuta akia mi, tclah didirikan suatu organisasi 

kemasyarakatan kesamaan profesi dengan nama H i m p u n a n N o t a - 
r i s I n d o n e s i a. disingkat RN! berkcdudukan di Jakarta; 

- bahwa oleh rapat tersebut te!ah diberi kuasa kepada penghadap untuk 
menetapkan dan menyatakan keputusan-keputusan rapatdengan aktaotentik/ 
notariel. 

Selanjutnya perighadap dalam tindakannya tersebut di atas mcnerangkan 
bahwa rapattclah mengambil keputusandengan suara bulat sebagai herikut: 

ANGOARAN DASAR 

Himpunan Notaris Indonesia (HNI) 

Nama 

Pasal I 

Organisasiinidinamakan: Himpunan Notaris Indonesia 
disingkat H.N.I. dan didirikan untuk pertaina kalinya pada tanggal 3 (tiga) 
Juni 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), untuk selanjutnya 
dalam anggaran dasar mi disebut : "Himpunan." 

Asas, maksud dan tujuan 

Pasal 2 

Himpunan mi berasaskan Pancasila. 

Maksud dan tujuan dan Himpunan mi adalah menghimpun insan-insan yang 

bergerak dalam profesi kenotariatan dan pendidikan notariat dan membantu 
Pemerintah dalam bidang hukum. 

K e a n g g () t a a n 

Pasal 3 

Kcanggotaan Himpunan initerdiri dan 
1. Anggota Biasa yaitu: 

Para Notaris. 

Pata mantan Notaris. 

Para kandidat Notaris/Spesialis Notaniat. 
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2. Anggota Luar Biasa yang terdiri dari orang-orang yang tidak termasuk dan 
disebutkan di alas tetapi dianggap penlu untuk menjadi anggota karena 
jasanya atau pengabdiannya pada Himpunan. 
Para anggota Himpunan hcrhenti karena: 
Meninggal dunia; 
Atas permintaan scndini; 
Melakukan pclanggaran peraturan perundang-undangan yang mcnyehabkan 
dihukum pcnjara lebib dan 3 (tiga) tahun. 

Tata çara pemecatan anggota 

asat:V 

I. Seorang anggota dapat diberhentikan sementara dari keanggotaannya. 
oleh Pengurus Pusat karena melakukan salah satu peianggaran di bawah ml: 

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dalarn Anggaran 
Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan keputusan-keputusan yang 
sah dari Pengurus Himpunan. 
melakukan perbuatan yang mencemarkan, merugikan atau mcrendahkan 
nama balk Himpunan. 
mcnyalah gunakan nama Himpunan untuk kepcntingan pnibadi. 

Keputusan untuk pemberhentian sementara di luar pelanggaran Kode Etik, 
tidak akan dikeluarkan oleh Pengurus Pusat, sebelurn terlebih dahulu mendengar 
keterangan-keterangan dan anggota yang bersangkutan dan memberikan kepadanya 
kesempatan untuk membetadiri pada Dewan Kehormatan Daerah dan mengajukan 
banding pada Dewan Kehormatan Pusat. 

Pemberhentian sementara itu oleh Pengurus diajukan pada Kongres yang 
benikut untuk diputuskan oleh Kongres. 

Apabila Kongres membatalkan keputusan itu, maka Pengurus Pusat harus 
merehabilitir anggota tersebut dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu sctelah 
berakhirnya kongres. 

Apabila pemberhentian sementara itu dikuatkan oleh Kongrcs maka 
keanggotaan tersebut herakhir untuk setcrusnya. 

Pengurus Pusat wajib melaporkan adanya pemberhentian/pemecatan tersebut 
kepada instansi yang berwenang yang ada hubungannya dengan jabatan Notaris, 
termasuk tetapi tidak terbatas pada Pengadilan Negeri tempat Notaris tersebut 
menjalankanjabatannya, Pengadilan Tinggi tempat Notaris tersebut menjalankan 
jabatannya, Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman. 
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HIMPUNAN 	 HIMPUNAt'J. 	 6 

Hak - hak anggota 

PasalS 

I Anggota Biasa berhak untuk mengikuti scmua kegiatan Himpunan, 
mc ngel uarkan pendapat dalam Kongres, Musyawarah Daerah dan Rapat Anggota 
serta mempunyai hak untuk nicmilih dan dipilih sebagai anggota Pengurus dan 
Dcwan Kehormatan. 

Hanya saja. para Kctua dan Wakil Ketua Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan 
Pengurus Cahang, haruslah dipilih diantara para anggota yang menjahat notaris. 

1)cngan kata lain, para Ketua dan Wakil Ketua Pengurus Pusat, Pengurus 
Daerah dan Pengurus Cabang, tidak botch dijahat oleh para mantan (Werda) 
notaris dan para kandidat notaris. 

Anggota Luar Biasa, niempunyai hak yang sama dengan Anggota Biasa, 
Lermasuk didatarnnya untuk dipilih sebagai Anggota Dewan Kehormatan, kecual i 
untuk mcmilih dan dipili sebagai anggota Pengurus Himpunan. 

Sctiap anggota berhak untuk mendapatkan perlindunagn dari Himpunan, 
scjauh hal itu dapat dan patut diberikan berdasarkan kctentuan dalam Anggaran 
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

Kewajiban anggota 

PasaI6 

1.Anggota Biasa berkewajiban menjunjung tinggi dan mentaati segala 
ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik. 
Notaris, Keputusan Kongres dan ketentuan-ketentuan Himpunan. 

Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan berkewaj iban menjaga dan 
mcmpertahankan narna baik Himpunan. 

Setiap anggota kecuali Anggota Kchorinatan dan Anggota Luar Biasa 
bcrkcwajihan untuk mcmhayar uang iuran hulanan yang ditctapkan olch Himpunan. 

Susunan dan alat perlcngkapan 
himpunan pengurus pusat 

Pasal 7 

1. Pengurus Pusat terdiri dari seorang Ketua llmum, paling banyak 5 (lima) 
orang Ketua, seorang Sekretaris Unium, paling hanyak 5(1 ima) orang Sekretanis, 

Dibuat dengan tanpa tambahan, coretan maupun gantian. 

Minuta akta mi bermctcrai cukup dan telah ditanda tangani dengan sempurna. 

Diherikan sebagai türunan. 

Notaris di Jakarta, 

TEDDY ANWAR, SH. SpN 

Padahani mi Senin tanggal 4-10-1999 akta/anggaran dasar mi ieiah did:i!takan 
dalam Buku Daftar untuk itu di Kepanitcraan Pengadilan Negeri Jakarta Pw;at 
di bawah notnor: 108/1999. 

Panitera Pcngadiian Negeri Jakarta Pusat 

U. DJ. SIDABALOK, SH. 

NIP. 040014713. 

Biaya-biaya: 

Mencatat Rp. 1.000,—

Tulisan ,, 2.000,— 

Jumlah Rp. 3.000,— 

(Dilarang mengutip dan memperbanyak) 

PERUM PERCETAKAN NEGARA RI. 
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Selanjutnya, bahwa:. 
scorang Bcndahara Umum. paling banyak 3 (tiga) orang Bcndahara. scorang 

A. Para Pendiri Himpunan Notaris Indonesia: Pembantu Umum dan paling banyak 5 (Jima) orang Ketua Bidang. 
1. Doktor Haji Muhammad Ridhwan Indra Romeo Ahadian, Sarjana Hukuni, 2. Para Anggota Pengurus Pusatdipilih olch Kongres untuk masajahatan 2 

Spesialis Notariat, Notaris di Bekasi 
(dua)tahun, dcngan kctcntuan hahwa apahila Kongres tidak dapat diadakan pada 

2. Haji Anton Abdurahman Putra, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Notaris waktunya.makamasajahatan2(dua)tahunterschu(diaflggapdcflgaflccn(Jjrjnya 
di Jakarta; 

3. 
diperpanjang sampai dengan waktu Kongres diadakan. 

Teddy Anwar, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Notaris di Jakarta; 	 ' 3. Para Anggota Pengurus Pusat yang masajahatannya (dali l)crakliir idak 
4. Radcn Mas Socdiarto Soenarto, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat. Notaris dapat dipilili kcmhali, Lcrkecuali jika dcngan tidak dapat dipilihnya kenihali 

. di Malang, 
anggota Pengurus Pusat tcrsehut,jahatan pada Pengurus Pusat mcnjadi lowong. 

Mohammad Said Tadjoeddin, Werda Notaris di Jakarta, 
Muhamad lihani Pohan, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, 

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus Pusat adalah anggota 

7. Safaruddin, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, 
biasa; khusus hagai mcrcka yang akan diangkat sebagai para kctua dan wakit 
kctua Himpunan adalah mereka yang tctah mcnjahat sebagai Notaris sekurang- 

B. Dewan Kehormatan Pusat: kurangnya 4 (empat) tahun scrta sciama memangkujahatan Pcngurus Pusat masa 
Doktor Haji Muhammad Ridhwan Indra Romeo Ahadian, Sarjana Hukum, jabatannya sebagai Notaris belum akan berakhir, dan tidak menjahat schagai 

Spesialis Notariat. Pengurus Daer'ih atau Pcngurus Cahang sertasedapat rnungkin bcrkcdudukan di 
C. Pengurus Pusat: tempat kedudukan Himpunan. 

1. Ketua Umum 	: 	Haji Anton Abdurahman Putra, Sarjana Hukum, 5. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Pengurus Pusat: 
Spesialis Notariat, a. Memimpin dan bcrtanggungjawah secara keseluruhan mengcnai organisasi 

2. Ketua 	 : 	Raden Mas Soediarto Soenarto, Sarjana Hukum, ke luar dan ke dalam: 
Spesialis Notariat, b. Mcnentukan petaksanaan kcbijaksanaan untuk mcncapai tujuan Himpunan 

Sekretaris Umum 	: 	Teddy Anwar, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, serta memutuskan soal-soal yang prinsipil, sepanjang tidak bertcntangan dengan 
Bendahara 	 : 	Mohamad Said Tadjoedin. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan Kongres; 
Anggota 	 : 1. 	Muhamad liham Pohan, Sarjana Hukum, c. Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan tugas, usaha kegiatan dan 

Spesialis Notariat kewajiban yang telah diputuskan otch Kongres; 

2. 	Safaruddin, Sarjana Hukum, Spesialis d. Membina kcrjasama antara Himpunan dan Pemerintah baik ditingkat Pusat 
Notariat dan Daerah maupun Lembaga-Lembaga lainnya serta organisast-organisasi 

profesi baik dari dalam dan luar ncgcri, khususnyadibidang Hukum dan 
Demikian 	akta 	mi Notariat;  

e. Mcmpertanggung jawabkan kepcngurusannya kepada Kongres. 
Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal 6.a. Untuk menycicnggarakan kcgiatannya Pengurus Pusat mcngadakan 

seperti tersebut pada bahagian akhirakta mi, dengan dihadiri oleh tuan Syaifuddin 	 . rapat-rapat serupa: 
Zuhri, Sarjana Hukum dan tuan Insinyur Umar Said, kedua-duanya pegawai - 	rapat Pleno Terbatas, 
kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi. - 	rapat Plcno Dipenluas; 

Setelah saya, Notaris, membacakan akta mi kepada penghadap dan para saksi, 
h. Undangan untuk menghadiri rapat-rapat tersebut harus telah disampaikan 

maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris menanda tangani akta mi. 
oleh Sekretaris Umum atau Sekretaris Pengurus Pusat secara tent ulis kepada 
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6 	 HIMPUNAN 

setiap peserla rapat sedikitnya 4 (empat) hari kcrja uniuk Rapat Pleno Terhatas 

dan 7 (tujuh) han kerja untuk Rapat Pleno Diperluas schelum Rapat diadakan, 
dengan menychuikan tempat, waktu dan acara rapat. 

c. Rapat-rapat tersebut akan dipimpin olch Kctua Urnum atau salah seorang 
Kctua Pengurus Pusat yang ditunjuk olch Kctua Umum dan olch rapat yang ber-
sangkutan. 

Rapat Pleno terhatas diadakan sedikitnya sekali dalam 3 (tiga) hulan dan 
dapat juga diadakan sewaktu-waktu, apabila dianggap perlu oleh Ketua Umurn 
atau alas perinintaan tertulis dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota 
Pengurus Pusat yang disampaikan kepada Kctua Umurn dan dianggap sah 
apabila dihadini atau diwakili oleh sedikitnya lehih dan 1/2 (setengah)jurnlah 
anggota Pengurus Pusat ditambah saw dan dapat mengambil kcputusan yang sab 
apabila usul yang hcrsangkutan disctujui sccara musyawarah. 

Apabila cara musyawatah tersebut tidak membawa hasil inaka keputusan 

diambil dengan pemungutan suara, yaitu dengan suara terbanyak biasa dan 

niasing-masing anggota Pengurus berhak untuk rnengeluarkan I (satu) suara 

untuk diri sendini disamping suara yang dikeluarkan scbagai kuasa. 

9.a. Rapat Pleno diperluas, diadakan sckurang-kurangnya sekali dalain 18 
(delapan belas) hulan dan dapat juga diadakan sewaktu-waktu bib dianggap 

perlu oleh Pengurus Pusat atau alas permintaan dari dan Pengurus Daerah yang 
didukung olch 1/2 (setengah) dari jumlah Pengurus Daerah dan dihadiri oleh 
para anggota Pengurus Pusat. 

h. Rapat Pleno Diperluas diadakan untuk: 

Menilai keputusan-keputusan Kongres yang lalu sejauh mana yang sudah 
dilaksanakan dan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan. 

Mempersiapkan segala sesuatu yang dipandang perlu di dalam menyongsong 
Kongres yang akan datang. 

3).Mengambil keputusan atas hal-hal yang penting yang disyaratkan dalam 
Anggaran Dasar atau Anggaran Rurnah Tangga Himpunan. 

c. Rapat Pleno Diperluas dapat mcngarnhil kcputusan yang sah apabila di 
dalarn Rapat tersebut hadir atau diwakili dengan surat oleh sedikitnya setcngah 
jurnlah anggota Pengurus Pusat ditarnbah satu dan sctengah jumlah Pengurus 
Daerah dan Pengurus Cabang yang ada ditamhah satu dan keputusan-keputusan 
dapat diambil secara sah dalam rapat tcrscbut apabila disetujui secara rnusyawarah, 
apabila cara rnusyawarah tidak nicrnhawa hasil, maka dilakukan pelnungutan 

HIMPUNAN 

BAB VIII 

Pem b u b a r a n 

Pasal 19 

Apabila Himpunan dibubarkan, maka ketentuan-ketentuan dalam Anggaran 
Dasar Himpunan dan Anggaran Rumah Tangga mi atau mungkin dengan 
perubahan-perubahannya tetap berlaku hingga selesainya dilakukan likwidasi 
dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya oleh Rapat Pleno 
Diperluas kepada (para) Likwidatur. 

BAB IX 

Perubahan Anggaran Rumah Tangga 

Pasal 20 

Yang dimaksud dengan rapat gabungan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 
19 ayat 3 Anggaran Dasar untuk merubah Anggaran Rumah Tangga, adalah 
Rapat Pleno Diperluas. 

BABX 

Peraturan Penutup 

Pasal 21 

Hal-hal yang beluin atau masih kurang jelas diatur dalam Anggaran Dasar 

Rumah Tangga mi akan diputuskan oleh Rapat Pleno Diperluas dalam Peraturan-
peraturan atau ketentuan-ketentuan tersendiri asal tidak bertentangan Anggaran 

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku di negara Republik Indonesia. 

BABXI 

Lain - lain 

Kongres perama dari Himpunan rencananya akan diadakan selarnbat-
Iambatnya hulan Desember 2000 (dun ribu). 

Sebelum Kongres pertama dilangsungkan, Pengurus Pusat dibantu oleh 
Dewan Kehormatan Pusat berhak dan dapat mengubah anggaran dasar mi di 
mana perlu. 
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b. usul kepada Kongres untuk memecat anggota yang bcrsangkutan sebagai 

anggota H.N.I.; 
c. pemberhentian seorang anggotaH.N.L sebagai Notaris oleh Menteri Kehakiman. 

40. Hal-hal lain mengenai Dewan Kehormatan yang tidak atau tidak cukup 
diatur dalam Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga mi, diatur dan diputuskan 
bcrsarna olch Dewan Kehormatan Pusat dan Pengurus Pusat. 

BAB V 

K e k a y a a n 

Pasal 16 

Besarnya uang pangkal dan uang iuran bulanan untuk setiap anggota di 
suatu Daerah ditetapkan berdasarkan keputusan Musyawarah Daerah. 

Pengurus Cabang diwajibkan untuk menyerahkan kepada Pengurus Pusat 
dan Pengurus Daerah masing-masing sebanyak 20 % (dua puluh persen) dan 
jumlah uang pangkal dan uang iuran bulanan yang diterimanya. 

Demikian pula sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dan pendapatan-

pcndapatan dari usaha-usaha yang sah. 

BAB VI 

Lambang Perkumpulan 

Pasal 17 

Himpunan mempunyai Lambang, yang merupakan suatu rangkaian sehingga 
menjadi suatu kesatuan dari unsur-unsur dan atribut kenotariatan maupun yang 
berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan itu, yang akan disahkan 
pada kongres yang pertama dari organisasi mi. 

BAB VII 

Perubahan Anggaran Dasar 

Pasal 18 

Rancangan perubahan Anggaran Dasar diajukan oleh Rapat Pleno Dipenluas 
atas usul Pengurus Pusat dan disampaikan kepada semua Cabang Himpunan satu 
bulan sebelum diadakan Kongres yang dimaksud di atas.  

suara, yaitu hcrdasarkan suara terhanyak hiasa dari suara yang dikcluarkan dengan 
sah dalam Rapat tersehut. 

d. Dalarn Rapat Plcno Diperluas niasing-masing anggota Pcngurus Pusat, 
deniikian pula masing-masing Pengurus Daerah maupun Pengurus Cahang bcrhak 
uniuk mengcluarkan I (satu) suara disamping berhak untuk mengeluarkan I (satu) 
suara untuk dirinya scndini disamping suara yang dikcluarkan sebagai kuasa. 

Ketua urnurn/kctua 

Pasal 8 

I. Ketua Umum meinimpin Pengurus dalam rapat-rapat Pengurus. 

Apahila Ketua Umum berhalangan untuk mclaksanakan tugasnya sehari-
han, dapat diwakili olch salah scorang Ketua atau Wakil Kctua. 

Jikalau oleh sesuatu sebab Ketua Umum sama sekali tidak dapat meneruskan 
jahatannya sampai akhir masa kepengurusannya, maka dcngan sendininya salah 
seorang Ketua atau Wakil Ketua menjadi Pejabat Ketua Urnurn. 

Jika lamanya sisa masa kepengurusan yang lowong sebagai akihat yang 
disebutkan dalam ayat 3 di atas mi berlangsung 1,5 (satu setengah) tahun lebih, 
maka Ketua yang menjadi Pejabat Ketua Umum itu dapat discbut sebagai Ketua 
Umum (tetap) dan masa jabatan yang dipangkunya sampai akhir masa 
kepengurusan yang sedang herjalan itu dianggap sebagai saw masa jabatan 
kepengurusan, sedangkan kalau kurang dari 1,5 (satu setet h) tahun, tidak 
dianggap sebagai satu masajahatan kepengurusan dan pejabatyg hcrsangkutan 
disebut sebagai Pejabat Ketua Umum. 	 4. 

Pembagian tugas diantara anggota pengurus secara gat'ihesarnyaadalah 
sebagai benikut: 
a. Ketua Umum: 

I). Mengetuai Pengurus. 
Mcmimpin dan bcrsarna-sama dengan anggota Pengurus Iainnya 
bertanggungjawab sccara kesciuruhan mcngcnai organisasi ke luar dan 
ke dalam. 
Bersama-samadengan anggota Pcngurus lainnya rnencntukan pelaksanaan 
kebijaksanaan dan garis-garis hesar organisasi serta mcnentukan soal-
soal pninsipil sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/ 
Anggaran RumahTanggaserta Keputusan KongresfMusyawarah Dacrah/ 
Anggaran Rumah Tangga. 
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6 	 HIMPUNAN 

Mclaksanakan dan mengawasi pclaksanaan tugas, usaha, kegiatan dan 
kewajihan yang dipuluskan oleh Kongres/Musyawarah Dacrah/Rapat 
Anggota. 

Mcmhina kcrjasama antara Himpunan dan Pcrncrintah, baik ditingkat 
Pusat. Daerah maupun lemhaga-Iemhaga lainnya. 

Bcrsama-sama dengan anggota Pengurus lainnya hertanggung jawab 
terhadap aktivitas organisasi, pclaksanaan program kerja dan kcuangan. 

b. Para Ketua 

1. Bertugas niembantu Ketua umuni dan mcngkoordinir bidang-hidang 
yang diserahkan kepadanya. 

2). Membina pcngcmbanan dan pcningkatan usaha pclaksanaan program 
kerja maupun hal-hal yang herkcnaan dengan kegiatan hidang-hidang 
yang dipimpinnya. 

Sekretaris Umum dan para Sekretaris 

I). Sekrctaris Umum dan Sckretaris bersania-sama hertuga niengelola segala 
urusan administrasi Himpunan. 

Pembagian tugas antara Sckrcaris Unium dan Para Sekretaris diatur dan 
ditetapkan antara mereka bersama. 

Sekrctaris Umum/Sekretaris juga hertindak sebagai Sckretaris rapat-
rapat yang diadakan oleh Pengurus. 

Pengurus daerah 

Pasal 9 

I. Dalam sctiap Daerah Tingkat I, dimana terdapat lebih dari satu Cahang, 
dibentuk Pengurus Daerah. 

2. Selama daiam suatu Daerah Tingkat I terdapat hanya satu Cabang, saw dan 
lain dengan mcngindahkan ketentuan dalam pasal 9 ayat 3 di atas, maka Cabang 
tersebut berada dibawah kepengurusan Daerah yang terdekat dengan yang 
dipilih olch Cahang yang bcrsangkutan, dengan persctujuan Pengurus Pusat. 

3. Apahila dalain Dacrab Tingkat I yang dimaksud dalarn ayat 2 diatas tclah 
terdapat khih dari saw Cabang, maka Cabang yang scmula berada dihawah 
kepengurusan Pengurus Daerah dan Daerah Tingkat I yang disetujui okh 
Pengurus Pusat tersebut, dengan sendininya kembali dan berada di hawah 
Pengurus Daerah dari Daerah Tingkat I dimana Cabang itu berada. 

4. Pengurus Dacrah berkedudukan di Ihukota Dacrah Tingkat I.  

HIMPUNAN 

rekan angtota, anggota luar biasa atau anggota kehormatan; 

sesuatu kasus, baik sebagian maupun seluruhnya baik kasus itu sudah atau 
helum diputuskan oleh Dewan Kehormatan, terkecuali :' 

Notaris anggota H.N.I. tersebut melakukan tindak Pidana, seperti menibuat 
akia dalam jumlah yang berlebihan, menurut akal sehat dan kewajaran 
yang hertentangan dengan Pasal 28 Peraturan Jabatan Notaris: 

Jika kcwajiban untuk mcrahasiakan perbuatan rekan notaris tersebut 
bertentangari dengan Peraturan Perundangan yang lebib tinggi seperti 
antara lain seorang anggota H.N.I. melakukan penggelapan pajak, 
melakukan kolusi dan korupsi. 

36. Yang berwenang untuk mengeluarkan hahan berita kepada media cetak 
dan atau media elektronika ialah hanya Ketua umum H.N.I. atau seorang Ketua 
yang ditunjuk oleh Ketua Umum dan atau anggota yang menguasai benar-benar 
kasus yang bersangkutan, terkecuali apa yang diatur dalam Pasal 15.35 di atas. 

37. Selain Ketua Umum H.N.I. tidak seorangpun anggota H.N.I. termasuk 
anggota luar biasa dan anggota kehormatan diperbolehi(afl membuat press release, 
wawancara atau tatap muka dengan wartawan atau instansi manapun untuk 
membicarakan atau memberi keterangan mengenai sesuatu kasus yang menyangkut 
anggota, terkecuali sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 15.35 di atas. 

38. Demi berbagai pengalaman dan pengajaran antaranggota, makapemuatan 
suatu kasus dalam Media Notariat hanya diperbolehkan dengan ketentuan-
ketentuan sebagai berikut: 

Dewan Kehormatan Pusat maupun setiap Dewan Kehormatan Daerah, boleh 
memuat suatu kasus dalam Media Notariat; 

yang memuat hanyalah kasusnya saja, itupun hanya yang sudah ada keputusan 
baik tingkat pertama/terakhjr maupun tingkat banding; 

apa yang dimuat dalam Media Notariat tersebut hendaknya menganduiig 
Saran atau pelajaran yang positip bagi rekan-rekan anggota yang niembacanya, 
terkecuali sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15.35 di atas. 

39. Mcnyimpang dari apa yang ditentukan dalam ayat-ayat terdahulu dan 
pasal mi, maka Pengurus Pusat herhak dan wajib memuat dalam Media Notariat 
Sctiap 

a. pemberhentian sementara sebagai anggota H.N.I. maupun pengakhiran 
pemberhentian sementara tersebut; 
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28. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat, disarnpaikan kepada Pengurus 
Pusat, Pengurus Daerah, Dewan Kehormatan Daerah dan kepada anggota yang 
bersangkutan. 

29. Apabla suatu peristiwa menyangkut seorang Notaris tetapi mel iputi 2 
(dua) daerah Dewan Kehormatan Daerah atau menyangkut 2 (dua) orang Notaris 
atau lebih yang masing-masing berkedudukan di 2 (dua) tempat kedudukan atau 
lebih, maka penanganan dan penyelesaian masalah tersebut dilakukan oleh 
Dewan Kehormatan Pusat, bersama-sama dengan Dewan Kehormatan Daerah, 
Dewan Kehormatan Daerah dan (para) Notaris yang bersangkutan. 

30. Dalam hal demikian, keputusan mengenai peristiwa itu diambil oleh dan 
merupakan keputusan Dewan Kehormatan Pusat. 

31. Terhadap Keputusan Dewan Kehormatan Pusat, mengenai peristiwa 
sebagaimana dimaksud dalam ayat 30 tidak dapat diajukan banding. 

32. Dari tiap-tiap kasus dibuat suatu berkas yang berisi: 

ikhtisar singkat mengenai kasus yang bersangkutan, nama-nama mereka 
yang terkait dengan kasus disebut secara lengkap; 

segala macam dokumen yang diperoleh dan manapun yang mengenai suatu 
kasus tertentu; 

tembusan surat-surat ke luar dan surat-surat masuk; 

risalah pertemuan dengan anggota atau pelapor; 

catatan-catatan mengenai pertemuan-pertemuan dengan pihak manapun; 

semua risalah-risalah rapat dipetik bagian yang khusus mengenai masalah 
tertentu. 

33. Semua dokumen termasud dalam ayat 32 besifat rahasia dalam arti 
bahwa dokumen-dokumen itu tidak boleh dibaca oleh atau jatuh ditangan pihak-
pihak yang tidak berkepentingan. 

34. Penata-usahaan segala sesuatu yang mengenai Dewan Kehormatan 
diselenggarakan dengan tertib dan rapih oleh Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat 
atau Sekretaris Dewan Kehormatan Daerah dan berkas-berkas, dokumen-dokumen 
itu adalab milik H.N.I. dan karenanya hams ditimbang-terimakan kepada penerus 
pemegang jabatan dalam Dewan Kehormatan yang habis masa jabatannya. 

35. Tidak seorangpun anggota H.N.I. termasuk anggota luar biasa dan 
anggota kehormatan diperbolehkan memberikan bahan pemberitaan kepada 
aparat media cetak dan atau media elektronika manapun, mengenai hal-ihwal: 

5. Pengurus Dacrah terdiri dari seorang Ketua dan sebanyak-hanyaknya 3 
(tiga) orang Wakil Kctua dan sehanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Sckrctaris, 
sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Bendahara. 

6. Para anggota Pengurus Dacrah dipilih oleh Musyawarah Dacrah yang 
diadakan segera sctelah Kongres untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, dengan 
ketentuan apabila Musyawarah Daerah tidak dapat diadkan pada waktunya, 
maka masajabatan Pengurus Daerah tersebut dengan sendirinya diperpanjang 
sampai dengan diadakannya Musyawarah Dacrah yang dimaksud. 

7. Para Anggota Pengurus Daerah sctelah masajabatannya tersebut herakhir 
dapat dipilih kembali dan khusus jabatan Ketua, seorang calon hanya dapat 
dipilih untuk I (satu) kali masa jabatan. 

8. Yang dapat menjadi anggota Pengurus Daerah adalah anggota Biasa yang 
tclah berpraktck scdikitnya 3 (tiga) tahun dan berumur setinggi-tingginya 62 
(enam pulub dua) tahun serta sedapat-dapatnya bertempat tinggal di Ihukota 
Daerah Tingkat I. 

9. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban Pengurus Dacrah: 
Mengadakan rapat-rapat Pengurus Daerah, Rapat Gabungan Pengurus Dacrah 
dan Pengurus Cabang; dalam rangka pelaksanaan tugas kepengurusannya; 
Menyampaikan laporan hasil Kcrja Pengurus Daerah secara berkala sedikitnya 
sekali setahun, atau manakala diminta, baik kepada atau oleh Pengurus Pusat 
dan/atau kepada Pcngurus Cabang atau anggota Himpunan dalam Rapat 
Gabungan Pengurus Dacrah dan Pengurus Cabang, atau dalam Musyawarah 
Daerah. 

10. Untuk menyelenggarakan kegiatannyaPengurus Daerah sedikitnya 3 (tiga) 
bulan, (atau setiap kali dipandang perlu oleh Ketua atau biladiminta olch sedikitnya 
dua anggota Pengurus Daerah) dan Rapat Gabungan Pengurus Daerah dengan 
cabang-cabang dalam daerah kepengurusannya sedikit-dikitnya sekali dalarn I 
(satu) tahun, atau sewaktu-waktu apahila dianggap perlu olch Kctua atau olch 
setengahdarijumlahcabasig-cahang yangadadalam wilayahdaerah kcpcngurusannya. 

I l.a. Baik Rapat Pengurus Dacrah maupun Rapat Gabungan Pengurus 
Daerah dan Pengurus Cabang dipimpin olch Ketua Pengurus Dacrah atau oleh 
salah satu Wakil Kctua Pengurus Dacrah yang ditunjuk Ketua. 

b. Undangan untuk menghadiri rapat-rapat tersebut disampaikan olch 
Sekretaris Pengurus Daerah dengan surat kepada para undangan dari rapat-rapat 
tersebut dan sedikitnya 5 (lima) hari kerja dengan memberitahukan tempat, 
waktu dan acara dari rapat. 
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Rapat-rapat tersebut dia ggap sah apahIa dihadiri olch scdikitnya Jcbih 
dari sctcngah dari undangan bagi masing-masing Rapat. 

Keputusan dari rapat-rapat icrscbut diambil dengan cara musyawarah, 
apahi Ia cara tersehut tidak menghasilkan kcputusan, diadakan pemunizutan suara 
yaitu hcrdasarkan suara tcrbanyak hiasa. 

c. Didalam Rapat Pengurus Dacrah, Inasing-masing anggota Pengurus Daerah 
berhak nicngeluarkan satu suara untuk dirinya sendiri. disaniping suara yang 
dikeluarkan sehaeai kuas. 

F. Didalam RapatGabungan Pengurus Daerah dan Pcngurus Cahang. masing-
masing anggota Pengurus Daerah demikian pula sctiap Pengurus Cahang herhak 
'nengeluarkan satu suara untuk dirinya sendiri disamping suara yang dikehiarkan 
sehagai kuasa. 

12. Apahi Ia karena scsuatu sehab jahatan Pengurus Daerah lowong, inaka 
scIanbat-lainhatnya 30 (tiga pukih) han rapat gahungan harus niengisi Inwongan 
tcrsehut. menjadi Pejahat Ketua Pengurus Daerah. 

Pengurus cabang 

Pasal Jo 

I. Pada setiap Daerah Tingkat Tingkat II dimana berkedudukan sekurang-
kurangnya 5 (lima) Notaris dan/atau Wakil Notaris, Wakil Notaris Sementara 
dapat dibentuk Pengurus Cabang. 

Para Notaris dan/atau Wakil Notaris, Wakil Notaris Sementara yang 
berkedudukan dalam suatu Daerah Tingkat 11, yang jumlahnya kurang dan 5 
(Jima) orang dengan persetujuan Pengurus Daerah (atau Pengurus Pusat bilamana 
Daerah Tingkat I yang bersangkutan tidak terdapat Pengurus Daerah) dapat 
incnggahungkan diri pada Pengurus Cabang Daerah Tingkat II yang berdekatan, 
semcntara menunggu sanlpai tercapaijumlah Notaris yang dipersyaratkan untuk 
dapat membentuk suatu Pengurus Cabang. 

Dengantidak mengurangi apa yang ditentukan dalam ayat2diatas. Pengurus 
Pusat atau Pengurus Daerah (khusus dalam hal yang menyangkut Daerah Tingkat 
I yang memiliki kurang dan 5 (Jima) orang Notaris dan/atau Wakil Notaris, Wakil 
Notaris Sementara, apabila menurut pertimbangannya hal itu dianggap penlu), 
berhak untwk menetapkan pembentukan Pengurus Cabang pada suatu Daerah 
Tingkat II atau dalam Daerah Tingkat I yang jumlah Notaris dan/atau Wakil 
Notaris, Wakil Notaris Sementaranya kurang dan 5 (Jima) orang. 

HIMPUNAN 

keputusan bcrupa peinberhcntian scmentara scbagai anggota H.N.I. yang 
diambilnya itu kepada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung 
dan atau Menteri Kehakiman. 

Dan semua laporan yang diterima Dewan Kehormatan Pusat dan Dewan 
Kehormatan Daerah, oleh Dewan Kehormatan Pusat dibuat ikhtisar dan sekali 
dalam waktu I (satu) hulan disampaikan kepada Pengurus Pusat. 

Pengurus Pusat berhak meminta kepada Dewan Kehormatan Pusat dan 
Dewan Kehormatan Pusat wajib membeni laporan kepada Pengurus Pusat 
tentang suatu kasus, disamping laporan termaksud dalam ayar 22. 

Seorang anggota Himpunan yang mencrima keputusan Dewan 
Kehormatan Daerah baik berupa peringatan atau tegoran dengan nina tanpa 
disertai usul pemberhentian sementara kepada Pengurus Pusat, berhak niengajukan 
banding kepada Dewan Kehormatan Pusat. 

Pcrmintaan banding diajukan secara tertulis kepada Dewan Kehorinatan 
Pusat dengan tembusan kepada Dewan Kehormatan Daerah dalam waktu 30 
(tiga puluh) hari setelah diambilnya keputusan oleh Dewan Kehormatan Daerah. 

Setelah lewat 30 (tiga puluh) hari tidak dapat diajukan banding. 

Tembusan/copy surat permintaan banding tersebut oleh Dewan Kehormatan 
Daerah disampaikan kepada Pengurus Daerah, tempat Dewan Kehormatan 
Daerah berkedudukan. 

Dewan Kehormatan Daerah dalam waktu paling lama 7 (tujuh) han 
setelah menerima tembusan/copy permintaan banding, wajib menyampaikan 
kepada Dewan Kehormatan Pusat, seluruh berkas yang berhubungan dengan 
peristiwa yang bersangkutan dengan surat (ercatat atau surat kilat khusus atau 
dengan kunir. 

Tembusan/copy surat pengiriman tersebut oleh Dewan Kehormatan Daerah 
disampaikan kepada Pengurus Daerah maupün Pengurus Pusat. 

Berdasarkan berkas yang diterimanya dari Dewan Kehormatan Daerah, 
Dewan Kehormatan Pusat dalam wakiu 2 (dua) minggu setelnh menenirna herk;is 
tersebut mengambil keputusan ditingkat banding, berupa: 

membatalkan sebagian atau seluruh keputusan Dewan Kehormatan Daerah; 

merubah atau mengganti keputusan Dewan Kehormatan Daerah dengan atau 
tanpa usul kepada Pengurus Pusat untuk pengenaan sanksi yang lebih ningan 
atau Iebih berat. 
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1. pengurus Pusat berhak menolak usul Dewan Kehormatan Dacrah (ctapi 
seketika itu juga dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sctclah mencrinia 
usul dari Dewan Kehormatan Daerah Pengurus Pusat wajib memberi keputusan 
sendiri, atas pertimbangan Pengurus Pusat sendiri lepas dari apa yang 
diusulkan oleh Dewan Kehormatan Daerah dan 
Apabila Pengurus Pusat usul: 

. 1. Pcmberhcntjan sementara, baik dengan atau tanpa rnenetapkan sendiri 
jangka waktu pemberhentian sementara itu, maka Pengurus Pusat Wajib: 

g. I. I . mencabut kembali pemberhentian sementara 1w pada akhir masanya 
atau sebelum akhir masanS'a apabila menurut pertimbangan 
Pengurus Pusat anggota yang bersangkutan sudah menunjukkan 
perbaikan sikap; 

g. 1.2. memperpanjang masa pemberhentian sementara, apabila anggota 
yang bersangkutan belum menunjukkan prbaikan sikap: 

g. 1.3. merubah keputusan pemberhentian sementara itu menjadi usul 
kepada kongres yang akan datang untuk memecat anggota yang 
bersangkutan apabila ia tidak menunjukkan gejala-gejala kearah 
pemberhentian rnalprakteknya; 

g.2. pemberhentian sementara, maka surat keputusan tentang peinberhentian 
sementara itu harus memuat kemungkinan-kcmungkinan sebagaimana 
yang dimaksud dalam g. 1. di atas; 

Pengurus Pusat waj lb memberitahukan keputusan termaksud dalam sub fdan 
sub g di atas kepada Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Dacrah, 
Pengurus Dacrah dan kepada anggota yang bersangkutan dalam waktu paling 
lania 7 (tujuh) hari setelah keputusan ditanda tangani. 

20.a. Apabila Dewan Kehormatan Daerah tidak mengajukan usul (kepada 
Pengurus Pusat), maka keputusan yang diambil harus disampaikan secara 
tcrtulis kepada anggota yang diadukan dan keputusan tersebut pun dilaporkan 
kepada Dewan Kehormatan Pusat dengan tembusan kepada Pengurus Daerah. 

b. Kepada pihak luar yang mengajukan pengaduan atau laporan harus diberi 
jawaban dengan singkat yang intinya berisikan apa yang telah diputuskan 
tcrhadap anggota yang bersangkutan. 

21. Apapila anggota yang bersangkutan tidak mengajukan naik banding ke 
Dewan Kehormatan Pusat, maka Pengurus Pusat berhak memberitahukan 

Pengurus Cahang herkedudukan di [hukota Dacrah tingkat 11. Ktamadya 
atau Kota Adininistartip. 

Pengurus Cabang terdin dari scdikitnya scorang Kctua, scorang Sckrctanis 
dan scorang I3cndahara, yang dapat pula ditamhah dengan seorang atau lchih 
schagai Wakil Kctua atau scorang atau lcbih schagai pembantu. 

Para anggota Pengurus Cabang dipilih nich Rapat Anggota yang diadakan 
segera sctclah Kongres dan untuk masajahatan selania 3 (tiga) tahun, dengan 
kclentuan apabila Rapat Anggota tidak diadakan scgcra setclah Kongres yang 
hcrikutnya, maka masajahatan PengurusCabang dengan sendirinyadiperpanjang 
sarnpai dengan diadakannya Rapat anggota yang dimaksud. 

Para anggota Pengurus Cabang setclah masajabatannya tersehut hcrakhir 
dapat dipilih kembali dan khusus jabatan Kctua, scorang calon hanya dapat 
dipilih untuk saw kali masajabatan. 

Yang dapat menjadi Pengurus Cabang adalah Anggota Biasa yang herurnur 
sctinggi-tingginya 60 (cnam puluh) tahun dan sedapatnya bertempat tinggal di 
Ihukota Dacrah Tingkat II. 

Pengurus Cabang adalahjenjang kepengurusan Himpunan yang dari waktu 
ke waktu herhubungan dengan para anggota Himpunan, sehingga selai n berfungsi 
sehagai penpanjangan tangan Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah. juga harus 
tanggap atas aspirasi maupun permasalahan dan para anggota Himpunan. 

Pengurus Cabang dalam mclakukan tugasnya: 
a. Melaksanakan pendaftaran anggota-anggota Himpunan. 
h. Melaksanakan dan mencruskan kepada anggota-anggota Himpunan, segala 

kchijaksanaan dan keputusan-keputusan yang telah diamhil/ditciapkan oleh 
Pengurus Pusat dan atau Pengurus Daerah guna mcncapai tujuan Himpunan 
dan keputusan-keputusan Kongres serta mengawasi pelaksanaannya. 
Membina kcrjasama antara Himpuna dan Pemerintah Dacrah Tingkat [1 
sctempat dan Lcmhaga-Lemhaga yang ada hubungannya dengan Hukum dan 
Notariat. 
Memberikan pertanggung-jawahan rnengenai kepengurusan dan keuangan 
kepada Rapat Anggota Cabang pada akhir inasajahatannya. 
I 0.a. Untuk menyelcnggarakan kcgiatannya Pengurus Cabang nicnggunakan 

rapat-rapat Pengurus. 
h. Rapat Pengurus diadakan sedikitnya sekali dalarn 3 (tiga) hulan atau 

scwaktu-waktu apabila dianggap penlu olch sctengah darijunilah angguta Pengurus 
Cabang. 
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Rapat-rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Pengurus Cahang atau wakilnya. 

Rapat Pengurus Cabang adalah sah apabila dihadiri sedikitnya sctcngah 
jumlah anggota Pengurus Cabang. 

Keputusan dalam Rapat-Rapat tersehut diambil dengan suara terhanyak 
biasa dan masing-amsing anggota Pengurus Cabang berhak mengeluarkan satu 
suara. 

Kongres 

Pasal I I 

KongresadalahpemegangkekuasaantertinggidalamHimpunanmerupakan 
rapat pleno dari seluruh anggota Himpunan dan; 

Kongres diselenggarakan oleh Pengurus Pusat bersama Panitia Pelaksana 
Kongres yang dibentuk oleh Pengurus Pusat sedikitnya 3 (tiga) bulan sebelum 
diselenggarakan Kongres. 

Panitia Pelaksana Kongres bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat 
mengenai teknis pelaksanaan dari Kongres. 

Kongres diadakan setiap 2 (dua) tahun sekali. 

Kongres Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu apabila dipandang 
perlu oleb Pengurus Pusat atau atas pernIintaan sedikit-dikitnya 1/2 (setengah) 
dari jumlah Cabang, untuk membicarakan dan memutuskan masalah mendesak 
dan penting, yang penanganannya tidak dapat ditunda hingga Kongres yang 
berikutnya. 

Selama Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang karena sesuatu hal belum 
berbentuk atau belum ada, maka kongres dapat diadakan atas permintaan sedikit-
dikitnya 2/3 (duapertiga) dart anggota biasa. 

ProscdurpenyelenggaraanKongresLuarBiasasamascperti penycknggaraan 
Kongres. 

Tema dan acara Kongres ditetapkan dalam rapat Pleno Yang Diperluas 
dari Pengurus Pusat, yang diadakan 6 (enam) hulan menjelang Kongres. 

Undangan untuk mcngadiri Kongrcs harus sudah disampaikan sceara 
tertulis okh Pengurus Pusat melalui Pengurus t)aerati kepada setial) anggota, 
dengan rncnyebutkan tempat, waktu dan acara Kongres, sclambat-lambatnya I 
(satu) hulan sehelurn Kongres diadakan. 

a.3. Apabila dipandang perlu oleh Ketua Dewan Kehormatan Daerah dan 
atau Ketua Pengurus daerah dapatdiadakan rapat-rapat gabungan antara 
Dewan Kehormatan Daerah dan Pengurus Darah. 

Scmua rapat-rapat hanya sah apabila dihadiri oleh Iebih dan seperduajumlah 
anggota Dewan dan bagi rapat gabungan apabila oleh Iebih dari seperdua 
jumlah masing-masing anggota Dewan. 

Rapat-rapat intern Dewan diketahui oleh Ketua atau Wakil Ketua dan bagi 
Dewan yang tidak mempunyai Wakil Ketua oleh Ketua atau Sekretaris. 
Rapat-rapat gabungan antara Dewan dan Pengurus dipimpin secara ganti 
berganti oleh Ketua Dewan atau Ketua Pengurus, untuk pertama kali oleh 
Ketua Pengurus atau Ketua Dewan, demikian seterusnya; 
Dalam semua rapat-rapat Dewan, masing-masing anggota berhak 
mengeluarkan satu (1) suara. 
Apabila suatu rapat tak dapat dicapai korum, inaka diadakan rapat untuk 
kedua kalinya, sedikit-dikitnya lima (5) han sebanyak-banyaknya tujuh (7) 
hari setelah rapat pertama. 

Apabila rapat kedua tidak mencapai korum, maka rapat kedua mi dilangsungkan 
tanpa memperhatikan jumlah yang hadir. 

Dari semua rapat-rapat dibuat risalah yang ditandatangani oleh Ketua Rapat. 
Dewan Kehormatan Daerah harus memberikan keputusan selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sesudah pengaduan diterima. 
Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, semua data 

fakta dan bukti-bukti dan setelah mendengar pihak-pihak yang berhubungan 
dengan kasus yang bersangkutan, maka Dewan Kehormatan Daerah mengambil 
keputusan, yang dapat berupa: 

menolak atau 

menerima pengaduan dan kemudian mengeluarkan pernyataan-pernyataan, 
bahwa suatu pelanggaran telah terjadi atau tidak tenjadi; 
mengeluarkan peringatan atau tegoran kepada anggota yang bersangkutan; 
mengusulkan kepada Pengurus Pusat dengan tembusan kepada Dewan 
Kehormatan Pusat untuk mengambil tindakan terhadap anggota yang 
melakukan pelanggaran Kode Etik herupa pemberhentian sementara sebagai 
anggota 1l.N.L; 
usul pemberhentian sementara harus memuat : 'jangka waktu Iamanya 
pemberhentian sementara; 
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maupun tindak pidana khusus seperti korupsi dan lain-lain dan sekali-kali 
anggota Dewan Kehormatan tidak boleh memperlakukan atau menggunakan 
suatu kasus sebagai bahan pengunjingan atau sebagai bahan pembicaraan 
apabila pembicaraanresmi dengan pihak-pihak yang tidak berwenang. 

16. Dalam menjalankañ tugasnya: 

Dewan Kehormatan Daerah mengadakan hubungan: 

a. 1. di Daerahnya sendiri 

secara langsung dengan Pengurus Daerah, Pengurus Cahang dan 
Pengadilan Negeri. 

di luar Daerahnya: 

a.2. 1. secara langsung dengan Pengurus Daerah Dewan Kehormatan 
Pusat dan Pengurus Pusat. 

a.2.2. Melalui Dewan Kehormatan Daerah dari lain daerah itu, dengan 
Pengadilan Negeri di lain Daerah. 

a.2.3. Melalui Dewan Kehormatan Pusat dengan Departemen Kehaki man 
atauMahkamai-i Agungdan/atau Instansi manapundi luarHimpunan. 

di dalam dan di luar daerahnya, dengan semua pihak yang berkaitan 
dengan kasus yang sedang ditanganinya. 

b. Dewan Kehormatan Pusat mengadakan hubungan: 

b. I. langsung dengan: 

b. 1.1. Semua tingkatan pengurus dilingkungan Himpunan dengan 
sepengetahuan pengurus yang ada di atas pihak yang dihubungi. 

b.1.2. Tingkat Pusat dari semua instansi di luar Himpunan baik instansi 
Pemerintah Sipil!Departemen-departemen maupun Militerdengan 
sepengetahuan Pengurus Pusat Himpunan. 

b.2. Melalui Pengurus Pusat instansi yang bersangkutan dengan Pengurus 
Daerah instansi tersebut dengan sepengetahuan Pengurus Pusat Himpunan. 

17. Rapat-rapat diadakan oleh: 

a. Dewan Kehormatan Pusat dilingkungannya sendiri: 

a. 1. Apabila dipandang perlu oleh Ketua Dewan Kehormatan Pusat dan atau 
salah seorang Ketua Pengurus Pusat, dapat diadakan rapat gabungan 
antara Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah. 

a.2. Dewan Kehormatan Daerah dilingkungannya sendiri. 

Setiap anggota Himpunan berhak untuk hadir dalani Kongres dan 
incngeluarkan pendapat, mengajukan usul-usul; setiap anggota hiasa herhak 
memberikan satu suara untuk dirinya sendiri disamping suara yang dikeluarkan 
sebagai kuasa; hanya anggota biasa yang herhak mendapat kuasa dari anggota 
biasa. 

Pengurus Pusat dapat mengundang para pejabat dari instansi-instansi 
dilingkungan Pusat dan Dacrah scrta Badan-l3adan dan orang-orang tcrtcntu 
untuk hadir dalam Pemhukaan dan Penutupan Kongres. 

II. Kongres dipimpin olch suatu Presidium terdiri dari Ketua-Ketua 
Pengurus Daerah yang akan memilih diantara mereka dan menctapkan siapa-
siapa diantara mereka yang mcnjahat sebagai Ketua dan Sckretaris Presidium 
tersebut. 

Tata tertib ditetapkan olch Panitia Pelaksana Kongres untuk disahkan 
oleh Kongres. 

Kongres adalah sah apabila dihadiri atau diwakili oleh labih dan 
sctengahjumlah anggota biasa Himpunan dengan tidak mengurangi ketentuan 
Anggaran Dasar yang menentukan korum tersendiri untuk hal-hal tertentu. 

Semua keputusan dalam Kongres diambil dengan cara musyawarah, 
apabila dengan cara tersebut tidak dapatdiambil keputusan, maka akan diadakan 
pemungutan suara dan keputusan diambil atas dasar suara tcrhanyak biasa. 

Kongres akan membicarakan dan membenikan keputusan tentang: 

Penilaian atas pertanggung-jawaban yang disampaikan oleh Pengurus Pusat 
dan Dewan Kehormatan Pusat mengenai pelaksanaan tugasnya masing-
masing selama masa jabatannya serta atas perhitungan dan pertanggung-
jawaban mcngenai keuangan Himpunan oleh Pengurus Pusat. 

Usul-usul dari Pengurus Pusat/Pengurus DaerahfPengurus Cahang dan hal-
hal lain yang dianggap penting. 

Garis bcsar program kcrja per kelompok. 

Pemilikan dan penctapan Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan pusat dan 
calon-calon yang diusulkan daiam rapat pleno yang diperluas dari Pengurus 
Pusat yang diadakan 6 (enam) bulan mcnjelang kongres. 

Pengangkatan anggota luar biasa, apabila ada. 

Pemecatan anggota yang diherhentikan sementara oleh Pengurus Pusat 
herdasarkan Pasal 4 ayat 3 dan 4; atau pembatalan pemberhentian sementara. 
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Keputusan di luar kongres 

Pasa! 12 

Dipersamakan dengan keputusan, adalah keputusan yang diambil di luar 
Kongres dengan syarat: 

a. Pcngurus Pusatinempersiapkkan rencana keputusan tersebut untuk selanjutnya 
dikirim dcngan surat tercatat kepada seluruh anggota Himpunan melalui 
Pcngurus Dacrah dan pengurus Cahang hilarna diperlukan akan discuai 
dengan pcnjelasan dari Pengurus Pusat. 

h. Pcnurus Daerah dalam waktu 3 (tiga) hari setelah ditcrimanya mengirim ke 
Pengurus Cabang, Pengurus Cabang dalam waktu 3 (tiga) hari mcngiriin kc 
anggota hiasa. 

Anggota biasa tiap-tiap cabang sudah harus memberi jawaban "Ya" atau 
"tidak" pada rcncana keputusan tersebut kepada Pengurus Cabang. 

Selamhat-Iamhatnya 7 (tujuh) hari sejak ditenimanya Pengurus Cabang harus 
sudah mcngirimkan jawaban pernyataan tertulis dari para anggota biasa 
untuk mengirimkannya ke Pengurus Daerah secara tertutup yang kemudian 
mnengirimkannya selambat-Iambatnya 7 (tujuh) hari ke Pengurus Pusat. 

Rancangan keputusan menjadi keputusan yang sah, apabila 2/3 (dua pertiga) 
darijumlah anggota biasa Himpunan menyatakan persctujuan secara tertulis 
atas rancangan keputusan yang dimaksud. 

Pengurus Pusat harus menyampaikan hasil keputusan di luar Kongres tersebut 
kepada segenap anggota Himpunan melalui Pengurus Daerah dan Pengurus 
Cabang seiambat-lambatnya dalam tempo 90 (sembilan puluh) hari sejak 
pengiriman rencana keputusan tersebut. 

Musyawarah daerah 

Pasal 13 

Musyawarah daerah adalah rapat para anggota dari segenap caban 
Himpunan dalam daerah kepengurusan Pengurusan Daerah yang bersangkutan"  

Musyawarah Daerah diselcnggarakan oleh Pengurus Daerah bersarna 
Panitia Pclaksana Musyawarah yang dibentuk oleh pengurus Daerah. 

Panitia Pclaksana Musyawarah Dacrah bertanggungjawab kepada pengurus 
Daerah mengenai teknis pelaksanaan da.ri Musyawarah Dacrah. 

c. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat untuk memberhentikan sementara 
anggota Himpunan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik, sebagai 
anggota Himpunan. 

14. Dewan Kehormatan Daerah mengambil tindakan atas prakarsa sendiri 
atau setelah menerima pengaduan dari seseorang atau sesuatu pihak yang jelas-
jelas menyampaikan secara tertulis ataupun secara lisan penjelasan tentang 
hentuk, sifat dan /atau keterangan-keterangan lain mengenai apa yang dianggapnya 
sehagai peianggaran Kode Etik yang dilakukan atau tidak dilakukan olch 
seorang anggota Himpunan; 

a. apabila laporan disampaikan secara lisan, maka anggota Dewan yang nienerinia 
laporan membuat Risalah selengkap-lengkapnya dan membubuhkan han, 
tanggal dan jam tenimanya laporan dan tandatangannya bila mungkin, juga 
tanda tangan pelapor. 

h. Dewan Kehormatan Daerah atas prakarsanya sendiri atau setc!ah meneninia 
laporan sebagaimana tersebut di atas wajib mengadakan pengumpulan data 
maupun fakta mengenai peristiwa yang diketahuinya, baik dengan cara 
memanggil atau mengunjungi/mendatangj anggota yang bersangkutan. 

Pertemuan dengan anggota sebagimana dimaksud dalam b. ayat mi (lihadiri 
oleh paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Kehormatan Daerah. 

Dalam keadaan luar biasa pertemuan dengan anggota tersebut dapat dilakukan 
oleh I (saw) orang anggota Dewan Kehormatan. 

Dari pertemuan termaksud di atas mi oleh Dewan Kehormatan Daerah dibuat 
risalah yang ditandatangani oleh Dewan Kehormatan Daerah dan sedapat 
rnungkin oleh anggota Himpunan yang bersangkutan. 

Apabila anggota tersebut tidak bersedia, baik secara tegas-tegas, maupun 
secara diam-diam, menandatangani risalah tersebut, maka perihal tidak 
kesediaannya itu dicatat dalam risalah. 

15. Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan 
Komisaris harus: 

Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang 
bersangkutan, 

Selalu menjaga suasana kekeluargaan dengan anggota yang bersangkutan, 

Menahasiakan segala apa yang diketahui dan dilakukannya, terkecuali 
perbuatan tindak pidana yang dilakukan anggota' baik tindak pidana umum, 
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Dewan Kehormatan Daerah, tergantung dari jumlah anggota Himpunan 
dalani daerah tertentu, mempunyai paling sedikit tiga (3) paling banyak tujuh (7) 
orang anggota, yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang 
anggota. 

Apabila Dewan Kehormatan Daerah mempunyai 4 (empat) orang anggota 
atau lebih, maka Dewan tersebut mempunyai seorang Wakil Ketua. 

Dua (2) orang anggota Dewan Kehormatan Pusat adalah Notaris, sedang 
scicbihnya adalah Mantan Notaris. 

Apabila Dcwan Kehoi-matan Daerah mempunyai 5 (lima) orang anggota atau 
lebih, maka 2 (dua) orang diantaranya adalah Notaris selebihnya adalah Mantan 
Notaris. 

Masajabatan para Anggota Dewan Kehormatan Pusat ialah sama dengan 
masa jabatan Pengurus pusat dan masa jabatan Dewan Kehormatan Daerah 
adalah sama dengan masajabatan Pengurus daerah. 

Seorang anggota Dewan Kehormatan dapat dipilih/diangkat kembali 
sebanyak satu (1) kali sebagai anggota Dewan Kehormatan, terkecuali dengan 
sudah terpilihnya mereka sebagai anggota Dewan Kehormatan sebanyak 2 (dua) 
kali, jabatan anggota Dewan Kehormatan menjadi lowong atau kurang dan 3 
(tiga) orang. 

Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam ayat 7 pasal mi maka 
sampai diangkat anggota Dewan Kehormatan Pusat, atau anggota Dewan 
Kehormatan Daerah barn, keseluruhan anggota Dewan Kehormatan Pusat atau 
Dewan Kehormatan Daerah yang masih ada, merupakan Dewan Kehormatan 
Pusat atau Dewan Kehormatan Daerah yang sah, walaupun jumlah anggotanya 
kurang dari apa yang ditentukan di atas. 

Seorang anggota Dewan Kehormatan tidak boleh merangkap sesuatu 
jabatan kepengurusan Himpunan. 

Dalam rangka menjalankan dan melaksanakan tugasnya, Dewan 
Kehormatan Daerah berwenang untuk: 
a. memberikan dan menyampaikan usul-usul dan saran-saran yang ada 

hubungannya dengan masalah Kode Etik Notaris termasuk tentang masalah 
keluhuran martabat dan jabatan Notaris, kepada Pengurus Daerah dan/atau 
Pengurus Pusat, baik diminta maupun tidak diminta; 

b. Membenikan peringatan atau tegoran, baik secara tertulis atau dengan lisan 
kepada anggota Himpunan yang melakukan pelanggaran atau melakukan 
perbuatan yang tidak sesuai dengan kode etik; 

4. Dalam Musyawarah Daerah akan dibicarakan dan diputuskan tentang: 
a. Penilaian atas pertanggungan jawaban yang disampaikan Pengurus Dacrah 

dan Dewan Kehormatan mengenai pelaksanaan tugasnya masing-masing 
selama masa jabatannya serta atas perhitungan dan pertanggung jawaban 
mengcnai kcuangan olch Pengurus Daerah. 

h. Program kerja untuk dacrahnya yang incrupakan penjaharan program kcrja 
yang discsuaikan dengan kondisi sctcmpat. 

c. Usul-usul Pengurus Daerah/Pengurus Cabang dan hal-hal yang dianggap 
penting. 

Musyawarah Daerah harus diadakan untuk pertama Lalinya sclambat-
lambatnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak selesainya Kongres dan 
acara pokok Pemilihan dan Pengangkatan Pengurus Daerah scrta Dewan 
Kehormatan Daerah. 

Musyawarah Daerah dapat diadakan sewaktu-waktu dianggap perlu oleh 
Pengurus Daerah atau atas usul Pengurus Pusat atau Pungurus Cabang yang tclah 
mendapat persetujuan sedikitnya oleh 1/2 (setengah) jumlah Pengurus Cabang 
yang ada dalam Daerah Tingkat I yang bersangkutan, untuk membicarakan 
masalah yang mendesak dan penting, yang penanganannya tidak dapat ditunda 
sehingga Musyawarah Daerah yang berikutnya. 

Undang untuk menghadiri Musyawarah Daenah Pengurus sudah disampaikan 
secara tertulis oleh Pengurus Daerah, melalui Pengurus Cabang kepada setiap 
anggota, dengan menyebutkan tempat, waktu dan acara Musyawarah, selambat-
Jambatnya I (satu) bulan sebelum Musyawarah Daerah diadakan. 

Setiap anggota Himpunan berhak untuk hadirdalam Musyawarah Daerah 
dan mengeluarkan pendapat, mengajukan usul-usul setiap anggota biasa berhak 
memberikan satu suara untuk dirinya sendiri disamping suara yang dikeluarkan 
sebagai kuasa. 

Hanya anggota biasa yang berhak mendapat kuasa dari anggota biasa. 
Pimpinan Musyawarah Daerah terdini dari Ketua-Ketua Cabang dan 

bcnbentuk Presidium dan mengangkat diantara mereka dan Sekretaris. 
Tata tertib ditetapkan oleh Panitia Pelaksanaan Musyawarah Daerah 

untuk disahkan oleh Musyawarah Daerah. 
Musyawarah Daerah adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dan 1/2 

(setengah) anggota biasa Himpunan yang berada dalam cahang-cabang dan 
Daerah yang bersangkutan. 
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Apabila korum yang ditetapkan sudah tcrcapai, maka musyawarah 
diundur untuk selama24 (dua puluhcmpat)jam dan apabila sesudah pengunduran 
itu korum belum juga tcrcapai Musyawarah dianggap sah dan dapat mengambil 

keputusan-keputusan yang sah, asal saja anggota yang hadir semula tetap hadir. 

Semua keputusan dalam Musyawarah Daerah dilakukan dengan cara 

musyawarah, apabila dengan cara tcrscbut tidak dapat diambil keputusan, maka 
diadakan pemungutan suara herdasarkan suara terbanyak biasa. 

Rapat Anggota 

Pasal 14 

Rapat anggota adalah rapat anggota cabang yang bersangkutan. 

Rapatanggota diselenggarakan oleh Pengurus Cabang. 

Rapat anggota diadakan sedikit-dikitnya sekali dalam I (satu) tahun. 

Rapat anggota dapat juga diadakan sewaktu-waktu, apabila dianggap 

perlu otch Pengurus Cabang atau atas permintaan sedikitnya 1/2 (setengah) dan 
anggota cabang yang bersangkutan. 

Undangan untuk menghadiri Rapat Anggota harus sudah disampaikan 
secara tertulls oleh Pengurus cabang kepada seri'ip anggota, dengan menyebutkan 

tempat, waktu dan acara rapat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat 
diadakan. 

Setiap anggota Himpunan berhak untuk hadir dalam rapat anggota dan 

mengeluarkan pendapat, mengajukan usul-usul; setiap anggota biasa berhak 
memberikan suatu suara untuk dirinyasendiri, disamping suara yang dikeluarkan 
sebagai kuasa. 

Hanya anggota biasa yang berhak mendapat kuasa dari anggota biasa. 

Rapat dipimpin oleh Ketua Cabang yang bersangkutan atau wakilnya. 

Rapat anggota adalah sah apabila dihadiri sedikitnya setcngah darijumlah 
anggota cabang yang bersangkutan. 

Apabila korum yang ditetapkan tidak tercapai, maka rapat diundur I (saW) 
jam dan apabila masih juga tidak memenuhi korum tersebut, rapat dianggap sah 
asal saja anggota yang hadir scmula tctap hadir. 

Pcmungutan suara dalam rapat dilakukan dengan cara musyawarah, 
apabila dengan cara tcrsebut tidak dapat diambil keputusan, maka diadakan 
pcmungutan suara berdasarkan suara terbanyak biasa. 

no 

Dengan rapat anggota dibicarakan dan diputuskan dengan: 

Penilaian atas pertanggung-jawaban yang disampaikan okh Pengurus Cabang 

mengenai Pelaksanaan tugasnya selamamasajabatannya sërta atas perhitungan 
pertanggungjawaban mengenai keuangan oleh Pengurus Cabang. 

Membicarakan usul-usul anggota dan hal-hal lain yang dianggap penting. 

Pengangkatan pengurus Cabang. 

BAB IV 

Dewan Kehormatan 

Pasa 

Himpunan mempunyai Dewan Kehormatan pada tingkat Pusat dan sedapat-
dapatnya pada tingkat Daerah, masing-masing disebut Dewan Kehormatan 
Pusat dan Dewan Kehormatan Daerah. 

Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Himpunan yang berdiri 
sendiri, dalam arti tidak ada di bawah tetapi juga tidak di atas Pengurus Pusat dan 

yang mempunyai tugas untuk membimbing dan mengwasi pelaksanaan Kode 
Etik Notaris dan lain-lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 
3 anggaran dasar. 

Dewan Kehormatan merupakan badan yang bersifat otonom di dalam 

mengambil keputusan-keputusan pada tingkat masing-masing, tetapi dalam 
lain-lain hal harus bekerjasama dengan Pengurus Himpunan. 

Dewan Kehormatan Pusat atas pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab 
kepada Kongres, sedang Dewan Kehormatan Daerah bertanggungjawab kepada 
Musyawarah Daerah. 

Para anggota Dewan Kehormatan Pusat dipilih oleh Kongres, sedang para 
anggota Dewan Kehormatan Daerah dipilih oleh Musyawarah Daerah dari para 
Notaris yang bertempat kedudukan dan parà mantan notaris yang bertempat 
tinggal di wilayah Himpunan yang bersangkutan. 

Notaris yang dapat dipilih sebagai Dewan Kehomiatan ialah Notaris yang 
sclama mcmangku jabatan sebagai anggota Dewan Kehormatan tidak akan 
berakhir masa jabatannya sebagai Notaris. 

Dewan Kehormatan Pusat mempunyai lima (5) orang anggota, terdiri dan 
seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretanis dan dua (2) anggota. 
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HIMPUNAN 
. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PEMBINAAN 
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KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT 

DIREKTORAT PEMBINAAN MAS\ARAKA1 
DIREKTORAT J]NDERAL S@SJAL P@LITIK 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK )NDONESJA 
NOMOR 8 TAHUN 1985 

TENTANG 
ORGANISASI KEMASYARAXATAN 

DENGANRAIIMAT TUHAN YANG MAIIA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA; 

Menimbang : a. bahwa dalam pembangunan nasional yang pada hakekatnya 
adalah pembangunan. manusia Indonesia seutuhnya dan 
pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, kernerdekaan 
Warganegara Republik Indonesia untuk berserikat atau 
berorganisasi dan kemerdekaan untuk memeluk agarnanya 
dan kepercayaannya masing-masing dijamin oleh Undang. 
UndangDasar 1945; 
bahwa pernbarigunan nasional sebagaimana dimaksud da-
lam huruf a memerlukan upaya untuk terus meningatkan 
keikut sertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat In-
donesia serta upaya untuk meinantapkan kesadaran kehi-
dupan kenegaraan bedasarkan Pancasila dan Undang-Un-
dang Dasar 1945; 
bahwa Organisasi Kemasyarakatan sebagai sarana untuk 
menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyara-
kat Warganegara Republik Indonesia, mempunyai peranan 
yang sangat penting dalarn mernngkatkan keikutsertaan 
secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan 
masyarakat Pancasila berdasaikan Undang-Undang Da-
sar 1945 daiairi rangka menjamin pemantapan persatuan dan 
kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan na-
sional sebagai pengamalan Pancasila, dan sekaligus men-. 
jamifl tercapainya tujuan nasional; 
bahwa mengingat pentingnya peranan Organisasi Kernasya' 
rakatan sebagairnana dimaksud dalam huruf c, dan sejalan 
pula dengan usaha pemantapan penghayatan dan pengamal-
an Pancasila dalam kehidupan bermasyaakat, berbangsa, 
dan bernegara dalam rangka menjaminkelestarian Pancasila. 
maka Organisasi Kemasyarakatan perlu menjadikan Panca-
sila sebagai satu-satunya asas; 
bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka da-
lam rangka meningkatkan peranan Organisasi Kemasyára-
katan dalam pembangunan nasionaL dipandang perlu untuk 
menetapkan pengaturannya dalamUnda.ng-undang. 

Penegakan Hukum..., Siti Setia Annisa, FH UI, 2008 



Mengingat 

Menetapkan 

1. Pasal 5 ayat (1). Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 28 Undang. 
Undang Dasar 1945; 

7.  Kejetapan Majelis Perm usy aw aratan Rakyat Republik indo. 
nesiallornor JI/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan 
Negara. 

Denga.n persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik In -

donesia, 

MEMUTUSKAN: 

U1DANG-UNDANG TENTANG ORGANISASI KEMAS"r A-
RAKATAN. 

BAB I 
KETENTUAN UM1 

Pasal I 

Dalam Undang.undang mi yang dLmaksud dengan Organisasi 
Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh artggota 
rnasvaraa: Warganegara Republik Indonesia secara sukarela 
atas dasar kesamaan kegiat

q31E 
.ngsi. agama, dan k-

percayaan terhadap Tuhan a Esa, untuk berperan-
serta dalarn pembangunan dalam rangka rnencapai tujuan na-
sional dalam, wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
berdasarkan Pancasila. 

BAB II 
ASAS DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Organisasi Kemasyarakatan berasaskan Pancasila sebagam 
satu-satunya asas. 

Asas sebagairnana dirnaksud dalam ayat (1) adalah asas 
dalam kehidupan berrnasvarakat. berbangsi, dan bernega. 
ra. 

Pasal 3 

Or.anisas Kemasyarakatan rnenetapkan tujuan niasing-masin 
scsuai dangan sifat kekhususannya v4alam rangka mencapal 
tujuan nasional sebagaimana terrnaktub dalam pembuka4n 

Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

Pasal 4 

Organisasi Kemasyarakatan wajib rnencanturnkan asas sebagai-
inana dimaksud dalam Pasal 2 dan tujuan sehagaitnana dirnak-
süd dalam Pasal 3 dalam pasal Anggaran Dasarnya. 

BABIII 
FUNGSI, HAL DAN KEWAJIBAN 

PasaIS 

Orgánisasi Kemasyarakatan berfungsi sebagai: 

wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya; 
wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam 
usaha mewujudkan tujuanorganisasi; 
wadah peranserta dalam usaha rnensukseskan pembangunan 
nasiona]; 
sarana ienyaIur aspirasi anggota, dan sebagai sarana kornu. 
nikasi sosial tirnbal balik antar anggota danatau anar Or-
anisasi Kemasyarakatan, dan antara Organisasi Kemasya-

rakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik. Badan 
PerrnusyawaratanfPerwakilan Rakyat, dan Pemerintah. 

Pasal6 

Organisasi Kemasyarakatan berhak: 

a, rnelaksanakan kegiatan unnik mencapai tujuan organ isasi; 
b. mempetahankan hak hidupnya sesuaf dengan tujuan organi-

sasi. 

Pa.sal 7 

Organisasi Kemasyarakatan berkewajiban: 

rnempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; 
menghayati, mengamaikan, dan mengarnankan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar 1945; 
rnemelihara persatuan dan kesatuan bangsa. 

Pasal S 

4 	 Untuk !ebih berperan dalam meiaksanakan fungsinya, Organi- 
sasi Kemasyarakatan berhimpun dalam satu wadah pemhinaan 
dan pengembangan yang sejenis. 
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BAB IV 
KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN 

Pasal9 

Setiap varganegara Republik Indonesia dapat inenjadi anggOta 

Organ isiKemasYa(akat1. 

PasallO 

Tempat kedudukan Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi 
Kemasyarakatan ditetapkafl dalarn Anggarafl Dasarn) a. 

BAB V 

KEUANGAN 

Pasai 11 

Keuangar Organisasi Kemasyarakatan dapat thperoleh dan: 

Luran anggOta 
5umbangafl yang tidak mengikat; 

c. usaha lain yang salt 

BAB VI 

PEMBINAAN 

Pasal 12 

Pemerintah melakukan pembiriaafl terhadap Organisasi 

Kemasyarakatan.  

Pelaksanaafl pembinaafl sebagaimana dimaksud da.lam 

ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemenintah. 

BAB VII 
PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN 

Pasal 13 

Perneriritah dapat membekukan Pengurus atau Pengurus Pusat 
Organisasi KemaSyarakatan apabila Organisasi KernasYarakat 

an: 	 - 
melakukan kegiatan yang meDgganyu keamanan dan keter 

tiban urnum; 
menenima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan Perne- 

nintah; 
membeni bantuan kepada pihak asing yang merugikan ke- 

pentingan Bangsa dan Negara.  

Pasal 14 

Apabila Organisasi Kernasyarakatan yang Pengurusnya dibeku. 
kan rnasih tetap melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 13, maka Pemenntah dapat membubarkan organi-
sasi yang bersangkutan. 

Pasal 15 

Pemerintah dapat membubarkan Organisasi Kemasyarakatan 
yang tidak memenuhi ketentuan.ketentuan Pasal 2, Pasal 3, 
Pasal 4, Pasal 7, dan/atau Pasal 18. 

PasaiI6 

Pemerjntah membubarkan Orgar.iassi Kernasyarakatan yang 
rnenanut, mengenibangkar., dan rnenyebarkan paham atau 
ajaran Komunisme!Marxisme.jnthjsmp serta ideologi, paham, 
atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Un-
dang-Undang Dasar 1945 dalarn segala bentuk dan perwujud-
annya. 

Pasail7 

Tata cara penibekuan dan pembubaran Organisasi Kemasyara. 
katan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 
15, dan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Pemenintah. 

BAB VIII 
KETE

7aZ 
ERALIHAN 

I8  

Dengan berlakunya Undang.undang mi Organisasi Kemas),ara. 
katan yang sudah ada diberi kesenipatan untuk menyeuaikan 

/ diri der.gan ketentuan Undang.undang ml, yang harus sudah 
dise1esakan selarnbat.lambatnya 2 (dua) tahun sefelalh, tanga1 
muiai berlakunya Undang undang mi 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTU? 

(Pasal 19 / 

Pe!aksi'aan Unciang.undangjnij 1  dengan Peraturan Peme-
nintah. 
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Pasat 2U 

Undang-undang mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap. orang mengetahuinya. memerinmahkan pengun-
.dangan Undang-undang mi dengan penernpatannya dalam 

Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 17Juni 1985 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

ttd 

SOEHARTO 

Diundanrkan di Jakarta 
pada tanggal 17 Juni 1985 

MENTERI / SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

ttd 

SCDHARMONO S.H. 

LEMBARAN NEGARA ,REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 44 
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PENJ ELASAN 
AlAS 

UNDANG-UNDA.NG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR S TAHUN 1985 

TENTANG 
ORGANISASI KEMASYARAKATAN 

(JMUM 
Untuk rnewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasiia perlu 
dilaksanakan pembangunan di segala bidang yang pada hakekatnya merupakan 
penibangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masya-
rakat Indonesia. Dengan hakekat pembangunan sebagaimana tersebut di atas, 
maka pembangunan merupakan pengan:aian Pancasila. 
Dengan penge'tian merigeriai hakekat pembangunan tersebut, maka terdapat 
dua masalah pokok yang perlu diperhatikan. Pertama, pembangunan nasional  
menuritut keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat Warganegara 
Republik Indonesia. Kedua, karena peinbangunan nasional merupakan pengarnal-
an Pancasila, maka keberhasilannya akan sangat dipengaruhi oieh sikap dan ke-
setiaan bangsa Indonesia terhadap Pancasila. 
Masalah keikutsertaan masyarakat dalarn pembangunan nasional adalab wajar. 
Kesadaran serta kesempatan untuk itu sepatutnya ditumbuhkan, mengingat 
pembangunan adaiah untuk manusia dan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan 
pendekatan ini usaha untuk menumbtihkan kesadaran tersebut sekaligus juga 
merupakan upaya untuk memantapkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara yang berorientasi kepada pembangunan nasional. 
Dalam kerangka inilah Ictak pentingnya peranan Organisasi Kemasyarakatan, 
sehingga pengaturan serta pemtinaannya perlu diarahkan kepada pericapalan 
dua sasaran pokok, yaflu 

terwujudnya Orgaruisasi Keniasyarakatan yang marnpu memberikan pendi-
dikan kepada masyarakat Warganegara Republik Indonesia ke arah: 

4 	a. makin mantapnya kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

b. tumbuhnya gairah dan dorongan yang kuat pada manusia dan masyara-
kat Indonesia untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan na- 

H. 	 sional. 

terwujudnya Orgamsai Kernasyarakatan yang mandiri dan mampu berperan 
secara berdaya guna sebagai sarana untuk berserikat atau berorganisasi bagi 
masyarakat Warganegra Republik Indonesia guna menyalurkan aspirasinya 
dalam pembangunan nasional, yang sekaligus merupakan penjabaran Pa-
sal 28 Undang-Undang Dasar 1945. 
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Oeh karena pembanguflan merupakan pengamalan Pancasila, dan tujuan sert 
subyekflYa adalah manusia dan seluruh masyarakat Warganegara Republik 
Indonesia yang ber.PaflcaSjla, maka adalah wajar bilamafla Organisasi Kemasya-
rakatan juga menjadikan Pancasila sebagai satu.satUnYa asas dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangSa, dan bernegara, dalam rangka pembanguflat1 nasional 

untuk mencapai masyarakat Pancasila. 
Dalam Negara Republik Indonesia yang berlandask3.fl Pancasila, maka againa dan 
kepercayaafl terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber motivasi dan 
inspirasi bagi para pemeIuknYa dan mendapat tempat yang sangat terhormat. 

Penetapan Pancasila sebagai satu.sat.flYa asas bagi Organisasi Kemasyarakatan 
ridakiah berarti Pancasila akan menggantikan agama. dan agarna tidak mungkin 

diancasiiakafl; antara keduanya tidak ada pertei taflgafl nilai. Organisasi Ke-

masyarakatan yang dibentuk atas dasar kesartian agarna rnenetapkafl ujuannya 

dan menjabarkaflflYa dalarn program 
rn isg-ma51Ig sesuai dengan sifat kekhu-

susannYa. dan dengan semkifl rneningkat dan mehasnYa pembanguflan maka 

kehidupan keagamaafl dan kepercaYaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus 
semakin diarnalkafl, balk dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial 

kemasyarakatan. 

Unda
ng.ufldallg mi tidak mengatUr peribadatafl, yang merupakan perwujudan 

kegiatan dalam hubtingan manusia dengan TuhannYa. 

Dengan Organisasi Kemasyarakatan yang berasaskan Pancasila, yang mampu me 

an 	

- 

ningatk keikutsertaan secara aktif manusia dan seluruh niasyarakat Indonesia 

dalam pembaflguflan nasionaL maka perwujudan tujuan nasional dapa diper- 

cepat. 

PASAL DEMI PASAL 

Pasall 
Saiah satu ciri pentinb dalam Organisasi Kemasyarakatan adalah kesuka-
relaan dalam pembentukan dan keanggOtaaflflYa. AnggOta masyarakat War-
ganegara Republik Indonesia bebas untuk membentuk, rnemilih, dan ber-
gabung dalarn Organisasi Kemasyarakatan yang dikehendaki dalarn kehidup-
an bermasyarakat, berbangSa, dan berncgara atas dasar kesamaan kegiatan, 
profesi, fungsi, agama, dan kepercayaafl terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

Organisasi Kemasyarakatan dapat mempunYal satu atau lebih dari satu sifat 
kekhususan sebagaimafla dirnaksud dalam pasal mi, yaitu kcsamaafl kegiat-
an, profesi, fungsi, agama, dan kepercaYaafl terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

Organisasi atau perhimpUflan yang dibentuk secara sukareta oleh anggota 
masyarakat Warganegala Republik Indonesia yang keanggotaaflflYa terdiri 

dan Wargariegara Republik Indonesia dan warganegara asing, termasuk da-
lam pengertian Ozganisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal mi, dan oleh karenanya tunduk kepada ketentuanketentuan Undang 
undang mi. 

Organisasi atau perhimpunan yang dibentuk oieh pemerintah seperti Praja 
Muda Karana (Pramuka), Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) 
dan lain sebagamnya, serta organisasi atau perhlxnpunan yang dibentuk oleh 
anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia yang bergerak dalarn 
bidang perekoriorrijari seperti koperasi, perseroan terbatas, dan lain sebagai- 
nya, tidak termasuk dalarn pengertian Organisasi Kemasyarakatan sebagai-
mana dirnaksud dalarn pasal ml. 

Sekalipun demikian dalarn rangka pembangunan nasional sebagai peng-
amaian Pancasila, organisasi atau oerhirnpunan tersebut juga berkewajiban 
untu}: menjadikan Pancasia sebagai satu-satunya asas dan mengamaikannya 
dalam setiap kegiatan. 

Pasal2 

Dalam pasal mi pengertian asas meliputi juga kata "dasar", "landasan", 
"pedornan pokok", dan kata-kata lain yang mempunyaj pengertian yang 
sama dengan asas. 

Yang dirnaksud dengan 'Pancasila" ialah yang rumusannya tercantum dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 

Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Organisasi Kemasyarakatan harus 
dipegang teguh oieh setiap Organisasi Kemasyarakatan dalam memper- 
juangkan tercapainya tujuan dan dalam melaksanakan program masing-
masing. 

Pasal 3 

Setiap Organisasi Kemasyarakatan menetapkan tujuan masing-masing, yang 
sesuai dengan sifat kekhususannya dengan berpedoman kepada ketentuan-
ketentuan Undang-undang mi. 

Berdasarkan tujuan tersebut di atas Organisasi Kemasyarakatan dapat rnene-
tapkan Program kegiatan yang dikehendakj. Yang penting adaiah, bahwa 
tujuan dan program ang dikehendaki dan ditetapkanjnya itu harus tetap 
berada dalarn rangka :ri:napai TujuanNasiona)... 

Yang dirnaksud dengan "tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam 
Pembukaan Undng-Und-ang Dasar 1945" ialah "meindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untukmemajukan kesejah-
teraan urmim, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan ke. 
adilan sosial". 
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Cukup jelas. 

PasalS 

Huruf a 
Oleh karena Organisasi Kemasyarakatan dibentuk atas dasar sifat ke- 
kItususannya masing.masing, maka sudah semestinya apabila Organisasi 
Kemasyarakatan berusaha melakukan kegiatan sesuai dengan kepen. 

tingan para anggotanya. 

Huruf b 
Organisasi Kemasyarakatan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan 
anggotanya merupakan tempat penempaan kepeminipinan dan pening- 
katan keterampilari yang dapat disumbangkan dalam pembangunan di 

segala bidang. 

Huruf c 
Pembanguflan adalah usaha bersama bar.gsa untuk mencapai masyarakat 
adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Oieh karena itu Organisasi Ke-
masyarakatan sebagai wadah peranserta anggota masyarakat, merupa-
kan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 
Dengan tidak mengurangi kebebasannya untuk lebih berperan dalam me-
laksanakan fungsinya, Organisasi Kemasyarakatan berhimpun dalam suatu 
wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis sesuai dengan kesamaan 
kegiatan, profesi, fungsi, agarna, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang 

Malta Esa. 
Yang dimaksud dengan "saw wadah pembinaan dan pengembangan yang 
sejenis" ialah hanya ada satu wadah untuk setilap jenis, seperti untuk Orga-
nisasi Kemasyarakatan pemuda dalam wadah yang sekarang bernama Ko-
mite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), untuk Organisasi Kemasyarakatan 
tani dalam wadah yang sekarang bernama Hirnpunan Kerukunan Tani Indo-

nesia (HKTI), dan lain sebagainya. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 
Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

PasaIl2 
Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal mi diperlu.kan dalam rangka 
membimbing, mengayomi, dan mendorong Organisasi Kemasyarakatan ke 
arah pertumbuhan yang sehat dan mandiri sesuai dengan jiwa dan semangat 
Undang-undang mi. 

Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal.15 

Lembaga yang berwenang untuk membekukan Pengurus atau Pengurus 
Pusat dan membubarkan Organisasi Kemasyarakatan adalah Pemerintah. 

Yang dimaksud dengan "Pemerintah" dalam pasal-pasal liii adalah Pernerin-
tah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I yaltu Gubernur Kepala Daerah 
Tingkat I, dan Pemerintah Daerah Tingkat II yaigu Bupai/Walikotamadya 
Kepala Daerah Tingkat II. 

Wewenang membekukan dan membubarkan tersebut berada pada: 

Pemerntah Pusat bagi Organisasi Kemasyarakatan yang ruang lingkup 
keberadaannya bersifat nasional; 
Gubernur bagi Organisasi Kemasyarakatan yang ruang lingkup keberada-
annya terbatas dalam wilayah Propinsi yang bersangkutan; 
Bupati/Walikotamadya bagi Organisasi Kemasyarakatan yang ruang ling-
kup keberadaannya terbatas dalam wilayah Kabupaten/Kotarnadya yang 
bersangkutan. 

Pembekuan dan pembubaran dapat dilakukan setelah mendengar keterangan 
dari Pengunis atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyafakatan yang ber-
sangkutan dan setelah memperoleh pertimbangan dalam segi hukum dan 
Mahkaniah Agung untuk tingkat nasional, sedangkan untuk tingkat Propinsi 
dan tingkat Kabupaten/Kotamadya setelah memperoleh pertimbangan dan 
instansi yang berwenang sehingga dapat dipertanggungjawabkan dari semua 
segi, bersifat mendidik. dalam rangka pembinaan yang positif, dan dengan 
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang benlaku. 

Pembubaran merupakan upaya terakhir 
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Pasai 16 

' an Jimti(suU 	flil 	ideCigi. p11am. 4tau ajaiaii iam ang nerzg; 

dg..ri Pan4i1a ±in U dang.L'ndwg Dasar 194 ciaiam segdLi hentuk Win 

peiwuiudannya" ialah segaa ideologi, paharn. aiau ajaran N ang bertentangan 
dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. dasar negara, dan ideolugi 

nasional, serta lindang-Undang Dasar 1945. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Organisasi Kemasyarakatan yang te rbentuk berdasarkan pera t uran pe run-
dang-undangan sebelum berlakunya Undang-undang mi, baik yang berstatus 
badan hukum maupun tidak, sepenuhnya tunduk kepada ketentuan-keten-
tuan Undang-undang mi, dan oleh karenanya Organisasi Kemasyarakatan 

tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah tanggal 
mulal berlakunya Undang-undang mi wajib menyesuaikan diri dengan keten-
tuan-ketentuan Undang-undang mi. 

Status badan hukum yang diperoleh Organisasi Kemasyarakatan tersebut di 
atas tetap berlangsung sarnpai adanya peraturan perundang-undangan nasio-

nal tentang badan hukum. 

Pasal 19 

Cukupjelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3298 
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PRE SIDE N 
REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 18 TAHUN 1986 

TENTANG 
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1985 

TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang 	bahwa urituk melaksanakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 
1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dipandang perlu me-
ngeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur kete ntuan 
pelaksanaan Undang-ufldaflg.terSebut 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 
Undang-undang Nomor S Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 
Nomor 38. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Orgamsast 
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLH( INDONESIA TEN-
TANG PELAKSANAAN UNDANG-t.Th4DANG NOMOR 6 TA-
HUN 1985 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN. 

BAB I 
KETENTOAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah mi yang dimaksud dengan: 

I 	Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1q85 tentang Orga- 
nisasi Kemasyarakatan. 
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Or.2niusi 	 :idalah 	ebataivaii 	I;1jiL,.s 	.jLti 

_..I 	.JUdL4I 	cI'IaI1 

a!am kegiatan. profcs. iungsi. agama dan kepercavaan terhadap Tuhan 
Udang.undanu. 	 S 'ang Maha Ea. dai 	ici 	dibenarkan di'aniunikan dalam pacal 	au bab 

3. Peiiiertntah adalah P::ierintah Pusat. Pemerintah 	Daal. Tt:igka; 	adaiah tentang Asas. 

Gubernur Kepala Daerab 1 lnLkat I dan Pemenr.ah Darih I neLi II ajalali 
Bupau,'Wahptaad}a Kepala Daerah TlngkaT ii Pasal 4 

4 Pembinaan2adaIahstup hentuk upaa untuk 11ernhW1bIrL niengaonii dan Dalarn rangka mencapai tujuan nasional, organisasi kemasyarakatan dapat mene 
mendorong organissi kemasyarakatan kearah pertunihuhan vang sehat dan tapkan program programnya yang dirumuskan secara jelas dan realistis sesuat 
mandiri, marnpu berperanserta dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan dengan sifat kekhususannya. 
tujuan pembentukannya dalam rangka mencapai tujuan nasional. 

S. Pembinaanumumada)ah pembinaan di bidang politik dalam rangka meman- Pasal S 
tapkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa. dan bernegara ber- 

Pemerintah melakukan penelitian bèrkas surat pemberitahuan dalam hubungan- 
dasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjarnin persatuan 
dan kesatuan bangsa, berperanserta secara aktit dalam pembangunan na- 

. nya dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. 

sional sebagai pengamalan Pancasila. 
6. Pernbinaan tehnis adalah pernbinaan yang berkaitan dengan sifat kekhususan 

organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan. BAB III 
FUNGSI, HAK, DAN KEWAJIBAN 

BABU Pasal6 
PEMBENTUKAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (1) Untuk melaksanakan fungsmya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Un- 

PaSa I 2 . dang-undang, organisasi kemasyarakatan dapat melakukan: 
a. 	rapat, lokakarya, seminar, dan pertemuan lain-lain; 

(1) Anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela dapat b. 	pendidikan dan latihan keterampilan: 
membentuk oreanisasi kemasyarakatan atas dasar kesamaan kegiatan, profe- C. 	pelayanan masyarakat dalam bentuk bakti sosial dan lain-lain: 
si, fungsi. agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. d. 	kegiatan lain-la:rt sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan per- 

(2) Oreanisasi kemasyarakatan yang haru dibentuk, Pengurusnva membentahu- undang-undangan yang berlaku. 
S 

Lan secara tertulis kepada Pemerintah sesuai dengan ruang linkup keberada- S  

annva. 	 S S (2) Untuk mencapai rutuan organisasi dan rnempertahankan hak hidupnva 

(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalai.n ayat (2) selainbat-lambatnya organisasi kemasyarakatan berhak: 
S  (dua) bulan. sejak tangeal pembentukannya dengan melampirkan Anggaran a. 	rnenyusun reacana dan program kegiatan. dan menyelenggarakan ber- 

Dasar,'Anggaran RumahTangga dan Susunan Pengurus. bagai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi; 
• S S 	 b. 	membela dan menjunjung nama baik organisasmya dengan berbagai 

S kegiatan yang berguna bagi anggotanya dan/atau masyarakat. 
Pasal 3 

(3) Organisasi kemasyarakatan berkewajiban: 
(1) Setiap organisasi kemasyarakatan harus mempunyai Anggaran Dasar. a. 	mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; 
(2) Dalam pasal Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib . 	S  b. 	menghayati, riengamalkan, dan mengamankan Pancasi]a dan Undang- 

dicanturnkan Pancasila sebagai satu-satunya asas, dan tujuan organisasi se- S 	 Undang Dasat 1945 antara lain dengan berusaha mengikutkan anggota- 
suai dengan sifat kekhususannya. nya dalam pelaksanaan Penataran P.4; 

(3) Dengan dicantumkannya Pancasila sebagai satu-satuny.a asas sebagaimana . 
S 	

c. 	memeithara persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengutamakan 
dimaksud dalam ayat (2) tidaL dibenarkan mencantumican kata lain seperti kepentingan nasional diatas kepentmgan perorangan maupun golongan 
dasar 	landasan pedoman pokok atau kata lain yang dapat mengaburkan 
pengertian asas tersebut. : 
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Pasal 7 

Ariggota organisasi kemasyarakatan pada dasarnya terdiri atas warganegar4 
Republik Indonesia. 
Hal-hal mengenai keanggotaan organisasi kemasyarakatan ditentukan dalarn 
AnggaranDasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga organisasi keinasyarakat-
an yang bersangkutan. 

Pasai8 

Organisasi kemasyarakatan melakukan pendaftaran anggota dan memelihara daf• 
tar anggota untuk menjaga tertib administrasi yang tata caranya diatur dan di-
tetapkan oleh organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan. 

Pasal 9 

Struktur Organisasi dan susunan kepengurusan diatur dalam Angga tan Dasar 
dan/atau Anggaran Rumah Tangga organisasi kernasyarakatan. 
Organisasi kemasyarakatan bersifat mandiri, tidak menjadi anggota organi-
sasi kekuatan sosial politik, serta tidak menggunakan atribut yang sania. 
Tempat kedudukan Pengurus atau Pengurus Pusat organisasi kemasyarakat-
an ditetapkan dalam Anggaran Dasar. 

Pasal 10 

Penentuan organisasi kemasyarakatan yang rnempunyai ruang Iingkup Nasional, 
Propinsi, Kabupaten/Kotamadya sesuai dengan keberadaannya, diatur oleh 
Menteri Dalam Negeri. 

Pasal 11 

Organisasi kemasyarakatan dapat mernasang papan nama dan lanibang organisasi 
pada semua tingkat kepengurusan yang pengaturannya dilakukan oleh Menteri 
Dalam Negeri. 

BAB V 
KEUANGAN 

Pasall2 

(I) Keuangan organisasi kernasyarakatari diperoleh dan. 
a. iuran anggota yang pelaksanaannya diserahkan kepada organisasi kema-

syarakatan yang bersangkutan 

sumhangan yang tidak mengikat baik dari dalam negeri maupun luar 
negeni: 
usaha lam yang sah. 

(2) Bantuan keuangan kepada organisasi kemasyarakatan yang diperoleh dan 
luar negeni harus dengan persetujuan Pemenintah Pusat. 

BAB VI 
PEMBINAAN 

PasaIl3 

Guna menuikatkan kegatar: organisasi kemasyarakatan, Penenintah mela• 
kukan pembinaan umum dan pembinaan tehnis dalam bentuk bimbingan, 
pengayoman, dan pembenian dorongan dalam rangka pertumbuhan organi-
sasi yang sehat dan mandiri. 

Birnbingan dilakukan dengan cara membenikan saran, anjuran, petunjuk. 
pengaiahan, nasehat, pendidikan dan latihan atau penyuluhan agar organi-
sasi kemasyarakatan dapat tumbuh secana sehat dan mandiri serta dapat me-
laksanakan fungsinya dengan balk. 

Pengayoman dilakukan dengan cara membenlkan perjindungan hak sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Pembenian dorongan dilakukan dengan cara menggairahkan, menggerakkan 
kreativitas dan aktivitas yang positip, memberikan penghargaan dan kesem-
patan untuk mengembangkan diri agar .dapat melaksanakan fungsinya secara 
maksinial untuk mencapai tujuan organisasi. 

Pasal 14 

Dalam rangka rneningkatkan daya guna dan hasil guna, pembinaan organisasi 
kemasyarakatan diupayakan untuk berhinipun dalam wadah pembinaan dan 
pengembangan yang sejenis agar Iebih berperan dalam melaksanakan fungsinya. 

Pasal IS 

Penthinaan urnum organisasi kemasyarakatan dilakukan oleh Menteri Dalam 
Negeri, Gubernur, BupatiiWalikotamadya sesuai dengan ruang lingkup keberada-
an organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan. 

Pasal 16 

(I 0 Peinhinaan ichnis organisasi kernasyarakaran dilakukan oleh Menten dank 
atau Pimpuiau Lemhaa non Departemen yang menihidangi sifar kekhusus-
an organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan 
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(2) E'elaKsanaan pembmaan teHnis orgathsasi KThasyaraXaLan ul uaiait uuu-

kan oleh instansi tehnis di bawah koordinasi Gubernur. BupatiPWalikota- 

madya. 

Pasall7 

Untuk memperoleh daya guna dan hasil guna dalam pembinaan umum dan pern-
binaan tehnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, Menteri L)a-
lam Negeri melakukan koordinasi sesuai dengan peaturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

PasaI2l 

Ban tuan kepada pihak asing yang merugikan kepentmgan bangsa dan negara se 
bagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi bantuan: 

yang dapat merusak hubungan antara negara indonesia dengan negara lain; 
yang dapat menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan 
terhadap keselamatan negara; 
yang dapat mengganggu stabilitas nasional; 
yang dapat merugikan poitik luar negeri. 

Pasal 22 

BAB VII 
TATA CARA PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN 

Pasal 18 

Organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan yang mengganggu ke-
amanan dan ketertiban umum, danJatau menerima bantuan pihak asing 
tanpa persetujuan Pemerrntah Pusat dan/atau memberi bantuan kepada 
pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara, dapat dibeku-
kan kepengurusannya. 
Pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) dilakukan oleh Pernerin. 
tah sesuai dengan ruang lingkup keberadaan organisasi yang bersankutan. 

Pasal 19 

Kegiatan yang mengganggu keamanan.dan ketertiban urnum sebagaimana dimak 
sud dalam Pasal 18, meiputi: 

menyebarluaskan permusuhan antar suku, agarna, ras, dan antar golongan, 
memecah belah peisatuan dan kesatuari bangsa; 
merongrong kewibawaan dan/atau mendiskreditkan Pernerintah; 
mengiumbat pelaksanaan program pembangunan; 
kegiatan lain yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan. 

Pasal 20 

Bantuan dari pihak asing yang harus mendapat persujuan Pemenintah Pusat 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 18, meliputi bantuan: 

keuangan; 
peralatan; 

C. tenaga; 
d. fasiitas.  

(1) Pemenintah sebelum melakukan tindakan pembekuan terlebih dahulu me-
lakukan tegonan secara tertulis sekurang.kurangnya 2 (dua) kali dengar. jarak 
waktu 10 (sepuluh) hari kepada Pengurus, Pengurus Daerah tau Pengurus 
Pusat organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan. 

(2) Apabila tcgoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diindahkan da-
lam jangka waktu I (satu) bulan setelah ditenirna surat tegoran, Pemer:ntah 
memanggil Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat sesuai dengan 
ruang lingkup keberadaannya untuk didengar keteranganrtya. 

(3) Apahila panggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dipenuhi atau 
setelah didengar keterangannya ternyata organisasi kemasyarakatan yang 
bersangkutan masih tetap melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21, maka Pemenintah membekukan 
Pengurus, Pengurus Daerah atail Pengurus Pusat organisasi kemasyarakatan 
yang bersangkutan. 

(4) Sebelum melakukan tindakan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (3): 

Bagi organisasi kemasyarakatan yang mempunyal ruang lingkup Na-
sional, Pemenintah ?usat meminta pertimbangan dan Saran dalam segi 
hukum dari Mahkamah Agung. 

Bagi organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup Pro pin- 
si atau Kabupaten/Kotamadya, Gubernur atau Bupati/Walikotamad ya 
meminta pertimbangan dari instansi yang berwenang di daerah dan pe-
tunjuk Menteri Dalam Negeni dengan mengindahkan penaturan per. 
undang-undangan yang berlaku. 

(5) Pembekuan yang dilakukan oleh Pemenintah Pusat, Gubernur, BupatiIWaii-
kotamadva sebagalmana dimaksud'dalam ayat (1) dibenitahukan kepada 
Pengurus. Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat organisasi yang bersangkut-
an serta diumun;kan kepada masyarakat 
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Pasal 23 

Tindakan pembekuan dapat juga dilakukan oleh Gubernur atau Bupati!Wali. 
kotamadya terhadap Pengurus Daerah dari organisasi kemasyarakatan yang 
mempunyai ruang1ingk4p Nasional yang berada di wilayahnya apabtia me-
lakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 

dan Pasal 21. 
Pembekuan sebagairnana dimaksud dalam ayat (I) dilakukan sesuai dengan 

ra yang diatur datani Pasal 22. 

Sebelum melakukan tindakan pembekuan sebagaimana dirnaksud dalam 
ayat (1) Gubernur atau Bupati/Walikotarnadya meminta pertimbangan dan 
petunjuk Menteni Dalam Negeni. 

Menteni Dalam Negeni sebelum membeni pertimbangan dan petunjuk, terle-
bih dahulu mendengar keterangan dari Pengurus Pusat organisasi kemasya- 

rakatan yang bersangkutan. 

Pasal 24 

(1) Pemerintah dapat rnempertirnbangkan untuk mencabut kembali pembekuan 
Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Fisat apabila organisasi kemasya-
rakatan yang bersangkutan dalam janka waktu 3 (tiga) bulan memenuhi 

ketentuan sebagai benikut: 
secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan yang mengakibatkan peinbe- 

kuannya; 
mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran 

lagi; 
meiigganti Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat yang mela- 
kukan kesalahan tersebut. 

(2) Pencabutan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahu-
kan secara tertulis kepada Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat 
organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan dan diumumkan kepada ma- 

syarakat. 

(3)- Dengan dicabutnya pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ma-
ka organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan dpat melakukan kegiatan 

kembali. 

Pasal 25 

Apabila Pengurus. Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat yang dibekukan sebagai-
mana dirnaksud dalam Pasal 22 ayat (2) masih tetap melakukan kegiatan yang 
mengakibatkan pembekuan, organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan dapat 

dibubarkan oleh Pemerintah. 

Pasal 26 

(I) Organisasi kemasyarakatan kecuali yang tersebut dalam Pasal 28 yang me-
langgar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 7 lindang-undang dapat 
dibubarkan oleh Pemerintah 

(2) Pemerintah sebelum melakukan tindakan pembubaran, terlebih dahulu 
membenikan peringatan tertulis kepada organisasi kemasyarakatan yang ber-
sangkutan untuk segera menyesuaikan din dengan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, 
Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-undang. 

(3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setetah menerima peningatan ten-
tutu, organisasi kemasyarakatan tersebut masih belum memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemerintah dapat membubarkan 
organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan. 

(4) Sebelum melakukan tindaan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (3): 

Bagi 'organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingup Nasi-. 
onal, Pemerintah Pusat meminta pertimbangan dan saran dalam segi hu-
kum dari Mahkamah Agung. 

Bagi organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingup Propin- 
si atau Kabupaten/Kotamadya, Gubernur atau Bupati/Walikotamadya 
meminta pertimbangan dan saran dart instansi yang berwenang di dac-
rah serta petunjuk dart Menteri Dalam Negeri deiigan mengindahkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(5) Pembubanan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Gubernur, Bupati/Wali. 
kotamadya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dibenttahukan kepada 
Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat organisasi kemasyarakatan 
yang bersangkutan dan diumumkan kepada masyarakat. 

Pasal 27 

Pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan yang menganut, me-
ngembangkan dan menyebarkan paham atau ajaran Kornunisme/Marxisme. 
Leninisme serta ideologi, paharn atau ajaran lain yang bertentangan dengan 
Pancasila dan Undang-undang basar 1945 dalam segala bentuk dan penwu. 
judannya, sesuai dengan ruang lingkup keberadaan organisasi kemasyarakat-
an yang bersangkutan. 

Pembubaran dilakukan dengan naemperhatikan saran dan pertimbangan 
instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundahg-undangan yang 
berlaku. 
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i4thasya alan tersebut di nyatak sbaga: orgamsasi terlarang. 

(4) Keputusan pembubaran dan pernyataan sebagaj organisasi tedarang disam. 
paikan secara tertulis kepada organisasi kemasyarakatan yang dibubarkan 
tersebut dan diumumkan kepada masyarakat. 

BAR '/111 
JC.ETENrU4&N PERAUJL34 

PasaI2S 

Organisasi kemasyarakatan yang telah ada pada tanggal niula.i berlakunya 
Undang.unth, wajib memberjtJan secara tertulis kepada Pemerintali 
sesual ruang lingkup keberadaannya tentang penycsuajan terhidap kete 

/ 	tuan 	2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 7 selarnbat4ambatnya t 	17 V 	j i1987. 	 angg-- 

Organisass kemasyaraJcatan yang telah memberitahukan secara tertulis tetapi 
ternyata belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, 
dan Pasal 7 Undang.undang oleh Pemerintah diberikan peringatan secara 
tertulis agar menyesuafkan dengan ketentuan dan batas waktu sebapimana  dünaksud da1m ayat (1). 

OTganisaal kemasyarakatan  yang setelah tanggal 17 Juni 1987 tidak mem-
beritahukan secara tertulis mengenai penycsuajan terhadap Pasal 2, Pasal 3, 
Pasal 4, dan Pasal 7 Undang.unda, atau organjsasj kemasyarajcatan yang 
diben peringatan sebagahnana dimaksud dalam ayat (2) 
m 	 akan tetapi ternyata 

asik tetap belum menenubj persyaratan maka 
orpniqj keznasyaraktan yang bersangkutan dibubarkan oieh Pemerjntaj. -- 

Pembuba lb'Pblla= dinakd dalans ayat (3) dibcdt&hWcn kepada 
organfsaaj yang dibubwkan tersebut din dkmwnk= kepada myarakat. 

BABLX 
KETENTUAN PENUfljp 

Pasal 29 
Ketentuan pelaksanaan Peraturan PemenntnJ Ud diatur kblh lanjut 01cb 

Men. ted E1am Negen. 

Pasal 30 

Peraturan Pemerintah mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setmap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Pemerintah liii dengan penempatannya dalarn Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 4Apr11 1986 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

ttd 

Diundangkan di Jakarta 	 s 0 E H A P T 0 
pada tanggal 4 April 1986 

MENTERI/SEKjTAFJS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

ttd. 

SUDHARMONO, S.H. 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1986 NOMOR 24 
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PE NJ E LA SAN 
ATAS 

PERATURAN PEMERINTAE REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 18 TAHUN 1986 

TENTANG 
PELAKSANAAN UNDANG-UNDMJG NOMOR 8 TAHUN 1985 

TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATM4 

UMUM 

Untuk meIaksa?.kan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi 
Kemasyarakatdn agar dapat berlaku secara berdayaguna dan berhasilguna di-
tengah-tengah masyarakat peTlu ditetapkan Peraturan Penierintah. 

Dalam Peraturan Pemerintah mi diatur leblh lanjut hal-hal mengenai pembentuk-
an, fungzi, hak dan kewajiban, keanggotaan dan kepengurusan, keuangan, pem-
bmaan, pembekuan dan pembubaran organisasi kemasyarakatan, dan penyesuai. 
an  bagi organisasi kemasyarakatan yang telah ada. 

Pembentukan organisasi kemasyarakatan adalah salah satu perwujudan dan ke-
rnerdekaan berserikat dan berkumpjl bagi warganegara Republik Indonesia yang 
didasarkan atas zifat kekhususan organisasi kemasyarakatan tersebut untuk ber-
perazmaera dalam pembangunan nasnai sebagai penganmalan Pancasila. 
Sifat kekhususan organisasi kemasyarakatan adalah keaamaan dalam kegiatan, 
profe, funpi, agaxna dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 
Tuan organitti kemasyaiakatan disesuaikan dengan sifat kekhususannya 
yang dijabarkan Iebth lanjut dalani prograln-progranmya dalarn rangka mencapai 
tujuan naizonal. 

Dalam rangka penataan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan 
da!ain kehidupan bennasyarakat, berbangsa dan bernegara, pembentukan organi- 
mW 

 
ernasvarakatan olch Pengurusnya diberitahukan kepada Pamenntah. 

Dslain ruenjalankan fw-gsinva untuk mencapai uan organ!si, diperlukan 
keseiznbanan antara hak dan kewajibannya yang dapat dpert*nab, 
balk terhadap anggctarya, maupun terhadap muyarakat, bangia dan nepra. 
Keanotaan organisasi kemasyarakatan adalah benfat aukarela, yang pelakia. 
naannya diserahkan kepada organaal yang bersangkutan, naimsa demi adinya tczlL idnthty15j dipt,rlukan pendaftsnan anggota. 

Dslam pada Itu ditilik dad ruing llngkup keberadunnya orgathaä kesnasyzra. 
kztan dapat dlkelompokkan berdasaikan 3 (tIp) kzlteria yakni organitin ke-
masyarakatan yang mcmpunyai ruing Ilngkup Nazional, ruing lingkup Propinzi 
dan ruing lzngkup Kabupite- fKotamdya. Pengelompokkan dimakaud adalah 
dalam ranrngka pengeinbangan orgahiusi kemasyarakatan. 
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Pemerintah mdakukan pembinun terhadap organisasi kemasyarakatan agar 
dapat-zumbuh dan berkembang secara sehat dan mandiri, sehingga dapat mem• 
berikan pengaruh potp dalam mendinamisasikan dan meningkatkan swadaya 
serta mendorongkreativitas masyarakat yang merupakan sumber daya manuaza 
yang sangat potensiaL 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka organisasi kemasyarakatan diupa 
yakan berhimpunda1ahi wadah penibinaan dan pengembangan yang sejenis. 

Untuk mencegah tindakan yang dapat merugikan masyarakat, bangsa dan negara 
serta organisasi kemsyarakatan itu sendiri perlu diadakan sanksi berupa tindakan 
pembekuan Pengurus organisasi yang bersangkutan. Pembekuan dimaksud me 
rupakan langkah pertania agar tindakan yang merugikan tersebut tidak berke-
Ianjutan. 

Apabila tuldakan tersebut masih berlanjut maka terhadap organisasi kemasyara-
katan tersebut dapat diambil tindakan pembubaran. Keputusan pembekjan dan 
pembubaran diaxnbil setelah mempertimbangkan semua segi dengan mengindah-
han peraturan perunthng.undangan yang berlaku. 

Disamping itu bagi organisasi kemasyarakatan yang tidak mencantumkan Panca-
sik sebagal aatu4atunya asas dalam pasal Anggaxan Dasarnya, tidak menetapkan 
tujuan organisasi dan tidak mcbkinak2n kewajibannya scbagaimana ditentukan 
dalam Undang-undang dapat dubarkan setelah melalul proses tertentu. Bahkan 
orgaphasi kemasyankatan yang menganut, mengcmbangkan dan menyebazkan 
(ahain atau ajaran Komunism andsme-Lcninlsme, serta ideologi alan (ahain 
stan aatzn lain yang bertentangan dengan Pnc'tila dan UndangUndang Dasar 
1945 dalam setala bentuk dan perwudannya langaung dibubaikan. 
Organnasi keniasyarakatan yang sudah ada sebelum berlakunys Undang-undang 
diberi kesernpatan untuk menyesüa&an diri deugan ketentuan Undang-undang. 

PASAL DEW PASAL 

P—u 

Migkal 
Cukupjelas 

Angka2 
Perhimpunan yang bersifat kekerabatan yang mempunyai kegiatan, tu-
juan yang bersifat sementara, serta yang keanggotaannya bersifat. long-
gal, misalnya arisan tidak terinasuk pengertian organiasi kemasyarakat-
an. 

Angka 3 
Pemerintah PusatadalahMenteri Dalain Negeri selaku pembina umum  

terhadap organisasi kemasyarakatan, Pemermtah Daerah Tingkat I dan 
Pemenntah Daerah Tingkat II adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat 
I dan BupatifWalikotamadya Kepala Daerah Tingkat II saja, tidak ter-
masuk Dewan Peiwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwa-
kilan Rakyat Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerin. 
tab Di Daerah. 

Angka 4 
Cukup jelas 

Angka 5 
Cukup jelas 

Angka6 
Cukup jelas 

Pasal 2 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasal 3 

Ayat (1) 
Cukup .jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (4) 

Apabila sifat kekhtsusan tersebut lebih dari satu, maka organisasi ke. 
masyarakatan yang bersangkutan harus menegaskan titik berat sifat 
kekhususannya dalam tujuan yang dicantumkan Anggaran Dasar seba-
gaimana dunaksud dalam ayat (2). 

Pass! 4 

Cukup jelas 
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Pa1 5 

Cukup jelas 

P*sal6 

Ayat 
Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

PaI 7 

Ayat (1) 
Warganegara asing yang menjadi anggota organisasi kemasyarakatan 
harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang ber-
laku. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Pasal 8 
Cukup jelas 

Pasal 9 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas  

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasal 10 

Cukup jelas 

Pasal 11 
Cukup jelas 

Pasal 12 

Ayat (1) 
Cukupjelu  

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan persetujuan Pemermtah Pusat adalah persetuju. 
an  yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri, atau Menteri/Piinpinan 
Lembaga Non Depaitemen Iainnya setelah mendengar pertimbangan 
Menteri Dalam Negeri. 

Pasall3 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

PasaIl4 

Yang dimaksud dengan wadah pexnbinaan dan pengernbangan yang Se. 
jenis adalah suatu wadah yang dapat menghirnpun organisasi kemasya. 
rakatan yang sejenis, tanpa menghilangkan identitas masing-masing orgaru. 
sasi, baik dalam bentuk gabungan, perserikatan organisasi, atau perorangan 
yang mewakili unsur dari organisasi yang bergabung, seperti antara lain 
KOWANI, KNPI, HKTL 
Berhimpun dalam satu wadah pernbinaan dan pengernbangan yang seje. 
nis sebagaunana dimaksud diatas adalah untuk memudahkan Pemerin-
tab dalam rangka pemberian bimbingan, perlindungan, dan dorongan 
tanpa mengurangi kemandirian organisasi yang bersangkutan. 

PasaIlS 

Cukup jelas 

Pasal 16 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

PasaIl7 
Cukup jelas 
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- PasaI24 
Pasal 18 

Ayat (1) 
Ayat (1) pjths 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Ayat (2) Cukup jelas 
Cukup jelas 

Ayat (3) 

Pasal 19 
Cukup jelas 

Cukup jelas Pasal 25 
Ckupje lu 

Pasal 20 

Cukup jelas Pasal26 

Ayat (1) 
Pasal21 jelas 

Cukup jelas Ayat (2) 
'-.  Cukup jelas 

Pasal 22 
Ayat (3) 

Ayat (1)- Cukup jelas 
Cukup jelas 

Ayat (4) 
Ayat (2) Cukup jelas 

Cukup jelas 
Ayat (5) 

Ayat (3) Cukup jelas 
Cukup jelas 

Ayat (4) Pasal  27 
Cukup jelas Ayat (1) 

Ayat (5) Cukup jelas 
Cukup jelas Ayat (2) 

Cukup jelas 
Pasal 23 

Ayat (3) 
Ayat (1). 

Cukup jelas 
Cukup jelas 

Ayat (2) * 
Ayat (4) 

Cukup jelas 
Cukupjelas 

Ayat (3)  

- 	-- 

Pud28 

Cukup jelas b 
Ayat (1) 

Ayat (4) Cukup jeia.s 

Cukup jelas -, Ayat (2 
Cukup jelas 
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Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

P138129 

Cukup jelas 

Paul 30 
Cukup jelas 

TAM BAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3331 
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'REPUBLIK INDONESIA 
'DI REKTORAT JENDERAL 

'MINISTRASI HUKUM UMUM 	 Jakarta, /3 

ran 	I (satu) eksemplar 
-a] 	Kiarifikasi Organisasj 

Profesj Notaris 

Kepada Yth. 
Sdr. Kctua Badan Pengawas 
Pasar Modal 

Departernen Keuarigan R.I. 
di - 

J A K A R T A 

Sehubungan dengan surat Sauclara tanggal 20 Juli 2000 
Nomor 	S-1811/pMt2000 pe.rihal Klarifjkasj Organisasj Profesj 
Notaris, 	bersaina 	mi 	kami sampaikan penjelasan sebagai 
her ikut 

I. Keputusan Menterj Kehakjinan R.I. Nomor M.05-HT.03.10 

Tahun 1998 tanggal 26 Juni 1998 Tentang Pengangkatan dan 
Perpindahan Wilayah Kerja 	Notaris khususiiya 	dinya takari 
di dalani pasal-pasal di bawah mi 

Pasal 3 mengenaj persyaratan pengangkatan Notaris yang 
harus dilarnpirkan yaitu 

- ayat (2) g yang berbunyi : "fotokopj piagam telah lulus 
ujjan Kode Etik Notaris yang diselenggaraan oleh 
PIanisasi Prnfesj Notaris yang disahkan oleh Organjsaj 
Profes I Notaris" 

- ayat (2) hur.uf j yang hcrhunyi : "surat keterangan dan 
Notaris yang rnenyatakan pemohon pernah nengikutj praktek 
kerja atau inagang pacla kantor Notaris yang hersangkutan 
dengan haik taripa cacat yang diketahuj oleh 	ngurus 

ganisj Profesj Notaris setempat". 

Pasal ii ayat (1) yang berhunyi 

"Keputusan Mentenj Kehakjman Republjk Indonesia Nomor 
M.04-HT.0310 Tahun 1998 tentang Pernbinaan Notanjs tetap 

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan 
Mentenj Kehakjniarj Republik Indonesia mi, 

2, Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakjman R.I. tersebut di 
atas, Direktur Jenderal Hukurn dan Perundang_undang0 dalam 
su rat nyn yang di tujukan kepada Pengurus Pusat Hinipunan 
Notaris Indonesia Nomor 	C-1-17'.0310--02 Tanggal 23 Mei 2000 
inenyatakan hahwa secara Prinsip t i.dak keberatan terhadap 

keheradaan Himpunan Notaris Indonesia (HNT) sehagai 
Organisasj Profesj Notaris di Indonesia, 
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Dciiiikianlah penjelasan yang dapat karni berikan clan àtas 
ke.rja sarna yang baik kami ucapkan terirna kasih. 

A.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM 

REPUBLIK INDONESIA 
\ 

Q 
kr 

DIREKTUR JENDERAL 

ADMINISTRASI HUKUM UMUM 

— 
ts I 

S'9ç4TMASASMITA, Sil. LLM. 

ffIP 1.30350117 
an Kcpada Yth. 
Menteri Kehakiman clan 11AM R.I. 

ai laporan) 
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
lJNIVERSITAS NEGERIJAKARTA 

64 tEGO~ 
FAKULTAS BAHASA DAN SENI 

Kampus LJniverstas Necati Jakarta, Jalan Rawamançur Muk, Jakarla13220 Teip. (021) 4890046Et. 192,4895124, Fax (021) 4895124 

Nomor: 1056/J34.FBS,/H4/LL/w/2007 	. . 25 April :2P07,, Lamp. 	. 	 . 	 ' 

Hal 	:.Penjelasan mengenai diktum . 	 . .• . 

Pasal82 ayat 1, Undang-Undâng 
no 30 tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris  

Yth. Dr. H. Teddy Anwar, S.H., SpN. . 	 ' 

Pengurus Pusat1'Himpunan Notaris Indonesia. .... 
JI. Bendu -igan Hilir Raya no. 80, Jakarta Puat 10210 
(feip. 5736634) 

 

Dengan hormat, 

Setelah thembaca dan mempelajari secara keseluruhan Undang-Undang 
Repubhk Indonesia nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kaim dapat membri kesimpulan, 	 " 	 .. .. .... .. 	'. 

Pertama, yang dimaksud dengan notaris adalejábat publik,.orang, bukan 
institusj. 	. 	 . 	 . 	.

ahp
, . 

Kedua, setiap notans harus menjadi anggota suatu organisasi notaris 

Ketiga, organisasi' 'notaris itu bukan merupakan satu wadah tunggal. Artinya, boleh sàja dua, tiga, organisasi. 	 .... ..,. 	. 

Keempat, kalàu ada kesan atau. pençlapat bahwa 
organisasi itu harus merupakan wadah tunggal, bukànlaji berdasarkan kontéks kalimat yang terdapat pada pasal 82 ayát 1 Urdang-Undang no. 30 tahun 2004 tersebut, melainkbn dan konteks-Juar kalirnàt seeiti pendapat; ; ......... , 	.. 

Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang berpendápat

, 

merupákan wadah tunggal karena mengidaim jumlah anggota yang terbanyak di' antara anggota órganisai notaris lain.  

tggal- 
erpa pejabat. pemerintah (?) yang berpendapat; 

merupakan wadah karena di negaranegara jugahanya ada satu organisasi notaris. 
eIima, mengingat Undang-Urtdang nomor 30 tahun 2004 itu merupakan produ.k masareformasi dan demokrasi kiranya tidak akan ada upaya "pemaksaan" untuk ntiendirikan haxya sau wadah tunggal dalam organisasi profesa 

Sebagai izesimpulan akiur dapat kami kataka.n bahwa frase "satu wadah organisasi" yang terdapat 
. pada kalimat pasal 82 '.ayat 1 j bukanjah memberi 

pengertian "satu wadah (tunggal) 
organisasi", melainkan niemberi pengertian "suatu '1'adah organlsasi", yang berarti juga "dpat Iebth dan satu wadah" 

Demikian penjelasan kanu 

Ma>nMA 

........................................... 
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1• 

TEMEN HUKIJM D'AN PER1NDANG7UNDANGAN. 	 :. 	 ,. •, . 

REPUBLIK INDONESIA 

DTREKTORTJEERAL  

	

UUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN 	Jakarta, -3 'fl'1" 	QO 

Kcpad Yth., . 

/ Sdr. Pengurus Pusat Himp'unan 

rn 	. 	 . 	 Notaris Indonesia (:pp - HNI 

)al 	Surat Keterangan 	 . 	Ji. Bendungan Hilir Raya o. 60 

di- 	. 

JAKARTA .,PUSAT 10210 

Sehubungan dengan surat ' Saudara. Tanggal ' 9 Mei 2000 

Nornor 	003frPP/HNI/V/2000 dan,Surat.Keté.rang'an' dari Direktorat 

Jenderal Sosial •Politik. Departernen Dalam Negeri Nornor 	35 

tahun 199$ Tanggal 12 Juli 1998 tentang keberaclaan HNI seba,ai 

organisasi I kernasyaralcat.an  sesuai clengan Undang-unclang Nornor 8, 

tahun 1.985 tentang Organisasi Keinasyarakatan dan Pcraturan 

Pelakanaannya, maka bersama mi kami disampalkan' hal-hal 

sebagai berikut :. 	•. 	. 	. . 

Bahwa njengenai legalitas Anggaran Dasar HNI yang dimintakan 

kepada Departernen Hukum dan 	Perundan'g-undangan, menurut 

hernat ' kari tidak penlu adanya legalitas fornal 	dan 
Departernen Hukum dan Perundadg-'ndangan; 

2. Menyangkut hal keberadaan Himpunan Notanis Indonesia (HNI) 

sebagai salahsatuorganisasiprofesirNotarjsdj Indonesia, 

secara pninsiptidak ada kebera tan dan Depart emen Hukum dan 

Perundang-undangan. 	.  

Deniikian agar menjadi makiurn. 	. 	. 	. 

DIR1 KTUR' JENDERAL . . 

HUKU' N'PERUNDANG--UNDA AN  
J(4 	 , 

H 

	

PROF 	
/N 	

ATMASASMITA, Sil. LLM 
I 	I  / 	 NIP 1.050117 

.---................................ . 	 ...........--_-. .................................... ..................... 
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'Jit.21. 

.Lampiran• 	 Kepada 
'',.Hal 	 Kedudukan HmDJnan Notar1s 

!naonesa '.n Jakarta 	 Yth. Menteri Kehakiman & HAM 
i 

99 

Ja1<arta 

REKOMENDASI 

C a k 	k_na in 	# in .,r'. t r jr.-.+ C) ann p itt  p n 	C)1 u" '.+ U 	p a in 	\ 1a4a i..i 	 .i.> 	 s wiij.juflc.ii 	Iji.&i 

indonesia (HNI) tanggai 23 Mei 2001 Nomor 12/FP-HN!N/2001 perih& 
Permohonan Surat Fekornendasi sebagai tempat kedudukan Himpunari 
Notaris Indonesia (HNI) yang ditujukan kepada Gubernur Propinsi DK! 

a 	a r+a 	a I,.- e ak_n a • tnt c-r , 

	

n a 	a I, 	 k a 	I c- 	a 	I.. I 	'.'4t 	I Ii II •.4y1 	I 	AI 	ICAII IZ1I 

1. Pemerintah Propinsi OKI Jakarta seteah membaca dan mernpeajari 
maeri Angripmn Disr Himpunn Noaris Indonesta sampa' saat Ini 

.*n lInt 4 I..i i, n.-r44( rv.aI,rl n'.i ,4a in #i 	 -;.-i; 1, r. nj in 	a 	e.ac- +avr.-kl r 

	

I 	 1ri1a 	organ 	LI 

2. Atas dasar partimbanan tersebut maka sava dapat menerima 
keberadaar. Himpunan Notaris Indonesia di Jakrta. sepanjang telah 
tntnr.-.a...e il,'.i 	.-sarrsjarafapt 	,.arI Ia! 	rla,'a+l Ira,'. 	inapt 	 n lnrianr. I Ir.4'4r'.nnan 	1.-n II 4I I I'.l 11.41 II 	fr'I 	.4L.lI I 	 4I.I.1I AI I 	JcI 1.11 I%.44i II.4I i'..44l I4I I 	'41 

benaku. 

Atas perhatian Bapak, saya ucapkan tenmakash 

a n GI JPFRN( JR PROP1N5 DAFRAH KH JSL iS 
iri iiftm"rn In'ArD-r\ ILJ%.Ji\¼.J I F•\ *JI.".(\/•\I \ 

AIS DAEFAH. 

	

- 	

JAYARIy 	

R'i.Ir Al 17 

I ernbusn 

Dna,, 	ic i-fl rvji's, ia.,r I\la+apc Iap wcj fLJMi\ 

	

..4 I¼.4l 4.4..J 4 llII;tst.aI 11.411 I 'I*..SI.Ml I.J 44 I1.I,.JI 	.__4l4.4 \4 I; 
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Nonor .104—.................................................. 

SK Menkeh RI. tgl. 12 Desember 1994, No. C209. HT.03.02 Th. 1994 
Bapepam, tgl. 16 MeiJ997, No. 57ISTTD-N/PM/1997 
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E:e:kas.i •. bartmpat Li.nggal di • •Jalan 	Parrnata 

Kangcan 5 •Norrior •1Q: 

3.. Tuan SAFRUDDIN SE.tI. jana 'Iukun, notar:js di Bekasi 

bertmpaL tinggal di Bekaai Perurn Duta Kranj I 

Biok t Jal an Penata ran Nornor 205; 

4Tuan PRIMA CIPTA BUDI SANT0S0 	Sarjana Hukum 

notaris di Kabupaten Ma.lang, berternp&-t: ti nggai di 

Malang Jalari .L nsi nyur Haj I D5 uanda Nomor :: 

5.. Tuan H3N 	S&rjana Hukum,,, Kandidat 	Notaris 

bertempat; Li nggai di iakarta Jalan Usrnan Norrior 

6, Tuan ALFURQONSYAH, Sarj ana HURUm Kardi dat Notaris 

bertempat ti nggai di Jakarta, 5 alan Usman Nornor 

44; 	 ,,... 

I -Penghadap  saya Notaris Renal berdasarkan i dentitas nya 

yang asl :i nya d.Lperl i hatkan kepada saya 	Notaris dan 

saksi "saksi yang sama 

Penghadap 	rieri, ami n 	bahwa 	ident,tasnva 	ya rig 

diperi I hatkar, kepada saya , Notaris dan aaksi"sakai 

yang sarna adaiah .identitasnya yang sah, tidak paisu 

dan 	atau as.1 i tapi i:alau;''"'''' 	,•,.,•,, 	,,,.,,.. .... 

"Ji ka I den Litas penghadap yang diperl :1 hatken kepada 

sriya 	Notaris dan saksi "saksi yang sama 	adal aI 

identi Lasnyayarig Li:iak sah, palsu dan atau as! i tapi 

pals U 	ma ka pa rig hadap me ne ra rig ken dan 	me negas Ran 

uer.)eui.a di Luntul: rnenurut hukum yang heriaku di Negara 
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/ 51 TeddyAnwar, W.  
cZkP Wotari, )4T & (PPftI( 

A. 8ENDUNGAN HIU* NO. 10 
TLP. 573.8534 $74.1003 
JAKA*TA PU5AT 15210 

IERNYATAAN KEPUTU SAN RAPAT ANGGARAN DASAR PERSATUAN 

NOTARIS REFORMASI INDONESIA YANG DISINGKAT PERNORI 

Norrior 104 

Pada }leri ml Senin, tanggaj 30'06'2003 (tigapuluh 

,Jurii 	duaribu 	tjga ) ; ..........................................- ..................................................... 

'Be rhadapan dengan sayc, Doktor Haji TEDDY ANWAR, 

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, selaku Pejabat LJmum 

menjalankan tugas Negara sehagal Notaris, dengan 

di h a d i ri oleh saksj "-saksi yang akan disebutkan pada 

akhir akta ml ........... .............. 

'1uan Doktor Haji MUHAMMAD RIDHWAN INDRA ROMEO AFIADIAN, 

Sarjana Hukum, Magister Manajemen. Notaris di Bekasi., 

I: 	t i ngga 1 di Jakarta Ja 1 an (Jsma n Norno r 44, 

1'Jakarta 	 -..'--" .............................. .,.. 

Del eni h 1 1 ni menur' lit: keI:eranqa n nyc 	--- ......................................... 

a. Berti ndak unt.uk di rl sendi ri .................. 

b,. Berdasa r ken Not ul en Rapat Pare Pendi r I yang di hue t 

dibjh tangan beriTietera:j cukup tertanggal 10-'10.. 

2001 (sepul uh Oktober duaribu satu ) 	yang as.i I nye 

di iekatkan pada minute akta ml dat-i den dengan 

demi kian ber..ti ndak unt:uk den at -is 	...... 

1. luan 	Irsi nyur BAGID 	 Sane ri 	Hukurn 

Magister Humaniora, Notanis di Surabaya, bertempel: 

tinggal di Surahayc, Jalan Darino Selaten 5 Nomor 

................................................................................................................................................... 

2.. Nyonyc FiM4T I SYAM 'Sarjana Hukum, Notani s di 
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kesatuan Repui:ik Indonesia baik Peraata ITtaUPUn 

Pidana; '"" 	 -" 

Penghadap terieb5. h dahul u menerarigkari bahwa dengan 

nggaran Dasar yang d:ibuat dibaah tangan 	tertanggal 

0104200.1 (satu April duaribu satu), telah didi ri kan 

Persatuan Notaris Reforrnasi Indonesia (PERNORI) 	yang 

teiah 	terdaf tar 	dan diakui 	keheradaannya 	oieh 

Departemen Dalarn Negeri dan Otonorn:i Daerah Republik 

Indonesia,  sebagairnana ter-nyata dari surat Di r- ektur 

Hubungan Antar Lembaga 	Di rektorat Jender- al 	81 na 

Kesatuan Bangsa tertanggal O$O5'2OO1 (dci :an Mel 

duanibu satu) yang asi :inya dipeni I hatkan kepada sayc 

Notari s dan s aksi '-saks.j yang same dan fotoc;opynya 

dilekatkan pada minute akta mi ;  

I "-$ah'a atas a nj uran P1 hak Departernen Del am Negeni dan 

Otc'nomi Daerah Anggaran Dasa rtersebut di riyatakan 

dalam aRta Note ris 

I Karena itu Penghadap bertindek dalarn kedudukannya 

se:)agairnar,a tersel:ut d:iatas rnenyatak.er, baha I ngi n 

rneridinikan Organisasi Per-satuan Notanis Indonesia 

disingkat PERNORI sebagal organisasi kesamean profesi 

dengan pertimbangan dan ke terttuart senta syarat"syarat 

sebaga]. berikut 

I Memperhatikan 

	

	' E3aha sampai dengan tahun 1998 pare 

nocanis, pane mantan naLanis dan pare 

kandidat notanis di Lampung dalam suatu 
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wadah tungga.i ., 	arisan 	dari 	suatu 

rezim dan s:isterr, yang sudah usang ; 

dan karena reforrnasi senta tidak adanya 

lagi kewajihan pnofesi untuk tunduk 

pada wadah tunggai , maka sej ak t:a hun 

1998 muncuiah satu lagi orgariisasi 

nctanis yang sarnula di ha apkan dapat 

rn€nampung aspinasi •para not&r:is yang 

sudah tidak kanasan bernaung diwadah 

tunggai 

Tetapi hanapan tJnggai hanapan, 

sebaga irnana 	j uga 	ref orrnas i 	yang 

sebagian besar bel urn t.:eriaksana 	maka 

keber'adaan wadah keciva den 

notanis ternyata belum juga hisa 

me namp u ng 	aspi ras I 	sebag I an 	pare 

notars 

KEIIena Itu Rami pare notaris mengariggap 

peri u dibentuknya lagi suatu 	wadah 

notanis yang kami beri name Pc rsatuan 

Note n is 	Ref a rrnas I 	I ndo nes i a 	yang 

d:islngkat 	PERNORI • 	yang 	ciLa'cita 

utamanya edalah antare laL n mengadakeni 

perrieaLan pekenjean d:iantara pane 

riotenis denga n mengada ken pembetasan 

5 umiah akta yang dapat dibuat notanis 
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Liap bulannya pembatasairhoriorarium 

notaris untuk kepenti ngan Negara dan 

Badan Lisa ha Miii k Negara (BUMN) yang 

saiiamriya minimal 35 	(t:igapui uh 1 irna ) 

p e r s e n dirnil .i k negara 	persaudaraan 

diantara para notaris dan saling 

pengertian diantara para notaris 

termasuk yang hukan menjadi ariggota 

Persatuan dan para abdi hukum lainnya 

Merigi ngat 'Pasai 28 IJndang Undang Dasar 1945 dan 

GarisGaris Besar Hal uari Negara merige 

nai Hak Asasi hanusia serta arus 

ref ormasi yang deras yang terj adi di 

negara kesatuan Repubi 1k Indonesia. 

	

'Merriperhati kari 	Korisi dcrans 	tersebut 

diatas make didi ri kanlah 	organi3asi 

Persatuan Notar is Ref ormasi I ridonesi a 

yang disingkat PERNORI dengan anggaran 

dasar,  , sebaga ber 

I 	...... 

- N A M A 	 " 

fl-- 	1 	1 

Organisasi mi dinarnakan Persatuan Notaris Reformasi 

Indonesia yang disingkat PERNORI dan didirikan untuk 

pertama kalinya pada tanggal 14 (ernpatbelas) April 2001 

Penegakan Hukum..., Siti Setia Annisa, FH UI, 2008 



(duaribu satu), untuk selanjutnya dalam anggaran dasar 

mi 	disebut juga Persatuan, berkedudukan di Bekasi, 

Bekasi Plaza Blok B 17-19, jalan Insinyur Haji Djuanda 

nornor 81, dan jika sudah mernungkjnkan àkan dipindahkan 

ke Jakarta. ......... 

., ............. 	
.. 	........ 

.'............................................................Pasal 2 ........................................................ .......... 

"Persatuan mi berasaskan Pancas:jl 	 . 	.. 

KEANGGOTA(N. 

'Kaariggotaan Persatuan i ni terdi ri dan............  ... ..... .... ... .......V..........  .... .... 

Anggota Biasa yai1:u: 	 .... 

a. 	Pare 	Notanis, .................... ................. 

b.. Pare rnantan Notanis ,,....... 

C. 	Pare 	kandidet Notari 	................................,'. .............................. 

I
z. Ariggota Luar Eiasa yang terdini deri 	orangorang 

yarig ticiak 	 iL 	Jj seb ut f<e n di etas tet:ap :1 

di anggap pen U untuk menj cdi cnggota kerena j asarya 

eta u 	engabdiannya pada Persatuer .. 	 ............................. 

"Para anggote Persatuan berhenti karene 	.................... 

a. 	Meninggal 	dunia 	; .................................................................................................................... 

b.. ALes perminLaan  

o - 	Mel akuka n pal aigg a ran pa rat ure. n per unda ng undo nga n 

yang rnenyebabkan dihukum panjara lebh dari 3 (tiga) 

tahun_....................................... .... .................................................. ................ .............................. 

TATA CARA PEMECATAN ANGOTA 
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fyAuwai3C 
qft'T A 

TI Pasal 4 	'.' 

- seorang anggota dapat diberhentikan sernentara dari 

keanggotaannya oleh Pengurus Pusat kareria melakukan 

salah satu peianggaran di bawah ml 

melakuka,-, perbuatan yang bertentangarj 	dengan 

ketentuan dalarn Anggaran Dasar, Anggarar Rurnah 

Tangga, Kode Etik dan keputusan"keputuzin yang 

sah dari Pengurus Persatuan. 	-- . 

melakukan perhuatan yang mencernarkan, merugikan 

atau rnerenda -ikan riarna ba:i k Persatuari 

I
c rnenyalah gunakan narna PersEituan untuk kepentingan  

prihadi 

2 Keputusan untuk pemberlentian sementara di iuTir,  

pelanggaran Kode Etik, tidak akan dikal uarkan oleh 

Pengurus Pusat, sebel urn teriebi h dahul u mendengEir,  

keteranga n keterancjan dari anggota yang bensankutan 

dan 	member i ka n kepada nya kesempata n untuk men be 1 a 

di ri pada Dewan Kehoririatan WI Iayah dan rnengaj ukan 

ha iidi ng pada Dewa n Ke honmata n Pusat - 

:3. Pemberhentian sementara itu oleh Pengurus di3j ukan 

pada Kong res yang ben kut untuk diputuskan oleh 

Kongres...............................................  

4. Apabi la Kong nes membatal kar, keput usan I tu 	ma ka 

Pengurus Pusat hanus rnerehabl 1 ..Lasi anggota tersebut 

dal am tenggang waktu 2: (dua ) ml nggu satel ah berak 

h:irnya kongres.'....................................................... 
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5Tpabj la pemberhentian sementara itu di kuatkan oleh 

Kongres maka keanggotaan tersebut herakhi r untuk 

6. Pengurus Pusat wajib melaporkan adanya pemberherr 

tlan/pemec;atan tersebut kepada I nstansi yang bera' 

narig yang ada hubungannya dengan jabatan Notaris 

terrnasuk tetapi ti dak terbatas pada 	Pengadi ian 

Negeri tempat Notaris tersebut menjalankan jaha' 

tar?nya , Pa ngadi 1 an Ti nggi t:emf:)ai: Notaris tersebut 

rIienj alanka n 5 abatannya , Mahkamah Agung dan Departe" 

riien Kehakimar,-----------------------  

HKHK ANGGOTA• 

Pasal 5 

1. Anggota. B:iasa berhak untuk mengikuti semua kegiatan 

Pa rsat:ua n • mange 1 ua r ka n pa ndapet da lam 	Kong res 

Musya','iarah WI layah dan Rapat Anggota sarta mempunyai 

baR 	untuk memi ii h dan d.ipiii h sebagai 	anggot.a 

Pengurus dan Dean Kehormatan .. 

Hanya saj a 	para Ketua dan Waki 1 Ketua Pengurus 

Pusat: 	Ketua Pengurus WI layah dan Ketua Pengurus 

Cabang, haruslah dipi Ii h diantara para anggota yang 

nierjabat notaris,, 

Dengari kata lain , para Ketua dan Waki 1 	Ketua 

Pengurus 	Pusat, Pengurus WI iayah dan 	Pengurus 

Cahang, tidak boleh dijaI:>et oieh pare. mantan (Werda) 

notar is dan para kandidat notaris ..........."•'...... 
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WT A 

JF2. 	ggota Luar Biasa mempunyal hak yang sarra dengan 

rtggota Biasa 	termasuk didal.arnnya untuk dipi 1 ih 

sebaga I Anggota Deta ri Ks ho rrnat:a n 	kec ua 1 :1 untuk 

mcmiii h 	dan d:ipi 11 h sehagal 	anggota 	Pengurus 

Persatuan yang ditentukan dalam Pasal 5 arigka .1. 

diatas, 	'"' 	 "•' 

3 	Set lap anggota 	berhak untuk rriendapatkan peril rr' 

dungan dari Persatuan, ssjauh had itu dapat dan 

patut di ber I Ran berdasarkan ket:entuan dalam (nggaran 

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan ser La 

peraturan ) rundanga n' undangan yang beriaku 

J1FN ANGGOTA  

J.. cnggota B:iasa berkewaj iban menj unj ung tinggi dan 

mentaati sega 1 a ketentuan dalam Anggaran  

nggaran Rumah Tarigga dan Kode Eti k. Nctar.is Keput:u 

san Kong res dan ketent ua n'keten tuan Persatuan 	.......... 

Anggota Luar BIas dan Anggota Kehorrnatan berkesiaj i' 

ban rnenjaga dan mempertahankan nama i:ai k Persatuan - 

Setiap anggot;a kecuali Anggota Kehormatan dan Anggo 

ta Luar Bi asa herketiaj:1 ban untuk nniembayar uang I uran 

bulanari yang d:i. Letapkan oieh Persatuan. .................................. 

------------ SUSUNAN C)N ALAT PERLENCKAPN ----------------

-------------- PERSTUAN PENGURUS PUST .......................... 

.... Pasal 	7 	......................................... ..................... ............ 

1. Pengurus Pusat terdi ri dari seorang Ketua Umum, 
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paling banyak 5 (lima) orang Ketua seorang Sekre" 

tans Urnum,, paling hanyak 5 (lirna) orang Sekretaris 

seorang Bendahara Umum paling hanyak 3 (tiga) 

orang Bendahara seorang Pembantu UITIUIn dan paling 

bariyak. 	(lirna) orang Ketua Bidang 

2 Para Anggota Pengurus Pusat dipilih oleh Kongres 

untuk mEiSEJ. jabatan 5 (1 ima ) tahun dengan ketentuan 

hahwa apahila Kongrestidak dapat diadakan pada 

wa ki: ii nya ,, rnaka masa .j abata n 5 (1 :i ma ) ta hun te rseb ut 

dianggap dengan sondirinya diperparijang sarnpai 

dengan waktu Kongres. diadakan.. 

3, Para Anggota Pengurus Pusat yang masa jabatannya 

tel a h 	I::>e na k hi r 	t ida k dapat 	di p i li h 	kemba 1.1 

terkecuali 	5 ika dengan tidak dapat 	dipilihnya 

kembali anggota Pengurus Pusat tersebut , 5 abatan 

pada Pengurus Pusat menj adi lowong,. 

4. Yang dapat di angkat sebagai anggota Pengurus Pusat 

adalan anggota biasa 	khusus hag i mereka yang: akan 

di angka : sebagai Ketua Umum dan para Ketua Persatuan 

adalah meraka yang telah menjabat sebagai Notaris 

sekunang"kurc'ang:nya 3 (t.iga ) tahu na en t:a 	selama 

rnernartgku j abatan Pengurus Pusat masa j abatannya 

sebagai Notani s bel uris akan berakhi r 	dan t i dak 

menj aba L sebagai Pengur us Wi 1 ayah atau Pengurus 

Ca1:.arg serta sedapat: rnungki n }:>enkedudukan di tempa t 

kedudukari Pensatuan 	-"' '"''" 
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Anuwr, 
& PftC 

,r5,., Dal,a, m menj alankan tugas dan keaj Ibannya Pengurus 

PLJat: 

a 

	

	Memmp n dan bertanggung 3aab sec;ara kesel uruhan 

rnengenal organisasl ke luar dan Re dalam 

b 	tenentukari pelaksanaan kebij aksanaan untuk rrienca 

pal 	tuj uan Persatuan serta memutuskan soal 'soati 

yc3ng pri nsi.pi. I , sepanj ang tidak 	bertentangan 

dengan Anggaran Dasar/nggaran Rurnah Tangga serta 

Rep ut uaa n Rep ut usa n Kongres ; 

c. Melaksanakan dan mengawasl peiaksanaan tugas, 

usaha kegl aLan dan kewaj ii ban yang tel ah diputus 

Ran oleh Kongres 	'' - 

d - - Memb I na Re rj asama a nta ra Pa rsat ua r I nta h 

balk dltlngkat Pusat dan Wilayah maupun Lembaga 

Lerribaga 	.lalnnya 	serta 	organisasi -organisas.l 

profesl ba:ik dari dalam dan luar negenl 

khus usnya di 1:i dang Hukuili dan Kenotarl atan "-'"' 

a. Mempertanggurig 5 awahkan kepengunusannya kepada 

Kongres - 

6.. a. Untuk rnenyeiengganakan keglatanriya Pengurus Pusat 

mengadakan rapat- rapat barupa 

napat Piano Terbatas---------------------------- 

- - r - t-  Piano DIpeni uas 

I b. Undangan unt uk menghadl n I napat--napat tersebut 

har-us teiah dl sampa I Ran al eh Sekretanis Umum atau 

Sekretanls Pengurus Pusat sccara tar tul Is kepada 
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setiap peser'ta rapat sedikitnya 4 (rnpat) han 

kerj a urit:uk Rapat Pleno Terbatas dan 7 (tuj uh) 

hari Rerja untuR Rapat Piano Dipenluas sehel urn 

Rapat diadakan, dengan rneriyebutkan tempat., waktu 

dan El C EL r a rapat  

c.. Rapat-rapat tersebut akan dipimpin oleh Ketua 

Urn urn atau sal a h ceo rang Ketua Pengurus Pusat yang 

ditunj k oieh Ketua lirnurn dan oieh rapat yang 

bensangkutan 

7,. Rapat Piano tenbatas diadakan sedikitnya saRah 

dalarn 3 (tiga) bulan dan dapat j uga 	diadakan 

sewaktu"waktu, apahil a dianggap panlu oieh Ketua 

Umurn atau atas permi ntaan tertul is dari sekurang" 

kunangnya 3 (t:iga) onang anggota Pengurus Pusat yang 

disarnpa Ran kepada Ketua Urnurn dan di a nggap sah 

apabila dihadini atau diakihi oieh sedikitnya iebih 

dark .1/2 (seterigah ) .5 urniah anggota Pengurus Pusat 

ditarnbah satu dan dapat rnengarnb:ii keputusari yang sah 

apabi la usul yang bansangkutan disetuj Ui secara 

rnusyaar'ah 	 .... 	 . .... 

caa musyawarah tit tidak:membawa hasil 

maka ke:utusari diambi 1 dengan parnunçjutan suara 

ya it ii dengan suara tenba nyak hi asa dan maci ng''ITias i ng 

anggota Pengurus benhak untuk rnangei uarkan 1 (satu ) 

suara ur,tuk diri sendi ni di sampi ng suara yang 

di Reluarkan sebagai kuasa.. 	 ..... 
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fit & MAIC 

T aTpapat Pieno diper'luas diadakan sekuranq' 

kIJr{nqrlyE seil I dalarn 18 (delapanbelas) bulan 

dan 	dapat j uga diadakan sewaktu"waktu 	bile 

dianggap perlu oleh Pengurus Pusat atau etas 

permntaan dari Pengurus Wilayah yang didukung 

oleh 1/2 (setengah) dari j urnich Pengurus WI icych 

dan di hadi ni oleh pare anggota Pengurus Pusat. 

b Rapat Pleno Dipenluas diedakan untuk 

.1). Menilai keputusan"keputusan Kongres yang lal U 

sejauh mane yang sudah di laksanaken dan yang 

belum atau tidak dapat di laksanakan. 

Memperslapl<an segala sesuaLu yang dipandang 

perl u d:i dci am inc nyongeong Kongres yang eke n 

datang. 

- mengambi 1 keputusan atas hal "hal yang pent I ng 

yang disyaratken delarn Anggaran Dasar atau 

Anggaran Rurna.h Tangga Persatuan 

c. Rapat Pieno Dipeniucs dapat mengambi 1 keputusan 

yang sah apabi la di dalam Rapat tersebut hadi r 

atau 	diwki 1:1 dengan surat oleh 	sedikitnya 

setcng&h j umich anggota Pengurus Pusat di tarn}:>ah 

satu dan stengah j umlich Pengurus WI laych den 

Pengurus Cabang yang ada di tarnbah sat u 	dan 

keputusan' keputusan dapat diambi 1 sec:ara 	sah 

delam rapet tersebut apabi la disetujui secara 

musyewerah apabi la care rnusyajarah tidak mcrnhawa 
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hasi 1., maRs d:i lakukan perriungutan suara, ysitu 

berdasarkan suara terbanyak biasa dari suara yang 

dikel Liar Ran dengan sah dalarn Rapat tensehut . 

d. Dalam Rapat Pieno Dipenluss rning"rnasing anggota 

Pengurus Pusat, dernikian pula masing'rnasirg 

Pengurus Wilayah maupun Pengurus Cabang berhak 

untuk rnengel uarkan 3. (satu) suara untuk di rinya 

sendini d:isarnping suara yang dikeluankan sebagai 

kussa-------------------------------------------  

KETUA UMUM / KETUA 

Pa:-a1 < 

.1. Ketua Umum rnernimp:in Pengurus dalam 	rapatrapat 

Pengurus - 

2 

	

	pabila Ketua Urnurn berhalangan untuk melaksanakan 

tilgasnys sehani"hani , dapat diwakil ii oleh saish 

seorang Ketua atau Wakil Ketua..'-- 

Jikaisu oleh sesustu sebab Ketua Umurn sarna sekal :1 

I Lidak dapat rneneruskan jabatannys sarnpai akhir masa 

kcpengurusannya 	roaRs dengan 	sendi ri nys 	sal ah 

seorarig Ketua atau Wakil Ketua rnenjadi Pejabat Ketua 

Urn urn 

.3:1 Ks larnanya sisa mass keperigurusan yang 1oiong 

sebagai akibat yang disebutkan dal am ayat  3 di a1:as 

ml benlangsung 15 (satu setengah) tahun lebih, 

ma Ks Ketua yang me n.j ad.i Pej abal: Ketua Urn urn it u dapat 

disehut sebaga i Ketua Urn urn (tetap) dan mass j abatan 
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dyftizwaç 5% 
E1T & MAY,  

yang dipangkunya sarnpai akhir masa kepengurusan yang 

s€dang horj alan i Lu dianggapsebagai satu masa 

3 abatan kepengurusan, sedangkan kaiau kunarig dan 

.1 • 5 (satu setengah) tahun, Lidak dianggap sehagai 

satu masa .j ahatan kopengur usan dan pej abat yang 

bersangkutan disehut sebagai Pejabat Ketua Umum.----- 

5. Pembagian tugas diantara anggota Pengurus secara 

ganis besarnya adalah sebagal henikut 

a. 	Ketua  U rn urn 	"""'''- 

1).. Mengetua5. Pengunus. 

2) . Memirnpi n 	dan 	bertanggung 	5 atab 	secara 

kesel uruhan rnengena:i orç:anisasi keluar dan 

ke dalarri. 

:3). Ketua 	Urnurn 	sendini 	(tanpa 	rneniienlukan 

parsetuj jan 	dari p1 hak 	manapun ) 	berhak 

sepenuhnya 	mewaki 11 Persatuan 	di 	depan 

pengEidi lan, termasuk tetapi tidak terbatas 

pada Pengadi lan Negeni 	Perigadi ian Ti riggi 

Pengadi lan fata Usa ha Negara ,, 	Pengadi 1.an 

Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkarnah Agurig. 

. Menunj Uk Kuas a Huk urn dirnana di anggap pen u 

oieh Ketua. IJrnurn sendi ni. • baik untuk membela 

kepenti ngan 	Pa rsat jan 	(PERNORI ) , 	pana 

I

per:gur'us rnaupun anicjgctta Persatuan. 

. Kekuasaan Ketua Urnurn untuk rnenunj uk Kuasa 

Hukum sehagairnana disebut pada Pasal 8.4 
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tersebut tidak mengurangi hak para pengurus 

lalnnya dari Persatuan dan atau pana anggota 

Persatuan 	urituk meriuni uk kuasa 	hukumnya 

seridini untuk kepentingari pnibadi peingunus 

dan 	atau 	kepenti ngari 	pnibadi 	anggota 

6) 	Bersarna"sama de.ngan anggota Pengurus iai nnya 

meneritukan pelaksanaan kebi5aksanaan dan 

ganis"ganis besar organisasi ser ta menentukan 

soal "-soal 	pninsipil 	sepanjang 	tidak 

bent eritangan dengtan Anggaran Dasan/ ngga ran 

Rurriah Tangga serta Keputusan Korignes/ 

Musyaanah Wilayah. 

7). .Meiaksanakan dan mengaasi peiaksanaan tugas 

usa ha, kegiatan dan keaj iban yang diputuskan 

oieh 	Kcirigres/Musyajarah 	)i 1 ayah/Rapat 

nggota. 

8).. Merribina kerjasama anl:ara Persatuan dericjan 

orgartisasi notanis iai nnya, . Pemeni ntah, bai 1< 

di tingkat Pusat,, Wilaysh maupun 1embaga 

1eribaga 	1 ai nnya ...................................................................... 

9),. Bensama'sarna dengan anggota Pengurus lainnya 

bentariggurig 	.j awab 	tenhadap 	ak...v :i. tas 

onganisasi, peiaksanaan program keija dan 

keuangan 

Ketua. 	 .. 	 •............................ 
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)..ie%aRii I 	Ketua iJrnurn apahi la Ketua 	Urnurn 

herhalangan. 

Bert ugas 	memba nt u 	Ketua 	tm urn 	dan 

rnengkoordi ni r bIdang"bidang yang dlserahkan 

1< epa da n y a - 

NiembI na pengembarigan dan peni ngkatan usaha 

peiaksanaan program kerja maupun hai"ha], yang 

berkenaan dengan kegiatan bidangbidang yang 

dJpirlip] nnya 

c. Sekretaris Urnurn dan para Sekretaris w "... 

1). Sekretaris Urnum dan Sekretaris balk bersarna.... 

sarna rnaupun secara sendiri-..serdiri bertugas 

nierg).o1a 	segala 	urusan 	adm:i nistrasi 

Persatuan,. '-•"- ............................ 

Penibagian tugas antara Sekretaris Umurn dan 

Para Sekretaris diatur dan ditetapkan antara 

moreka her..aarna_ .................................................................. 

Sekretaris Umum/Sekretaris 5 uga 	bertindak 

sebagai Sekretaris rapat....rapat yang di adaka n 

c'leh Pengurus,. 	.... 	 ...... 

............... 	PENGURUS WILAYAH ............................................................... 

.................... 	... 	r),- 	I 	................................................................. ,., 	................... . 
	 . a..ai. -........................................... 

Dalam sel:iap Propi iis:i • dimana terdapat iebi h dan 

satu Cabang., dibentuk Pengurus WI iayah. - ............................ 

Selama da 1 am sua cu Prop nsi terdapat hanya satu 

satu dan lain dengan mengindahkan ketentuari 
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dalarn pasal 9 ayat 3 diatas rnaka Cabang tersebut 

berada dIba\iah kepengurusan WI layah yang terdekat 

dengan 	dan 	yang 	dipi iih 	aieh 	Cabang 	yang 

bersangkuLan, dengan persetuj uan Pengurus Pusal:. 

Apablia daiam Propinsi yang dimaksud dalam ayat 2 

diatas teiah terdapat le.bih dari satu Cabang,. maka 

Cabang yang semul a berada dIbaah 	kepeng ur usan 

Pengurus Wiiayah dari Propinsi yang disetuj u:i oleh 

Pengurus Pusat tersebut dengan aendi ri nya kembal I 

dan 	berada di baivah Pengurus WI iayah dari Propinsi 

dimana Cabang I tu berada . 

Pengurus Wiiayah berkedudukan di Ihukota Propinsi 

Pengurus WI iayah terdi ni dari seonang Ketua dan 

sebanyak'banyaknya 3 (tiga) orang Wakil Ketua dan 

sebanyak"banyaknya 3 (tiga) onang Sekretanis, 

aehanyakbanyaknya 3 (tiga) onang Bendahana. 

Para 	anggota 	Pengurus 	WI iayah 	dipi ii h 	oieli 

Musyaiarah Wilayah yang diidakan segera seteiah 

Kongnes untuk masa .5 abatan 4 (empat ) tahun , dengan 

ket:entuan apabila Musya'arah WI layah tidak dapat 

di adaka n pada i'a ktuniya ma ka masa 3 abatan Pengurus 

WI iayah ter'sebut dengan sendi ni nya 	dipenpan.5 ang 

sanipa I dengan di adaka nt'a Musyaanah Wi 1 aya h yang 

dimakaud. 	 '" 

Para 	AnlggotEi 	Pengurus 	Wiiayah 	setelah 	masa 

jabatiITYa 1:ersebut benakhl n dapat dipi 1 Ih kembal I 
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dan khusus jabatan Ket;ua., sorang calon hanya dapat 

d:ipi ii h untuk 1 (satu) kal I masa jabatan,. 

Yang dapat rnerij adi anggota Pengurus WI iayah adaIah 

anggota B.iasa yang teiah berpraktek sedikltnya 3 

(tiga) tahun dan berumur seti nggi ti nggi nya 	62 

(erampuiuh dua) tahun ser'ta sedapat'dapatnya 

bertompat ti nggai di Ibukota Propinsi - 

Dalarn menjalankari tugas dan keiaj Iban 	Pengurus 

Wilayah 

a.. Mericj&dakan rapat rapa t Pengurus Wi IEiYE{h 	Rapat 

Gabungan Pengurus WI .iayah dan Pengurus Cabang ; 

dalaiii r&ngka peiaksanaan tugas kepengur usannya 

1) 	Menyampai Ran laporan hasi 1 Kerj a Pengurus Wi layah 

secara berkala sediki tnya sekali setahun 	atau 

rnanakala d:iiri r,ta , balk Repada atau o.Ieh Pengurus 

Pusat dan/atau kepada Pengurus Cabang atau 

anggota Pars at nan dalarn Rapat Gabungan Pengurus 

Wiiayah dan Pengurus Cabarig atau dalam 

Musyawarah Wilaysh. ........................................•''"•'• 

LinLuk monyelenggarakan kegiatannya Pengurus WI layah 

sedikitnya 3 (tiga) bu1ani atau setiap ON 

d:ipandang pan u oieh Ketus atau bi ha dirnl rita oieh 

sedi Ri tnya dua anggota PCnQUrUS WI layah  dan: Rapat 

Gabungan Pengurus Wi 1 cych dengan 	cahang cabang 

daiarn 	.iI laya}i kepengurusannys 	sedi Ri t'-di kitnya 

saRah i dalarri 1 (satu ) t'hn • atau sewaktu..waktu 
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apabi la. 	diancjgap pen 'a oleh Ketua atau 	oleh 

s'atengah dari 3 urriiah cabang-'cabang yang ada dai.arn 

w.i iayah kepengurusannya.. 

ii. a. Balk 	Rapat Pengurus. Wliayah 	maupun 	Rapat 

(abungan Pengurus WI 1 ayah dan Pengurus Caheing 

dipimpin aich Ketua Pengurus .Wilayah atau oleh 

salah satu.,. WakI 1 Ketua Pengurus WI layah yang 

dl t un 5 u k Ketua - 

h - Undangan untuk menghadl r I rapat"rapat tersebut 

dlsampalkan oleh Sekretar:is Pengurus Wllayah 

de nga n s a rat kepada pa ra u nda nga n dan I rapa I: 

rapat ter'sehut dan sedikitnya 5 (1 irna) han 

kerj a dengan meriiberitahukan terripal: , waktu dan 

acara dan 

c.. Rapat-rapat 	ters.ebut dianggap 	sah 	apabi la 

dihadinl oleh sediki tnya lebih dari setengah 

dari undangan bagi rctasi ng'niasi ng Rapat 

d. Keputusan dari napat"napat tensebut: 	diambil 

dengar, cat-a musyat.arah ., apabi la cana terse}:ut 

tldak 	rrienghasl ikan 	keputusan. 	d:iadakan 

peniuncjutan 	suara 	yal tu 	bendasarkan 	suara 

terbanyak biasa .. ....... 

e Didalafn Rapat Pengurus WI1ayah 	masiny....riiasing 

anggota Pengurus WI layah berhak rnerigel uankart 

satu suara urituk dl ri riya sendi ni , 	disarripi rig 

suara yang dikeluarkan sebagal kuasa 	....... 
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y1 nwar, 3( 

T Dia1am Rapat 	Gaburigan Pengurus 	Wi layah dan 

Pengurus Cabang,) 	rnasing"masing anggota Pengurus 

W:i. layah- derrii kJan 	pula stiap 	Pengurus Cabang 

herhak mengel uarkan 	satu suara 	untuk di ri nya 

seridi ri disarnp ng suara yang di kel uarkan sebaga.i 

kuasa.. 

12. Apabila karena sesuatu sebab 5 abatan 	ngurus 

Wilayah 1oong, maka se1arnbatiarnbatnya 30 

(tigapul uh) hari rapat gabungan harus 	rnengisi 

1 oongari tensebut . rnenj adi Peru abat Ketua Pengurus 

WI layah.. 

PENGURUS 

Paa1 10 

I. Pada setiap Daerah Tingkat II dimana berkedudukan 

sekurang"kurangnya 5 (1 ima ) Nocanis dan/atau Wakil 

Notaris,, Wakil Notanis Sernentara dapac dibentuk 

Pengurus Cabang. 

2. Para Notaris dan/atau Wakil Notaris Wakil Notanis 

Sernentara yang berkedudukan dalarn suatu Daerah 

i'ingkat II, yang 5 urnlahnya kurarug dan 	5 (lima) 

orang dengan persetuj uan Pengurus WI layah (atau 

Pengurus 	Pusa t 	bi 1 arnana pada 	Propinsi 	yang 

bersangkutan tidak terdapEit Pengurus WI iayah ) dapat 

menggabungkar; diri pada Pengurus Cabang Daerah 

Ti ngkat I I yang berdekatan , sernentara rnenunggu 

.ampai tencapai 5 urnlah Notar:is yang dipersyanatkan 
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-ru-  i'Luk dapat mmbentuk suatu Pengurus Cabang 

3.. Dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalarn 

ayat 2 diatas Pengurus Pusat atau Pengurus Wilayah 

(Rhusus dalarn hal yang rrienyartgkut Propinsi yang 

memiliki kurang dan 5 (lirna) orang Notaris 

dan/atau Wakil Notaris, Wakil Notaris Sementara 

apabla rnenurut pertirnbangannya hal itu dianggap 

pen u) 	berhak 	untuk 	rnenetapkan 	periibentukan 

Pengurus Cabang pada 'uatu Daerah Tingkat II atau 

dalarn Propins:i yang jurnlah Notaris dan/atau Wakil 

Notaris, Wakil Notaris Sernentaranya kunang dan 	.5 

(lima) onang. 	......................... 

I ..... 
egujtjs Cabang 1e'<ec1ikan di 	Ibukota Daerah 

Tingkat II. Kotamadya atau Kota Adriiinistratip.' 

Pe rig urus Cabang terdini dari sedikitnya seorang 

KeLua,, seorang Sekretanis dan seorang E3endahara, 

yang dapat pul a ditarnbah dengan seorang atau lebi h 

sebagai Wakil Keua atau seorang atau iebih sehaga:i 

e in }> a n t u............................................................,,,. 	...................................,..... 

Pana anggota Pengurus Cabang dipilih oleh Rapat 

lriggota yang diadakan segerasetelah Kc'ngres dan 

untuk masa j abatan selarna :3 (tiga ) tahun 	dengan 

kate nt ua n apabil a Rapat Anggota t Ida k di adaka n 

segera seteiah Ko.ngres yang benikutnya maka masa 

5 abata ni Pengurus Cabang dengan se ndi ni nya di penpa n' 

jang sarripai dengan diadakannya Rapat anggota yang 
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dirnaksijL 

7 Par'a anggota PengUrUS Cabang seteiah masa 

j aba tannya tersebut berakhi r dapat dip iii h kembal I 

dan khusus 5 abatan Ketua seorang calon hat-iyadapat 

dipi 1 ih untuk satu kal a masa jabatan. 

8. 	Yang dapat rnenjadi Pengurus Cabang adalah A nggota 

B i a s a 	yang 	horumur 	setinggi "-tinggi nya 	60 

(enampul uh) tahun dan sedapatnya berterripat ti nggal 

di ILaikota Oaerah TI ngkat II. 

'Pengurus 	Cabang adalah 	jenj a n g 	kepengurusan 

Persatuan yang dan i w a k t u ke waktu berhubungan 

dengan para anggota Persatuan • sehi ngga selal Fl 

b e r f ungsi sebageij perpanj angan t:angan 	Pengurus 

Pusat dan Pengurus Wilayah, 5 uga harus tanggap atas 

aspi r&si rnaupun perrnasalahari dan i para anggota 

Persatuan. 	 ................. 

9- 	Pergurus Cabang dalam mel al<ukan tUgasnya 

a.. Melaksanakan 	pendaftaran 	anggota'anggota 

Persat:uan 	............................................................................................................................ 

h. Meiaksanakari dan meneruskan kepada 	anggota.. 

a nggota Persatuan 	segala kebijaksanaan 	dan 

keputusa.....keputusan 	yang 	telah 	d i a m b i 1/ 

di tetapkan oleh Pengurus Pusat dan a tau Pengur us 

,i iayah g u n a mencapa:i tuj uan Pe rsatuan 	dan 

keputusan'ke.itun 	Kong nes santa 	merigaasi 

pelaksanaannya, ......... . ..... 
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c.. Plembina 	ker.jasarri& 	aritara 	Persatuan 	dan 

Perneri riLah 	Daerah 1 i riçjkat ii setempat: 	dan 

Lernhaga"Lerrhaga yang ada huburigannya dengan 

Hukum dan Nc'tariat,. 

d 	Memhe r I l<a fl 	perta nggung"j aa1)a Ii 	me: ngena I 

keperigurusan dan keuangan kepada Rapat Anggota 

Cabang pads akhi r mass .j abstannys 

10. a. Untuk 	monyelenggarakan keglatanniya 	Pengurus 

Cabang menggunakan napat'rapat Pengurus 

Rapat Pengurus diadakan sed:i kitnys sekal .i daism 

3 	( tiga ) i:uian atau set, akt uwaktu 	apabi is 

dianggap pen u oieh set.ergah dar:i jurr:1ah anggota 

PengurusCabang, ................................................................................................... 

Rapat'rapat 	tersebut 	dipirnpin 	oieh 	Ketus 

Pengurus Cabang a La u wak ii niya 

i d—Rapat 	Pengurus Cabang adaish 	ash 	apabi is 

dl hadi ri seth kitnys seter,gah .j umlah 	ariggota 

Pengurus Cabang.. 	 .............. ................ 

e - Keputusan dal am Rapat-Rapat tersebut diambi 1 

dengan suara terbanyak biasa dan niasing-rrtasing 

snggota Pengurus Cabang her... hak mange 1 uarkan setu 

suara'"......................... 	..............,,.,,, ,,... 	............ 

.............. 	K 	0 	N 	G 	P 	F 	 ...................................... ......... 

..........,.,................ 
r5d.. . 

1. 	Kongree adal a h pemegang kekuasaari terti nggi da iani 

JPersatuan 	merupakan rapet piano dari 	eel unuh 
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anggot:a Persatuan dan ; 

2. Kongres di$elenggarakan oleh Pengurus Pusat bersama 

Pariit:ia 	Pelaksana 	Kongres 	yang 	dibentuk 	oleh 

Pengurus 	Pusat sedikitnya 3 (tiga) 	bulan 	sebelum 

disel enggarakan Kongres 

1 	. Panitia Pelaksana Kongres bertanggung j&ab 	kepada 

Pengurus 	Pusat 	rrtcngenai teknis 	pelaksanaan 	dan 

Kongres, 

4- Kongres diadakan setiap 2 (dua ) tahun sekal I 

z. Kongres 	Luar 	Biasa dapat 	diadakan 	seaktu'waktu 

apahi la 	dipandang pen u oleh Pengurus 	Pusat 	atau 

Ettas 	permintaan 	sedikit-dIkitnya 	.1/2 	(setengah) 

dari 	j urnlah 	Cabang ,, 	untuk 	membicarakan 	dart 

memutuskan 	masalah 	mendesak 	dan 	penting, 	yang 

penanganannya 	tidak dapat ditunda 	hi ngga 	Kongres 

yang hen kutnya.. 

Sd ama Pengurus Wi 1 ayah dan Pengurus Cabang 	ka rena 

sesuatu 	hal belurn terbentuk atau belum 	ada, 	rnaka 

kongres 	dapat 	diadakari atas 	permintaan 	sedikit' 

d:ikitnya 2/3 	(duapertiga) dari anggota hiasa. 

6 Proscdur 	penyelenggaraan Kongres Luar 	Biasa 	sa.ma  

seper ti penyelenggaraan Kongres,. 	-•.'"• 

7. Terna dan aca na Kongres di tetap kant da lam rapat P1 cnio 

Yang Diperi uas dari Pengurus Pusat 	yang d adakan 6 

(enam) bulan rnenj clang Kongres_ 

Jriangan 	untuk 	mengadiri 	Kongres 	harus 	sudah 
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disarnpaikan secara tertulis oleh Perigurus Pusat 

rneiaiui Pengurus W:ilayah kepada setlap anggota, 

dengan rnenyebutkan tempat, waktu dan acara Kongres 

seiarnbat1ambatnya 1 (satu) bulan sebelum Kongres 

diadakan 

9. Setiap .anggota Persatuan berhak untuk hadir dalam 

Kongres dan rnengei uarkan pendapat, mengaj ukan usul 

usul ; setiap anggota biasa berhak rnemberikan satu 

suara untuk di ri ny& sedi ri disarripi ng suar'a yang 

dikeluarkan sebagai kuasa ; hanya anggota biasa 

yang berhak inendapat kuasa . dari anggota biasa. 

.10.. Pengurus. Pusat dapat mengundang para pejabat dan 

iristansi i nstartsi dii ingkungan Pusat dan WI layah 

nta 	Bada nBadan dan orang'-orang tertentu untuk 

hadi n dalarn Pembukaan dan Penutupan Kongres 

11. Kongres d:ipimpin oieh suatu Presidium terdini dan 

Ketua"KeI:ua PengUrU:S WI layah ycing akan mcmiii h di 

antara mereKa dan menetapkan siapa 'siapa diantara 

mereka yang nter,j abat seagai Ketua dan Sekretar is 

Presidi urn tersebut 

12, Tata tertib ditctapkan oieh Panitia 	Peiaksana 

Kongres untuk disahkan oieh Kongres 

13. Kongres adalah sah &pabi la di hadi ri atau diiakii I 

oleb iehih dari setengah jumiah anggota biasa 

Persatuan dengan tdak mengurangi ketentuan 

inggaran Dasar yang rnerientukan korum t rsendi ni 

Penegakan Hukum..., Siti Setia Annisa, FH UI, 2008 



—Tu n tukha1ha1 't;ertentu.. 

Semua keputusan dalam Kongres diambi 1 dengan care 

musyawarah apabila dengart care tersebut tidak 

dapat 	diambi 1 keputusan, make 	ekart 	diadakan 

pemungutan suara dan keputusan diambi 1 atas dasar 

sara terbanyak biasa -------------------------------- 

Kongres akan mernbicarakan dan memberi ken keputusan 

tentang 

Peni.iaian 	atas 	pertanggung'5awahan 	yang 

disampaikan oieh Pengurus Pusat dan Deian 

Kehormatan Pusat mengenal peiaksanaan tugasnye 

masing"masing selama mesa jabatannya serta atas 

	

par hi tungan dan pertanggu ng".j awaban 	me ngena.l 

Reuangan Persatuen oleh Pengurus Pusat. 

Usul usu1 	dari 	Pengurus 	Pusat/Pengurus 

W:iieyah/Pengurus Cahang dan halha1 lain yang 

dianggap panting. 

C:. Cans baser program kerja per kelompok. 

d.. Pam iii Ran dan pa netapa n Pengur us Pusat dan Deta n 

Kehar'metan pusat dari calon'raion yang di usul Ran 

dalarn rapat piano yang dipani uas dari Pengurus 

Pusat yang diadakan 6 (enam) bulan menjalang 

kongras. ............................................... ................................................................. 

f 	PangangkaLan anggote luar h:iasa, apablia ada. ....... 

g . Pemecata n anggota yang di bar hent I ken samenta ra 

, [eIeurus Pusat bardasarkan Pasci 4 cyat 3 
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atau pembatalan pemberhentian sementara. 

KEPUTU9N DI •LUR 

Paaai 12 

D:i.persarnakan dengan keputusan, adalah keputusan yang 

diambi 1 di 1 'jar Kongres •dengari 

a. Pengurus 	Pusat mempersiapkan roncana 	keputusan 

tersebijt untuk selanj utnya dikiriri, dengan surat 

tercatat kopada soluruh anggota Persatuan melalul 

Pengurus WI layah dan Pengurus Cabang; 	bi lamana 

diporiukan akan disertal dengan ponjelasan dan 

Pengurus Pusat, 

h. Pengurus WI iayah dalam waktu 3 (tiga) hari setelah 

diterimanya mengi rim Re Pengurus Cabang, Pengurus 

Cabang dalam ','aktu 3 (tiga) hari menginim Re anggota 

biasa.. "' 	 "'' 

"Anggo'ca biasa tJap tiap cahangsudah hanus mernber'i 

5 awaban 	Va' atau ' t:idak" pa:ia nencana keputusan 

tersebut kepacla •Pengurus Cabang .. 

"Selambat"larnl:.atnya 7 (tuj uh) }an:i sejak diter.. imanya 

Pengurus Cabang harus sudah nenginimkan jaaban 

pernyatsan 	tortui is dari pana anggota biasa untuk 

menginimkannya Re Pengurus WI layah secana tertutup 

yang kernudian mE3ng.i nimkarnya seiambat' 1 ambatnya 7 

(tujuh) hari Re Pengurus Pusat. 	.................. ............. 

Ra nca nga n keputusan me nj cdi keputusan yang sah 

apabi la 2/3 (dua pentiga) darI j umiah anggota biasa 
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rsatuan rrienyatakan persetuj uan secara tertui is 

atas rancangan kaputusan yang di ins ksud. 

d.. Pengurus Pus&t harus menyampaikan hsi 1 keputusan di 

luar Kongres tersebut kepada segenap anggota 

Parsatuan melal UI Pengurus WI laysh dan Pengurus 

Cabang seiambatnya"1batnya dalarn tempo 90 

(sembilanpuluh) hari sejak peng.iis roncana 

keputusan tersebut, 

MU3YAWARAH WILAYA}'I 

Paai 13 

Musyawarah t'Jilaya -, Eidalah rapat pars anggot:a dan 

segenap cabang Persatuan dalarn wilayah kepangurussn 

Pengurus WI iayah yang ber'sangkutan_ 

Musyawarah Wilaysh diselenggarakan oieh Pengurus 

Wilaysh bersarna Panitia Peiaksana Musyawarah yang 

d:ibentuk oleh Pengurus Wilaysh. 	'• 

Panitia Pel.aksans Musyawarah WI1ayh bertanggung 

jab 	kepada Pengurus WI isysh mengenai 	teknis 

pelaksanaan dari Musyawarah Wi.layah, 

Dalam 	Musyawarah Wliayah akan dibicarakan 	dan 

diputuskan tentang 

a. Peril 1ai.n 	atas 	pertanggung 	ja,aban 	yang 

J

di samps I kari Pangurus WI lsyah dan De&4ian Kehormatan 

rnengenai pelaksanaan tugasnys masing'masjnq 

sal ama mass 5 abatannys santa atas perhi tungan dan 

pertanggung jaaban mengenai keuangan oieh 
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Egulus W.ilayah. 

b. Prograrr krj a untuk Wilayahnya yang merupakan 

penjabar'an program kerja yang d:isesuajkan dengan 

kondii eternpat. 

c 

	

	Usu1''usui Pengurus •Ji layah/Pengurus Cabang dan 

ha1ha1 yang dianggap 

5 	Musyawarah Wilayah harus diadakari untuk pertarna 

kalinya se1arnbat''1amhatnya 90 (sembi lanpul uh) }iarl 

terhitung. .se.jak seiesainya Kongrea dan acara pokck 

Pemilihan dan. Pengangkatan. Pengurus Wilayah serte. 

Dewan Kei:rrnatan Ji layah 

Musyawarah W:i.Iayah• dapat diadakan. sewaktu waktu 

dianggap perlu oleh Pengurus Wilayah• atau atas ijaul 

Pengurus .Pusat. atau Pengurus Cabang yang telah 

mendapat persetuj uan sedi kitnya ol eh 1/2 (setengah ) 

5 umiah. Pengurus Cabang yang ada dalarn Propinsi yang 

bersangkut&-in , 	untuk membi carakan rnasaiah 	yang 

rnendesak dan penting , yang penanganannya tidak 

dapat ditunda sehi ngga Musyawarah Wi 1 ayah yang 

benikutnya . ........................ ............ 

Undangan 	u n t u k ma nghadi r i 	Musawarah 	WI 1 ayah 

Pengurus s u d a h dlsampa:i k a n secara Lertul is oieh 

urus W:i layah , mel a 1 u:i Pengurus Cabang Repada 

setiap arggota,, dengari rnenyebutkan tempat 	waktu 

dan 	acara Musyawarah, sal ambat"larnbatnyai (satu ) 

bulan sebel urn Musya.warah WI layah  
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anggota Persatuan berhak untuk hadi r daic3rn 

Musyawarah 	Wi layah dan mengel uc rkan 	pendapat 

merigaj ukan usui'usui setiap anggota blase ber'hak 

memberikan satu suara untuk dirinye sendirl 

disarnpj ngs uara yang di kel uar ken sebaga I kuasa.. 

Hanya anggota blase yang berhak mondapat kuasa den 

I anggota biasa.. 

9. Plinpinan Musyawarah WIiayah terdlnI dari Ketua' 

Ket uc Caba rig dan be rbe nt Uk Pros i di urn dan menga ngkat 

diantara meroka Ketua dan Sekretaris. 

10, Tate tertib dltetapkan oleh Panitla Pelaksaniaan 

Musyawarah Wilaych untuk disahken oleh Musyawarah 

Wllayah. 

I 11 	Musyawarah WI laych adalah sah apehi la dihed:i ni oleh 

lebi h dan 1/2 (setengah) anggota blase Persatuan 

yang berada dalarn cabangcabartg dari Wilaych yang 

bersangkutan. 

12. Apabila korum yang ditetapkan sudah tercapal make 

- rnusyawarah dl undur untuk sei ama 24 (d.iapul uh empat) 

jam dan apabi la sea udah pengunduran I tu kor urn bol urn 

5 uga torcapai Musyawarah di anggap sah dan dapat 

rnengamh:il keputuserr'keputusan yang sah, asal saja 

anggc,'te yang hadi r semula tetap had.i r 

13.. Sernua keputusan dalam Musyawarah  Wi layah di lakukan 

ciengan care rntlsyatiJarah dan epabi le denga n care 

tersebut 	ti dek: dapet diambi 1 keputusan 	make 
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ldiadakEin pernungutan suara berdasarkan suara 

Lerbanyak bias 

RPT ANGGOTA  

Pasal 14 

1. Rapat ançjgota adalah rapat anggota cabang yang 

hir'sangkutin-------  

2.. Rapat anggota dlselenggarakari oleh Pengurus 

Cabang.. "" 

Rapat anggota diadakan sedikit"dikitnya sekali 

dalarn I (satu) tahun.. 

4. 

	

	Rapat anggota dapat j ugadi adakan sewa ktu'wakt ii 

apabia diancjgap perlu oleh Perigurus. Cabang atau 

aLas permi ntaan sedi kitnyc 1/2 (sete.ngah) dan 

anggota cabang yang hersangkuan. 

Undangan untuk rnenghadi p1 Rapat: Anggota harus 

disampaikan secara tertuiiis oleh Pengunus cabang 

kepada set lap anggota, denga n rnenyebutka n terni:at 

;aktu dan acara rapat se1arnhatiambatnya 7 (tujuh) 

han i sebel urn rapat diadakan -------- ...--------------  

6. Setiap anggota Persatuan berhak untuk hadir dalam 

rapat anggota dan inc nge 1ua r ka n pe ndapat inc ngaj U ka n 

usui'usu1v setiap anggota biasa berhak rnerrihenikan 

suatu suara untuk din nyc sertdi ri dsamp rig suara 

yang di keluarka.n sebagai kuasa. '"''"' 

I'ia. nyc anggota b I asa yang berhak rite ndapat k ucsa da ni 

anggota basa..'"' ........ .......... 
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Rapat dipimpin oieh Ketua Cabang yang bersangkutan 

at:au 

Rapat anggota adaiah sah apabiia d:ihadiri 

sedikitnya setengah dari jurnlah anggota cabartg yang 

bersangkutari.. 

tpabi1a konum yang ditetapkan tidak tercapai, maka 

rapat diundur 1 (satu) jam dan apabila masih .5uga 

tidak iiterrtenuhi korum tersebut, rapat dianggap sah 

asal saja anggota yang hadir semula tetap hadir. 

I o. Pemungutati suara dalarri rapat dilakukan degan 

musyawarah., apabi 1 a dangari cara tersebut tidak 

dapat di am}: 1 keputusan, maka di adakan pemungutan 

suara herdasarkan suara terbanyak biasa - 

1W Dngan rapat anggota dibicarakan dan diputuskar 

dengan 

	

a.. Penilaian 	at.s 	pectanggung""jawahan 	yang 

di sarnpai kan 	01 ah Pangurus 	Cabang 	mengena 

Peiaksanaa ntugasnya selaruia rnasa 	jabatannya 

santa 	atas 	per hi cungari 	pertanggung.: awaban 

mengenai keuangan oleh Pengurus Cahang.. 

b - Me.mI:i canakan usul "uuJ. anggota dan hal "hal 1 ai n 

I yang dianggap panting..""................................' ........ 

C . Pengangkatmn pEngur'us Cabang - 

	

. ............ 	DEWAN  VEI.ORM4TAI4 .... 	.. 	..... 

......................... . 	r... 	'1 
	15 ................................ r'd.c3i 

1. 	Pa rsatuan merripunysi Dewan Kehor..matan pada tingkat 
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Pusat dan sedapat 'dapat;nya pada tingkat WI iayah. 

m&sIngrriasjnq disehut Dewan Kehorrnatan Pusat dan 

Dewan Kehorrriatan WI layah ----------------------------

Dewan 

''" '

Dewan Kehormatan adalah alat perierigkapan Persatuan 

yang berdi ri sendirl dalam arti tidak ada dlbawah 

tetapi juga tidak diat:as Pengurus Pusat dan yang 

rnemp u nya ii t ugas untuki memb 1mb 1 ng dan. 	me rigwas I 

peiaksanaan Kode Etik Notaris dan ia:in"iainnya 

sebagaimana yang dimaksud dL'1ic11fl pEtSaJ 16 ayat 3 

anggaran 

3. 	Dewan Kehorcfiacari merupakan badan yang be rsi f t. 

otonom didalarri me ngarnbI 1 keputusa n keputusan pada 

Lingkat masIng"riiasing, tatapi dalam iain"iai n ha.I 

harus bakerjasarra dengan Pencjurus Persatuan. 

{ 4. Dewan Ke hormata n Pusat atas pci a ksa naa n t ugas 

bertanggung j awap kepada kongres ,, sedang Dewan 

Ke}iormat:arj 	W:i i;ayah 	bertanqgung 	3 awab 	kepada 

Husyawarali Wi layah 

S. 	Para anggotEi Dewan Kehorinatan Pusat dIpi 11 h oieh 

Kongr es 	sedang para ariggota Dewan 	Kehorrnatan 

WI laya'-j dipI 11 h oleh Musyawarah WI J.ayah dari para 

Nc'tanis yang bertempat kedudukar dan para rnantin 

notani a yang bertempat tI nggal di wIi ayah Pensatuan 

yang bersangkutan.....................................  

6. 	Notar Is yang dapat dipI ii h sebagal Dewan Kehorrn&tan 

lah Notaris yang selama memangku jahatan sebagai 
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anggota Dewan Kehormatan tidak akan berahi r mass 

j abdannya sebagai No tar ---------------------------- 

7. 

.. 

Kehormatan Pusat mempunya]. .5 (1 :irna ) orang 

.anggota terdiri dari seorang Ketus, seorang Wakil 

Ketua., 	seorang Sekretaris dan 2 (dua ) 	orang 

anggota . 

Detan Kehormatan WI layah, terganturig dar 1 3 Ufli.lSh 

anggota Persatuart dalam wilayahnya Lententu, 

mempunysi paling sedikit 3 (tiga) orang anggota 

paling ba.nyak 7 (tujuh) orang anggota, yang terdiri 

dari seorang Ketua, seonang, Sekretaris dan seorang 

anggots. 	 . 

Apab:i is 	Dewan Kehormatan: W ii aya h mernp u nya 1 	4 

(ernpat) • orang anggota atau •lebih, rnaka 	Dewan 

tersebut rnenipunyai seor'ang Waki 1  

S. 2 (dua) orang anggota Dewan Kehormatan Pusat adalah 

Noi:aris, sedangseiebi hnya adalah Mantan Notar is. 

Apabila Dewan Kehormatan Wilayah rnempunyai 5 (urns) 

orang anggota 	atsu lebi h maka 2 (dua ) orang 

diantaranya adalah Notaris selebihnya adalah Mantan 

Notanis 

9.. 	Masa 3  abatan pars Anggo ta Dewan Kehormatan Pusat 

iaiah sarna dengan mass jabstari Pengurus pusat dan 

ma sa jabatan Dewan Kehormatan Wi laysh adalah sarna 

dengan mass j abatan Pengur us Wi iayah -------------- - 

.110.  Seorang anggota Dewan Kehormatan dapat dipi I ih/ 
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diangkat kembali sehanyak satu (1) Rail sehagal 

anggota Dewan Kehormatan4  terkecuai I dengan sudah 

terpi ii hnya mereka sebagal anggota Dewan Kehormatan 

sebanyak 2 (dua) Rail, jabatan anggota Dewan 

Kehormatan menjadi lolksong atau kurang dan :3 (tlg-  ) 

1 	

Menyipàng dari apa yang ditentukan daiam ayat 7 

pasal ml rnaka sampal dlangkat anggota Dewan 

Kehormatan Pusat 	atau anggota Dewan Kehormatan 

IJl layah baru Reed uruhan anggota Dewan Kehormatan 

Pusat atau Dewan Kehormatan WI lava Ii yang masi h ada 

merupakan Dewan Kehormatan Pusat atau Dewan 

Kehorrnatan 	Wiiayah yang sah, walaupun 	j umiah 

aggotanya Rurang dahi apa yang ditentukan diatas.- 

M Seorang anggota Dewan Kehormatan tidak boleh 

merangkap see utu jabatan kepengurusan Persatuan 

13. Dalam nangka rnenj Eilankan dan meiaksanakan tugasnya 

Dewan Kehormatan WI iayah berwenang untuk : 

a - member I Ran dan menyampai Ran uui "-usul dan saran'- 

saran yang ada hubungannya dengab masaiah Kode 

EtI k Notanls termasuk tentarig rf:asaiah kel uhuran 

martabat dan jabatan Notaris, kepada Pengurus 

t")i layah dari/atau Pangur us Pusat, hal k dimi nta 

maupun tidak dimi rit,a ; "-'---' 

b. Memberl Ran pen ngatan atau tegor'an, hal 1< secara 

tertulis atau dengan lisan kepada anggota 
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Persatuan  yang rneiakukan piar,qgaran atau 

rniakukar perhuatan yang tidak sesuai d€ngan 

kode etik 

C. Mengusui kan 	kèpada 	PCnQUrUS 	Puat 	u n t u k 

mefnberhontj ka nse rnentara anggota Persatuan yang 

melakukan pelanggaran terhadap kode Etik, 

sebagaj ariggo-ta Per'satuan, 

14, Dejan kehorrnatan t)i iaya -  rnengarr,b:i I tindakan atas 

prakarsa sendi ri atau setelah rnenerirra pengaduan 

dari seseonang 	atau sesuatu pihak yang jeias 

jelas menyampaikan secara tertulis ataupun secara 

lisan penjelasan tentang bentuk, s5.fat dan/atau 

keterangan-keterAngan 	lai n mengenal 	apa 	yang 

dianggapnya sebagal peianggaran Kode Etik yang 

dilakukan atau tidak dilakukan c1eh seoranq anggota 

Persatuan 	''' .... 

a 	apabila laporan disampaikan secara 1 isan, rnaka 

anggota Deian yang menenima laporan membuat 

	

Risal ah seiengka p" 1 engkapnya dan 	rnembubuhkr, 

har.i, Langgai dan jam ter:imanya laporan dan 

tandatarjgannya bi 1 a rnungkj n jugh tanda tangar 

pe. 1 a par........................................... 

i:;. Dewar 	Keharmatan WI layah 	atas 	prakEirsanya 

send:ni atau seteiah rnenerjma laporan 

sebaga ima na ten sebut diat:as ta 11:> rnerigadaka n 

periguinpulan data maupun fak ca mengenaj peristja 
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yang di ketahui.r,ya, bai k dengan cara memanggi 1 

atau 	mengunj ungi/mendatangj 	anggota 	yang 

hersangkutan. 

c. Pertemuan dengan anggota sebagaimana dimaksud 

dalarn Pasal 1.5 ay&t JAb diatas di hadi ri oi&i 

paling sedikit 2 (dua) orang anggota Deah 

K&iorrnatar, Wilayah. 

Dalam keadaan luar biasa perternuan dengan 

anggota tersebut dapat dilakukan oleh 1 (satu) 

orang anggota Dean Kehormatan.. 

Dari pertemuan termaksud diatas ini oleh Dewan 

Kehorriiatan 	WI iayah 	dibuat 	ni.a1ah 	yang 

ditandatangani oleh Dewan Keh rmatan WI layah dan 

sedapat mungkin oleh anggota Persatuan yang 

be(sangkutan_ 

pabi1a anggota tersebuttjdak bersed:ia, balk 

secara tegas'tegas , maupun secara dlarn" di am, 

menandatangani r:isalah tersehut, maka perihal 

tidak kesediaannya itu dicatat dalam risalah ............ 

i5., Dalam iie.nanga ni aLdu menyelesai kan suatu kasus, 

anggota Dewari Kehormatan herus 

a,, Tetap 	rrenghormatj 	dan 	menj urj ung 	t:inggi 

mar tabat ariggota yang bersarigkute n 

b 	Se 1 a 1 u 	rnen5 aga a uasa na ke ke 1 ua rgaa. n 	dengan 

anggota yang be rsangkijt:an 

segala apa yang diketahul dan 
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d:i Iakukannya, Lerkecual i perbuatan tindak pidana 

yang di ickukan anggota bai k ti ndak pidana IJrnUm,, 

maupun Li ndak pidana khusus eeperti korups'i dan 

ia:inia:in 	dan 	sekal i'ka1 .1 	anggOt( 	Dewan 

Kehornatan tidak boieh ineinperiakukan ata.0 

rnenggunakan isuatu kasus sebagai bahan 

::engunj I ngar, atau sebagai be hen 	pernbicaraar 

epalagi pembicarean resmi dengan pi hak'ihak 

yar,g tidak ber wenang 

L 	 rnien5dian1ar tugasnyc 

a. 	Dewan Kehormat:an Wilayah mengedakan hubu ng an 

a1. di Wilayahnya sendini 

secara lengeung 	dengan Pengurus Vi iayah 

Pengurus Cabang dan Pengadi lan Negeri 

a, 2. 	di 	luar (i:iiayahnya 	.................................................. 

a .......L sec:ara 	iangsung dengan 	Pengurus 

(iilayah Dewan Kehormatan Pusat dan 

Pengurus 	Pusat, 	....................... ........... 

a2,2. Meiaiu:j Dewan Kehorrnatan 	wilayahl 

dani lain Wiiayah itu,, dengan 

Pengadi.ian Negeri dilain Wiiayah. .......... 

a.. 2.3. Melal ui 	Dewan Kehormatan 	Pusat 

dengan Departemen Kehakirnan atEiu 

Mahkarnah Agung dan/atau 	:i netansi 

manapun dii uar Persatijan ----------- .... 

dalam dan di luar s,i iayahnya, dengan 
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.emua :pihak yang berkaitari dengan kasus 

yang secucj di Langani 

b. Dewan Kehormatan Pusat mengadakan hubungan 

b1. iangsung dengan 

b .1 .1. SemuEl 	Li ngkatan 	perigur'us 	di 

11 ngkunçan 	Peraatuan 	dengan 

sepengetahuan pengurus yang ada 

diatas pihaik yang 

bi .2. Tingkat Pusat dari semua I nstansi 

diluar PesaLuan balk .instansi 

Pemer i n La h Si p1 1 /Depa rtemendeparte" 

men 	maupun 	Mi liter 	dengan 

sepengetahuan 	Pengurus 	Pusat 

Persatuan,. 

b. 2.. Melal ui 	Pengurus Pusat 	i.nstans:i 	yang 

hersangkutan 	dengan 	Pengurus 	WI iayah 

I natansi 	terseut dengan 	sepengetahuan 

Pengurus Pusat Persatuan....... 

17, Rapat'rapat: diadakan o.Ieh 

a.. Dewar-i Kehormatan Pusat diii ngkungannya sendir':i 

a.. 1, Apabi la dipandang per'l u aieh Ketua Dewan 

Kehormatan Pusat; dan a.tau salahseorang 

Ke Lua Pengurus Pusat, c:apE1t di adakan rapat 

gabungan antara De,'an Kehormatan Pusat., 

Pengurus Pusat cia n Pengurus Wi 1 aya h 

Kehormatan WI iayah dill ngkungannya 
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—T71 1endir 
a.. 3,. Apabila dipandanq pen u oleh Ketua [)ean 

Kahonmatan WI laych dan atau Ketua Pengunus 

WI laych 	dapat 	diadakan 	napat 	napat 

gabungan ancara Dewan Kehonrriatan Wilaah 

dan Pengur us Wilayah ,. 

b.. Seiriva ra:)at"ra:)at hanya sah apabi la 	di had I n.j 

oleh leblh darl 1/2 (sependua) jurniah anggota 

Dewan dan bagi napat gabungan apabi la oleh leblh 

dan 1/2  (sopendua) jumlah rrtaslng"masjnc anggota 

C,. RapatrapaL-  intenn Dewan dl ketijal oleh Ketua 

atau Waki.l Ketua dan bagi Dewan yançtjdEjk 

rnernpunyal 	Waki 1 	Ketua 	oleh 	Ketua 	atau 

SeRrel:anjs 

d.. Raatnat:(t gabungan r1fltB.na Dewan dan Pengurus 

dipi mpi n secara genti benganti oleh Ketua Dewan 

atau Ketua Pengunus, untuk pentama Rail oleh 

Ketua 	Pang u r us atau Ketua Dewan, 	darn I RI S It 

setenusnya 	.... 

a, Dal Slit sernue rapat"rapat Dewan 	 F1•j ng 

anggota benhak mengel uarkart satu. (I) suana 	........ 

f, Apabi is suatu naps 1: taR dapat di cape i korurn 

maka 	d:iadakan rapat: untuk 	kedue 	Rail nya, 

sedi RI t'd:i RI tnya 	1 line 	(5) 	hani 	sabanyak.... 

banycknys Luj uh (7) hari seteiah i .spat pertains 
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-r)ab1ia rapat kCdLIa tidak mencapal korurn, maka 

rapat 	kedua 	1 n I 	dii angsunqkan 	ta npa 

rremperhatj Ran 5 umiah yang hadi r 

g, Dari semua rapat-rapat dibuat nisaiah 	yang 

I
ditandatangan]. oleb Ketua 

18 - Dawan Kehonmatan WI 1 ayah har us mmbr I Ran keputusan 

salambat"ian,batnya 30 (t:igapuluh) har'I sesudah 

pengaduan ditenima .. """'" ',''."," 

19. Setelah mameniksa dan mernpt1mbangRan pengaduan, 

semua data, fakta dan buktl ""buktl dan setelah 

mendenga r p1 haR"p I ha I'c yang be rh ub unga n de nga n ka:s us 

yang bersangkutan maka Dean Kehonmatan WI iayah 

mengambi 1 keputusan, yang dapat berupa """'""" """ 

a.. rnenoiak atau 

b _ mane r I ma pengaduan dan kemudi an mange 1 ua n Ran 

per•nyaLaan"pernyataa -1, bahwa suatu pelanggaran 

'L-eliJ" i:er3a'JI atau t:idak terjEidi , 

c,. mengeluankan peningatan atau Legonan 	kepada 

anggota yang bersangkuta 

d.. mengusul Ran 	kepada 	Pargunus 	Pusat: 	dengan 

tembusan kepada Dean Kehormal:EiJ-i Pusat untuk 

rnengamb 11 	tI ndakan 	ter'hadap 	anggota 	yang 

mel a Ru Ran 	pal a ngga ran 	Rode 	Et: I k 	be r upEt 

pember'hentlan sementana sebagai anggota PERNORI 

a. usul pemberhentian sementana hat" us memuat 

jangka 	iamanya pembenhentla nsernentar'a ;""" 
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t 	pengurus 	Pusat berhak menol ak 	usul 	Deari 

I Kehbrmatan WI layah tatapj saketj ka itu j uga 

dalarri wakLu paling lama 7 (tuj uh) hari setelah 

nenenima usul dari Daian Kehcrmatan WI layah 

Pengurus Pusat t'aj lb memberi keputusa n sendi ri 

atas pertinibanqan Pengurus Pusat se.ndini lepas 

dai-'i apa yang di usul kSn oieh Dehan }Kehormatan 

WI 1 aya h dan 	 ' 	' ""' "" 

g. Apabi la Pengurus Pusat manenima usul 

g .1.. Pemberhentian sernentara balk dengan atau 

Liri 	inane tapkan sendi n I 5 any ka 	wa kt u 

pember hentiar a amen Lana itu,  maka Pengurus 

PusatcJ L 
_. v a j i v 

. 	
0 1.  

9.1.1. mencabut 	kembail 	pembenhentlan 

semeritaia itu pada akhi r masanya 

atau sebe]. urn akhi n rnasanya apabi la 

menurut pertimbangan Pengurus Pusat 

anggota yang bensangkutan sudah 

nienunjukkan parhaikan sikap 

g.1.2. memperpanjang 	masa 	pembenhentian 

semen car a , 	apab 1 1 a a nggota 	yang 

bansanqkutan 	hal urn 	ma nun ukkan 

penhal kari si kap 

g .1.. 3.. rier ubah 	kepuLusan 	pernberhentlan  

sarne.ntan& itu menj adi usul kepada 

kcngres yang akan datang untuk 
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memecat anggota yang bersartgkutan 

apabi la Ia tidak rnEnun3 ukkan çjsjala' 

gej ala 	kear.ah 	pember'hentian 

maipra.kteknya 

g 2. :)er1I}:)erhntiar, 	sernentara ,makasurat 

keputusan tentang pemberhentlan sementara 

itu 	harus memuat kemungki nan'kernurigki nan 

sebagaimana yang dimakeud dalarri g.1 	di 

atas 

h. Pengurus Pusat WaJ lb memberi tahukan keputusan 

termaksud daiarn sub f dan sub g di atas kepada 

Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan 

Wi .Iayah , Pengurua Wi layah dan kepada anggota 

yang bersangkutan daiatTl waktu paling iania 7 

(tuj uh ) 	hari setelah surat 	keputusan 	di 

tandatangani - 	...................... 

20. a. Apabila 	Dewan 	Kehorrriatan 	Wi layah 	tidak 

mengaj ukan usul (kepada Pengurus Pusa t) 	rnaka 

keputusan yang di ambi 1 ha r us di sampa I ka n• eca ta 

tertul is 	kepada anggota yang diadukan 	dan 

keputusan terset:ut p u n dii apo r Ran kepada Dewan 

Ke ho r mata n P usat de nga ri ternb usa n kepada Pengurus 

WIlayah ...................................................................................................................................... 

h 

	

	Kepada p1 hak 1 uar yang mengaj ukari pengaduan atau 

laporan Erus dieri jawaban de. ngari slrigkat: yang 

tiryt berisi Ran apa yang teiah diputuskatn 
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' 

—T~cerhadap  anggoa yang bersangkutan, 

21. Apabi la a.riggota yang bersangkutan tidak mengaj ukan 

riai. k be ndi ng ke Dewan Kehormatan Pusat 	make 

Pengurus Pusat herhak me rnberitahukan 	keputusan 

be r upa pembe r he nt ian seine ntara sebaga. i 	a nggota 

PEFNOR1 yang d:iarnbilnya itu kepada Pengadilan 

Neger:i Pengadi lan Tinggi Mahkamah Agung den atau 

Menteri Kehakitiian,'.' 

22 	DE.tr.i semua 1 aporan yang di ten ma Dewan Kehormatan 

Pusat dari Dewan Kehormatan Wi1ayah. oieh Dewan 

Kehormatan Pusat dibuat ikhtj ear den sekail dalam 

waktu 1 (satu) bulan disampai ken kepada Pengurus 

Pusat ."  

23.. Pengurus 	Pusat 	berhek mcmi nta 	kepada 	Dewan 

Kehormatar, Pusat den Dewan Kehormatan Pusat waj lb 

member i laporan kepada Pengurus Pusat tentang suatu 

Rae us, di sampi rig 1 aporan termakeud dalam eat 22.. 

24, Seorang anggota Pensatuan yang mener:ima keputusan 

Dewan Kehormatan Wi 1 ayah balk berupa peril ng&tan 

atau Legoran dengan atau tanpa disertai usul 

pember hen!: Ian semenl:ara kepada Pengurus 	Pusat: 

her heR mengaj ukan bandi rig kepada Dewan Kehormatan 

Pusat: 

25.. Perrni ntaan I:andl rig diaj ukan secara tertul is kepada 

Dewan Kehormatan Pusat derigan t:ernbusa n kepada Dewan 

Kehormatan Wi layah dalarn waktu 30 (tlga pu] uh ) han 
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setelaI-i diarribi lriya keputusan. oieh. Dewan Kehormatan 

Wilayah,. 	.'...".'. "-' 

SeLelah lewat 30 (tiga puluh) hari tidak dapat 

diaj ukan bandi rig. 

Ternbusari/copy surat permintaan banding tersebut. 

oleh Dewan Kehormatan WI iayah. disampa Ran kepada 

Perigurus WI layah, tempat Dewan Kehormatan Wi 1 ayah 

herkedudukan ,.......,,...... 	 ............. 

26 	Dewan Kehormatan WI iayah dalam waktu paling lama 7 

(tu5uh) 	hari 	seteiah 	rnenerjma . tembusan/copy 

pe rrni ritaa n ha rid i rig waj lb me nyampa I Ran kepada Dewan 

Kehormatan Pusat sd uruh berkas yang berhubungan 

dengan peristiwa yang bersangkutan: dengan surat 

tercatat atau surat kilat Rhusus atau dengan 

ku r I r - ......................................................... ........................................................................................ 

Tembusan/copy surat pengi riman tersebut oleh Dewan 

Kehormatan WI layah disampai Ran kepada 	Pengur'i.is 

Wiiayah rnaupun Pengurus Pusat. " ..... .....'..... 

27 	Berdasarkan ber kas yang di terimanya dari Dewan 

Kehormatan WI layah Dewan Kehormatan Pusat dalarn 

waktu 2 (dua ) III. nggu sotelah mener'rna 	berkas 

tersebut mengambi 1 keputusari di ti ngkat bandi. ng 

ber 	u p a 	............................................................................................................ ....................... ....... 

a, membatalkan sebagan atau sel uruh 	keputusan 

Dewan Kehormatan Wilayah ; ........................................ S........ 

.fb.
rne1ub a h 	atau 	me ngga ri t I 	Rep u t usa. n 	D e wa n 
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Kehormatan WI laysh dengan atau tanpa usul kepada 

Penqurus Pusit untuk pengbnaan senkal yeni lebi h 

rI ngan atau i&:1 h beret, 

2S. Kepu tusan Dewan Kehomatari Pusa L dl SemPaI Ran kepada 

Pengurus Pusa t Parigurus Wi layah Dewan Kehormatan 

W:i layah  dan kepada anggota yang bersangkutan. 

29. Apabila suatu peristie menyangkut seorang Notaris 

tetapi mel :iputl 2 (due ) w:i laya h Dewan Kehormatan 

Wi.layah atau menyangkut 2 (due) orang Notac is atau 

lebih yang maslng"masing berkedudukan di 2 (due) 

tampat: Red ud Li Ran atau lab I h , ma Re pane nga nan den 

penyelesaian masaich tersebut di lakukan oleh Dewan 

Kehormatan 	Pusat • 	bersarna sama 	dengan 	Dewan 

Kehormatan WI layah Dewan Kehormatan W'i iayah den 

(pare) Notarls yang bersarigkutan 

[ 30. Dalam hal demIkian keputusan mengenal perlst:ia 

i tu thamb 1 ol a.h den men upa Ran keputusen Dewan 

Kehormatan Pusat. 

3.1. Tar hedap Keputusen Dewan Kehormatan Pusat, merigenal 

per istiwa sebaga:imaria diraksud dalarri ayat .30 ti dak 

dapat dl aj ukar, band. ng  - 

32. Dari t.iap"tiap kasus dlbuet suetu benkas yang 

benlsi ........................................................ 

a...ikhtisar 	slngkat 	rnenganai 	kasus 	yang 

bars angkutan 	name" name rnereka yang 	terRa It 

dengan kasus disebut secana ien•gkap 	...................... 
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b. seiaia macam dokumen yang dlperoieh dari manapun 

yang niengerial s.uatu kasus Lertentu ; 

c.. tembusan suratsurat kel uan dan 	sunat"suna.t 

rnasuk 

risalFth psintemuan dengan anggota atau pelapor 

catatan''catatan 	rnengenal 	pertemuanpenternuan 

derigari p1 hak • manapun 

f, semua nisaiahnIsalah napat d:Lpetik bagian yang 

khusus mengenai masalah tertentu .. 	 . 	... 

33,. Semua dokumen termaksud dalam ayat 32 bersifat 

rahasla dalam anti baha dokumen"dokumen itu tidak 

bcleh dihaca oieh . atau jatuh ditangan p1 hak'pi hak 

yang tidak berkepentingan. 	 . 	. 

Penata'ijgahaan segala sesuatu yang mengenai Dewan 

Kehor matan • diselenggarakan dengan tenti b dan raoi  h 

ole.h Sekretanis Dean Kehormatan Pusat atau 

Sekretar1s Detan Kehormal: an WI layah dan berkas' 

berkas • dokurnen"dokumen :i tu adalah ml 111< PERNORI 

dan • karenanya hanus di timbang"tenimakan 	kepada 

penenus pemegang .jabatan dalam Dean Kehonmatan 

yang hab I a masa 5 abata n nya ------------------------ ... 

T idak aeonangpun anggota PERNORI Lenmasuk anggota 

1 uan biasa dan anggota kehormatan di perboiehkan 

member .1 ka n bahan pembeni taan kepada apanat med:i a 

cet.ak dan atau rriedi a elektnoni ka manapun 	mengenal 

hal ....ihwal 	.............. •................,.....,...................... 
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7.a-, rrc,.kan anggota, anggota ivar blase atcu anggota. 

kehor matan 

b. sesuatu Kasus. balk sebaglan maupun se:iuruhriya 

balk kasus .itu sudah atau ba'i urn diputuskan, ole.h 

Dewan Kehorrnatan • t€rkecual I 

I. 	Notaris anggota "PERNORI tersebut melakukan 

ti ndak P1 dana, sepert.i membuat akta del am 

j umich yang berleb:ihan • menurut Pakal sehat 

dan ke3j aren yang bertentangan dengan Pasa.:L 

28 Per&tLIran .Jabatan Noterls 

2 	Ja ka kewej iban untuk rrierahasiakan 	perbuatan 

reRan notar:j.s Lersebut bertentanq-en dengan 

Peratur'an 	Per undangan yang I &:,l h 	ti rigg:i 

seper'ti an tare lain seorang anggota PERNORI 

nielakuken penggelapan paj ak , rnelakukan I<oi usi 

-cla n k or u PS I 	 .......... 	. 	.... 

Yang be rwe na ng u nt u k me ngel ua r ken be han be ri ta 

kepeda media cetak dan atcu media eiektrcnIka lalah 

han\'a Ketua umum PERNORI etau sec'rang Ketua yang 

di tun.j Uk oleh Ketua Urnum dan atau anggota yang 

menguasal benar'-benar kesus yang bei...eangkutan 

terkecual I ape yang diatur daiam Pasel 	15.35 

diates............................................................. 

Selain Ketua Urnum PERNORI tldr3k seor'angpun anggota 

PERNORI termasuk anggota .1 u& r blase dan anggota 

kehormatan dlperboiehkar membuat press release, 
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waanca ra atau tatap muka dengan wartawari atau 

I ns tans i. ma napun u nt uk memb:i:ca.raka n atau member i 

keteranqan rnongcnai sesuetu kasus yang menyanqkut 

anggcta Lerkecuai I sebagalmane sudah diatur dalam 

fl -.-1 	I 	"Zr 	.',    El . d J..L..J.. ) .J c,)i C I.. 	'"" '""""........................  

	

8. UtiLuk bbagi perigalaman den pengajaran 	antar 

angçjota , make pemuatan suet- u kasus dcl am Media 

No tar let hanya diperbol ehkan dengan 	ketentua 

ketentuan sebagal ben kut 

a.. De.wan Kehormatan 	Pusat maupun setiap De'an 

Rehor matan Wi 1 cych , boich rnemuat suetu kasus 

dcl am Media NoLan iat 

b 

	

	yang dirnuat hanycich kesusnyei scj a I tupun henya 

yang sud&h ada keputusarr ba:ik 'Li ngkat pa rtame/ 

terakhj r maupun ti ngkat bandi ng ;""'-'''-

C ape yang dimuat daiCifr Media Notriat ter'sebut 

he ndaknya rnengandurrg saran atau pci aj aran yang 

posit p 	bag:i 	neka n" rekan 	anggota 	yang 

mcmbac;anya 	tcr'kccuai I sebagairnana yang diatur 

dalarn Pasal 15.35 diatas, 

39 

	

	Menyirnpa ng dari ape yang di tent.ukan OC 1 Clii ayat'-'cyat 

terdehul u dari pasal I ni . make Pengur'ua. Pusat 

ban ha k den iaj lb fliemuat dci am Media 	Nc'tari at 

setiap .............................................  

a - 	peiTiberhenti a r serneritare sel:aga :1 anggota. PERNOR I 

maupun 	pcngakhiran 	pemherhert Ian 	serrientara 
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J

b. USU1 Repada Kc'ngres untuk riien,e.caL anggota yang 

	

I

hersangkutan sebacjai anggota PE}RNORI ; 	 S  

c. peiFiberhentlan secrang anggota PERN0FI sehagal 

Notar is ol eh Menteri Kehaki man rrienurut pet aturan 

perundangundangan yang berlaku 

40. Hal ha I lai n mengenisi Dear, Kehcrrr,atan yang tidak 

	

I atau tii'-k cukup diatur dalam Pasal 15 	nggaran 

}Rumah Tangga i ni di at ur dan dip.utus Ran bersama 

oleh Dean Kehormatan Pusat dan Pengurus Pusat. 

KEKAYAiN 

Pasal 16 

.1 - Besarnya uang pangkai dan uang I uran bulanan untuk 

setiap anggota di suatu Qlayah ditetapkan 

berdasarkani keputusan Musyawarah Wilayah_ 

I 2 

	

	Pengurus Cabang diwaj ibkan untuk meriyerahkan kepada 

Pengurus Pusat dan Pengurus WI I ayah masi ng Ifiasi ng 

sebanyak 20 A (duapuiuh persen) dari jumlah uang 

panigkal dan uang iuran bulanan yang ditenimanya. 

Deuiikian 	pula sumbanga nsumhangan 	yang 	tidak 

mengl Rat dan pendapatan-'pendapatan dari usaha"usaha 

yang saIi. 

I Lt1E3ANG PERS 

'' 	' 	- 	Pasal 	17 	................ .. .................... 

	

Persatuan mempunyai Lambs rig., yang men upakan 	suatu 

nangkaian sehi ngga menjadi suatu kesatuan dari unsur 
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unsur dan..atribut kenotariatan rc;aupun yang berhubungan 

iangsung rnaupun tidak langsung dengan :itu, yang akari 

disahkan pada kc'ngres yang pertam& dari onganisasi .ini 

PERUB(HN NGGRAN D3R 

Pasa.I .18 

Rancangan perubahan Anggaran Dasar diaj ukan oleh Rapat 

Pieno 	Dipenl uas 	at:as usul 	Pengurus 	Pusat: 	dan 

disampaikan kepada se.rnua Cahang Persatuan satu buien 

sebeiurri diadak:an Kongres yang dirrsaksud diatas''• 

PEMBUBRAN 

P'v'a) 19 .................................................................... 

tpabiia Persatuan dibubarkan, make ketentuanketerituari 

dalam Anggaran Dasan Persatuan dan Anggaran Rumah 

Fangga i ni atau mungki ri dengan perubahan-pekubahannya 

tetap benlaku hi ngga seiesai nyc di lakukan 15. kwidasi dan 

dibeni kannyc pelunasan dan pernbebasan sepenuhnya oieh 

Rapat Pieno Diperl ucs kepede (pane) L .1 kwidatun - .......................... 

-.- PERUE3cHN ANGGARAN RUMH 1NGGt .................... 

-------------------- Pasal 20 ............................................................................ 

'(ang dirriakaud dengan rapat gabungan sebagaimana 

ditetapkan dalam pasal .19 cyat 3 Angaran Dasar untuk 

merubah Anggaran Rumah Tangga adaich Rapat Pierio 

C) i p 	ri ucs .............................................................................................. .......................................... 

...................................................L 	.1 N.L: 	:r N 	- ...................................... 

...........................................................Peed 	2i................................................................................... 

Ha1-hai yang belum atcu masih kunang 5eias diatun dalam 
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nçjgaran Dasar Rurnah Tangga mi akan diputuska.n oieh 

Rapat Piano Diper 1 uas dalarn ParatUi - peraLim atau 

Re Len tue ketentuan tersendj ri asal t ida k berI:entanga r 

ngga ran 	Dasa r dan c- ngga ran R urna h 	I a ngga 	carLa 
Pare t: ura n Par U nda ng' unde nga n yang bar). a Ru di Nega ra 
Kesatuan Rep ubi I 1< I ndones Ia 

Pasa.I 

"3ernua pembukean rekeninq di bank, termasuk tetapi 

tidak terbatas pade penandatangganan oak (cheque ) den 

giro den semue suraL•surat lainyc yang barurusan dengan 

bank tidEik Eld(:1 satupun yang di kecual I ken campal dengen 

tanggai 01042011 (satu April duarlbu sebej.as) 

di ).akukan oleh 	Ket:ua Urnurn yaitu tuan Doktor Iaj I 

MLHMMD RIDHWN INDRA ROMEO AHADIAN Sarj ana Hukurn, 

Magister Manajernen, Notar.is di Bekasi, tersebul-  ........................ 

KONGRES......................................................... 

Korigres pertarna dari Persatuan rencanenyc3 aken di ada ken 

seiarnbat..1arnhatnya bulan Desember 2003 (duaribu tiga),. 

Babel urn di adakan Kongres 	Pengur us Pusat dapat ......................... 
a,. Merigubah susunan Pengurus balk Pusat WI layah maupun 

cai:anq ; .............................................. 

b. Sebel urn cukup bariyaknya anggota bai k di Pucat, 

Wi 1 a'a h den Ca1:.a. ng • ma Re di in u nq k n Re 

rangkap balk didalarn Perratuen maupun di organised 

1 a i nnya .................................................................................................................................................... 

Pare PengUrLJd Wi. laych den Caba.ng untuk sementara 
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dapat berdornis:i 11 di luar wilayah dan cabang;. 

Para pendiri Persatuan Notaris Reforrnasi Indonesia 

(PERNORI),, adalah 

1.. Doktor Haj I MUMMAD RIOHUAN INDRA ROMEO AHADIAN 

Sarjana Hukurri,, Magister Manajemen,, Notaris di 

Bel<asi 

2. Insinyur EAC3IO ATMAJA, Sarjana )"Jukum,, Magister 

1'lumaniora, Notaris di Surabaya 

3, FATMAWATI SYAM Sarjana Hukurn,, Notaris di Bekasi " 

4. SAFARUDDIN Sarjana Hukum,, notcr:is di Bekasi 

.5. PRIMA CIPTA BIJD.[ SANTOSO, Sarjana Hukum, notaris 

di Kabupaten Malang. 

I 6, HASAN, Sarjana Hukurn; Kandidat Notaris 

7. ALFURQONSYAH, Sarjana Hukurn,, Kandidat Notaris 

Untuk pertama,kali sebagai pengurUs Pusat PERNORI 

diangkaL oleh para pendiri 	 . . 

KETUA UMUM 

K FT UA 

SEKRETARIS UMUM 

U M U'1 

Doktor 	Hcj I MU}'IAMMAD 	RID}'IWAN 

IINORA ROMEO AHADIAN Sarjana 

Huk urn 	Magister 	Manaj ama n 

notarls di Bekai 

I nsi nyur BAGIO ATMA3A, Sarjana 

I'lukum, 	Magister 	Humaniora 

Notaris di Surabayc ; 

FATMAWATI SYAM Sarjana Hukurri 

Notaris di Bakasi 

SAFARUDDIN Sarjana Hukum • riotaria 
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-F 
PEMBANTU UMUM PRIMA CIPTA BUDI SANTO3O Sarjana 

}'ukum • 	notar is di Kabupaten 

Malang,. 

"Sedangka n 	Dewan Keharrnatan 	Pusat, pa ra Pengur us 

Wiiayah 	dan Dewan Kehorrnatan Wi iayah para Pngunjs 

Cabang 	dan 	Dewan Kehormatan 	Cabarig PERNORI akan 

diL:entuk kemudian pada 	saat 	dimungkirin....... 

Pasal 24 

'Penghadap dalam kedudukanrya untuk di ri sendi ri dan 

dalam kedudukannya seb&gaj mans tersebut di atas dengan 

:i ni menerang<an dan menegaskan ii ka di kemudian han 

akta i ni trj adi suatu masiah atau masalah"'n-:asalah 

serta sengketa atau sengkasengket -t karena sebab 

atau alasan apapun juga, maka penghsdap dalam 

keudukannys sepert:i tersebut diatas sepakat akan 

membebaskan saya, Notanis, ba.ik dalam kedudukan says 

sebagal Notanis, sebagai pjjj sei:agai Pejabat 

Pemb ust ARts Tans h 	maupun dalam kedudukan 	says 

sebaqai apepun, dan saks i saksi yang menyaksi Ran dan 

rnensridstanganj akta i ni bai k dalam kedudukan mereka 

sebeal saks.i saksi maupun dalam kedudukan mereka 

sebagsi spapun 	dar:i saga]. a tuntutan hukum 	ba.i k 

Perdata, Pidana maupun Tats iJeaha Negara 	tenmasuk 

tetspi tidak terbat:as pads tuntutan yanci di iskukan 

rnelai ui Advokat atau Pengacana dan atau pt hak ketiga 
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lal nnya. 	berkenean derigari dibuatnya aRta I ni den 

SernUe aRta'aR La yarig ber'hUbungan• dengan aRt:.a mi. 

5 	 DEMIKINLH ()KTA INI 

'DIhuaLsebagal minute dan dflat-igjnkan di 3akarta. 

pada h a r i dan tanggal tersebut dalerri kepela aRta mi 

dengan d:ihadir:i: tuan ABDUL HARIS, dan tuan ACHDIANUR, 

Bachelor of sains,....eduan a pegawai kantor Notar is 

yang saya. Notaris Renal sebagail saksi'saksi 

g.ssj seteiah akta i ni saya Not:aris bacakan kepade 

pare penghadap dan acksi saksi dan seteich .itu menurut 

keterangan penghadap di baca kembal I oleh penghadap 

maka akta mi .ditc3nda tangani oieh penghadap 	saksi 

saksi zerta saya, Not..eris_ 

Di lengsungkan tanpa per ubahan apapun 

n uta a kta i n i tel a h di ta ndata nga n I de nga n semp U r na - 

.ID:1.er iRan sebagai sal i nan yang same bunyinya, 

NoLaris di •Jakarta 

D
METERAI 

DR..H..TEDDY ANWAR, S..H. 

hitth Haii mi 
Akta / anggaran E)..is;ir liii ie#ah 	 buku Daf&ar 

untuk 	i cli 

No 	—J 

Legeslkp. I 
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TeIp. (021) 5202387 - Hunting 

Jakarta, 9 Pebrrj• 2007. 

Nomor 	C.HT.03. 10 - 04 
Lampiran 
Perihal 	: Permohonan sebagai fasilitator 

Pembentukan Federasi atau Perhimpunan 
Notaris Indonesia, seperti halnya PERADI 
yang berisikan Organisasi-Organisasi 
Advokat. 

Kepada Yth. 
Muhammad Ridhwan Indra 
Romeo Ahadian. 
Pengurus Pusat Persatuan 
Notaris Reformasi Indonesia 
(PERNORI). 
Bekasi Plaza Blok. B. 19 
JlnJr.F1.Djuanda No.81. 
Bekasi. 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: IIEXT/XII/2006 tanggal 
11 Desember 2006, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, dengan mi 
diberitahukan sebagai berikut. 

1. Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris, menetapkan bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah 
Organisasi Notaris. 

V 2. Bahwa wd merealisasi ketentuan tersebut, pada prinsipnya kami tidak 
berkeberatan untuk menjadi fasilitator sepanjang inisiatif pembentukan 

C c' 	wadah tersebut berasal dari kalangan Organisasi Notaris. 

Demikian mohon menjadi makium. 

JENDERAL 
HUKUM UMUM, 

#DR. NAN SINAGA, SI!. MI!. 
040039881 

.1.. 

Tmji,iisn disampaikan kepada Yth. 
Menteri Hukurn dan Hak Asasi Manusia R.I. (sebagai laporan) 
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